Internalisasi nilai-nilai Aswaja al Nahdliyah dalam praktek ideologi kebangsaan di kalangan pemuda Sampang by Hoir, Khoidul
INTERNALISASI NILAI-NILAI ASWAJA AL-NAHDLIYAH DALAM 





Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat   















  PASCASARJANA 















































Nama : Khoidul Hoir, NIM:  F520915015 
Judul Tesis : Internalisasi Nilai-nilai Aswaja al-Nahd}iyyah dalam praktek  
  Ideologi Kebangsaan di Kalangan Pemuda Sampang 
Pembimbing : Dr. H. Ibnu Anshori, SH. MA 
Kata Kunci : Aswaja al-Nahd}iyah, Kebangsaan, Pemuda Sampang.  
 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh menguatnya kembali kontestasi ideologis 
antara Islam dan nasionaslisme di Indonesia. Kontestasi ini, dalam kurun kesejarahan, 
memang belum bisa diselesaikan. Meski terumuskan secara makro dan untuk 
kepentingan nasional, penelitian ini tidak bermaksud untuk menggambarkan bagaimana 
produk ijtihadi itu terjadi. Melainkan mencari konteks dan kontes yang lebih mikro 
yakni dinamika pemikiran aswaja an nahdliyah di Kabupaten Sampang dan bagaimana 
bentuk penyampaiannya kepada kalangan pemuda yang merupakan generasi penerus 
bangsa.  
 Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan jenis penelitian kualitatif yang 
didekati melalui perspektif fenomenologis. Adapun dari sisi fokus masalahnya, peneliti 
akan membedah tiga hal penting yaitu; Bagaimana model penyampaian nilai Aswaja 
bagi kelompok pemuda d Kab. Sampang? Bagaimana strategi pengembangan wawasan 
kebangsaan bagi kelompok pemuda di Kab. Sampang? Bagaimana strategi 
pengembangan Aswaja untuk membangun nilai-nilai kebangsaan bagi kelompok pemuda 
di Kab. Sampang? Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pola penanaman 
ideology Louis Althusser. Sedang dalam hal analisanya penulis akan menggunakan 
model analisa model interaktif.  
 Berdasarkan asumsi riset, teori, dan kerangka metodik penelitian ini, maka dapat 
disimpulkan bahwa pertam, pola penyampaian pemahaman Aswaja di Kabupaten 
Sampang kepada para pemuda dilakukan melalui; optimalisasi SDM, penumbuhan 
pemahaman kolektif penguatan peran Aswaja Centre, pelibatan langsung organisasi 
pemuda, kerjasama lintas institusi, optimalisasi kreatifitas pemuda Sampang kedua, 
proses internalisasi dan strategi penyampaian nilai-nilai kebangsaan kepada kalangan 
pemuda tidak jauh berbeda dengan penanaman nilai-nilai keaswajaan. PCNU Sampang 
hanya menambahi fitur keaswajaan dengan nilai-nilai kebangsaan yang sudah diyakini 
kebenarannya secara ideologis. Ketiga, Model penyampaian dua kontestasi ideology 
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A. LATAR BELAKANG 
 Islamisme dan nasionalisme, idealnya, sudah usai diperdebatkan di 
Indonesia. Pasalnya, kedua terma itu sudah dibingkai, oleh para pendiri bangsa, 
secara integratif melalui bahasa ideologis, bernama Pancasila; sebagai prinsip dan 
pegangan hidup masyarakat Indonesia. Pancasila memiliki lima statement 
konfrehensif dari nilai keagamaan, kebangsaan, dan keterbukaan sistem. Namun 
demikian, keberadaan Pancasila bukan berada di ruang yang mati. Pancasila hidup 
pada ranah dinamika dan tantangan-tantangan baru. Oleh karena itu, pemaknaan 
Pancasila yang holistik itu, harus terus digali hingga tetap bisa relevan dengan 
perkembangan zaman yang ada di Indonesia.   
 Baru-baru ini, fenomena dikotomis kembali terjadi; masyarakat Indonesia 
dihadapkan pada pilihan politik identitas plural-otentik vis a vis komunal-rasial. 
Fenomena ini akhirnya menghadirkan kembali perdebatan sikap kebangsaan 
Indonesia. Ada yang menunjukkan ideologi Islam yang sudah terpendam. 
Adapula yang berusaha menghadirkan nilai kebangsaan di atas sintemen 
keagamaan yang ada di Indonesia. Walaupun, harus penulis akui, fenomena itu 
hanya sebatas bara kecil semata, yang akan padam setelah momentum politik itu 
usai. Maka hal tersebut harus juga diantisipasi agar tidak terulang kembali 
dikemudian hari.   
 
 

































 Salah satu cara yang paling mainstream adalah melalui lembaga 
pendidikan, atau melakukan proses edukasi masyarakat secara langsung. Secara 
akademik, proses edukasi nilai-nilai kebangsaan acapkali diejawantahkan melalui 
Pendidikan Kewarganegaraan (PKN). Di dalam proses ini, semua peserta didik 
diperkenalkan tentang identitas nasional, proses politik dan hukum yang diakui 
oleh negara, serta sikap-sikap yang penting dilakukan (baca; toleran, gotong 
royong, dan moderat) dalam menyikapi keragaman yang ada di Indonesia. Hanya 
saja, proses pendidikan ini hanya menyasar bingkai kebangsaan semata. Dalam 
artian, tidak terintegrasi dalam bingkai keagamaan. Dampaknya, mereka yang 
berada di lingkungan taat beragama, sikap kebangsaan cenderung luntur, karena 
tidak jarang dari para tokoh masyarakat menyuarakan hal yang berbeda dengan 
yang diajarkan di lembaga pendidikan.  
 Bahkan, tidak jarang juga, kelompok-kelompok radikalis-Islam 
menggunakan strategi serupa untuk merubah mindset kebangsaan yang dibangun 
melalui muatan pendidikan kewarganegaraan. Abu Rokhmad mengidentifikasi 
bahwa ada beberapa cara kelompok radikal Islam menghadirkan pemikirannya; 
pertama, menyisipkan muatan radikal melalui pembelajaran pendidikan agama 
Islam. Kedua, membentuk iklim Islamisme-centris di lembaga pendidikan. Ketiga, 
melalui item-item soal yang dipertanyakan kepada para peserta didik.
1
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Abu Rokhmad mencontohkan ada tema kajian kewajiban menjalankan shari’at Islam 
bagi Umat Islam dalam salah satu buku Lembar Kerja Siswa. Selain itu juga, ada item soal 
setelah kajian tersebut, terkait apa hukum melawan kepemimpinan (khalifah) menurut pandangan 
Islam. Dia menambahkan bahwa jika dua topic ini disalah artikan, maka  sangat dimungkinkan 
para siswa mengikuti seluruh anjuran para guru. Pasalnya, ayat-ayat yang menjabarka tentang hal 
tersebut, secara dhahir, menjurus pada produk pemikiran radikal yang berkembang di Indonesia. 
Seperti, “barangsiapa yang tidak menjalankan hukum Allah, maka mereka adalah orang kafir”.   
Abu Rokhmad, “Radikalisme Islam dan Upaya Deradikalisasi Paham Radikal” dalam Jurnal Wali 
Songo, Volume No 1, Mei 2012, 79  

































Institute pun demikian, cara kerja kelompok radikal merusak ideologi Indonesia 
adalah melalui lembaga pendidikan, brainwashing di luar sekolah, hingga proses 
perebutan kekuasaan di lingkungan lembaga pendidikan.
2
 Cara-cara ini semua, 
tentu, sangat efektif apabila postur lembaga pendidikan dan kondisi sosial 
mendukung perilaku peserta didik secara luas.  
 Kontestasi ideologis dan strategi penyebaran – Islamisme dan 
Nasionalisme – sebagaimana diuraikan di atas, akhirnya, menjadi prioritas dari 
para kiai-moderat dan nasionalis di Indonesia. Kelompok kiai-moderat dan 
nasionalis, diungkapkan Masdar Hilmy, terepresentasi oleh Nahdlatul Ulama’ 
(NU) dan Muhammadiyah.
3
 Kedua organisasi ini, merupakan produk organisasi 
Islam di Indonesia yang menerima Pancasila sebagai ideologi bangsa. Menerima 
Pancasila sebagai produk final, tidak bisa diganti dengan produk pemikiran 
lainnya. Serta organisasi Islam yang diidentikkan sebagai kelompok yang 
berusaha untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, kalau Pancasila 
adalah pemersatu bangsa Indonesia yang beragam.  
 Bagi Nahdlatul Ulama’ (NU), Pancasila dirumuskan sebagai landasan 
bertindak karena berisikan nilai-nilai ketuhanan, kebangsaan, serta sikap adil 
terhadap sesama manusia. Nadlatul Ulama’ pasca Muktamar 1984 di Situbondo, 
berijtihad untuk tidak merubah kembali Pancasila. Sedangkan Muhammdiyah 
yang lebih rasional, sudah lebih awal menerima nilai kebangsaan ini sebagai 
wujud otentik yang juga tidak bisa diganti. Muhammadiyah menegaskan kalau 
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 Akhmad Gaus AF, “Pemetaan Problem Radikalisme di SMU Negeri di 4 Daerah”, 
dalam Jurnal Ma’arif Institute, Vol. 8, No 1, Juli 2013, 174 
 
3
 Masdar Hilmy “The Politics of Retaliation; The Backlash of Radical Islamist to 
deradicalization Project in Indonesia” dalam Jurnal Al Jami’ah Volume 51 No 1, 2013, 130   

































Indonesia bukan negara agama, melainkan negara bangsa yang menaungi seluruh 
perbedaan hidup di bawah rangkulan ibu pertiwi.  
 Terlepas dari fenomena di atas, penelitian ini tidak bermaksud mengulas 
kembali living conflict yang terjadi di Indonesia. Penelitian ini akan lebih fokus 
pada usaha-usaha antisipatif yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama’ (NU) dan 
lembaga-lembaga yang berada di bawah naungannya, untuk tetap 
mensosialisasikan bahwa Indonesia bukan negara Islam, melainkan negara yang 
beragam dan menerima perbedaan yang agama-agama lain berkembang di 
Indonesia. Salah satu cara yang dilakukan adalah bekerja sama dengan Pendidikan 
Dinas dan Kebudayaan, menanamkan rasa cinta tanah air, etika, serta memberikan 
ideologisasi Pancasila sebagai dasar Indonesia dalam bernegara. Metode yang 
dilakukan dengan program Masa Pengalan Lingkungan Sekolah (MPLS) 
diwajibkan ada materi kebangsaan di setiap lembaga Pendidikan SMP sederajat, 




 Kegiatan ini dilaksanakan oleh Pengurus Cabang NU Sampang melalui 
program Aswaja al Nahdiyah dan Penanaman nilai-nilai kebangsaan. Kata Aswaja 
al Nahdliyah digunakan untuk membedakan dengan produk pemahaman ke-
aswaja-an lain yang juga dikembangkan oleh kelompok lain di Indonesia, untuk 
menarik para generasi muda, melakukan tindakan-tindakan yang diidentikkan 
dengan pembelaan terhadap Islam. Kata Aswaja al Nahdiyah bermakna 
Pemahaman yang menjujung tinggi nilai-nilai toleransi, nilai-nilai itu termaktub 
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 Dokumentasi Kegiatan Aswaja Centre PCNU Kab. Sampang.  

































dalam Ahlus Sunah Wal Jamaah (Aswaja), yaitu meliputi tawassuth (moderat), 
tawazun (seimbang), dan i`tidal (tegak lurus, keadilan). Ditambah lagi tasamuh 
(toleran). Nilai-nilai tersebut merupakan cerminan dari Aswaja warga NU.  
 Secara sejarah, Ahlus Sunnah Waljamaah (Aswaja) lahir mewarnai alur 
sejarah peradaban dan pemikiran Islam yang tentunya tidak berangkat dari ruang 
kosong. Aswaja adalah sebuah stereotipe yang muncul dan sengaja dikembangkan 
oleh umat Islam untuk menjadi rujukan personifikasi golongan yang akan 
mendapat kemulyaan disisi Allah dengan segenap kepatuhan yang ditujukan pada 
Rasulallah SAW. Lebih tepatnya Aswaja merupakan istilah paska kenabian. Ia 
lahir paska era kenabian yang ditandai dengan tercerai-berai komunitas Islam 
menjadi skisma aliran (scism) yang tidak tunggal. Masing-masing 
mengidentifikasikan diri sebagai pengikut Nabi yang paling tepat dibandingkan 
dengan lainnya. Sungguhpun istilah ini lahir pasca era kenabian, namun, istilah 
tersebut selalu saja dipautkan pada sebuah tradisi dalam momen sejarah Islam 




 Aswaja yang berkembang di Indonesia sangat variatif dalam melakukan 
dinamika dalam memberikan penafsiran. Salah satu organisasi yang meneguhkan 
Aswaja dengan paham ideologi kebangsaan adalah Nahdlatul Ulama. NU 
meneguhkan paham kebangsaan dengan pancasila sebagai ideologi negara. 
Ideologisasi pancasila di interpretasikan deengan Islam Nusantara yang menjadi 
jargon dalam setiap momen. Kajian tentang Aswaja tidak terlepas dari perdebatan 
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 H. Z. A. Syihab. Akidah Ahlussunnah Wal Jamaah Versi Salah, kholaf dan Posisi 
Asy’ariah diantara Keduanya (Jakarta: Bumi Aksara, 1998 ) hal 14  

































sengit dan memunculkan perhatian tersendiri dari banyak kalangan, terutama dari 
para pemuda dan kiai-kiai NU yang peduli terhadap keutuhan NKRI. Perdebatan 
tersebut dilandaskan pada pemikiran sehat dan niat baik, sebab tidak mewujud 
kekerasan melainkan kajian secara mendalam untuk mendapatkan pemahaman 
yang lebih kuat lagi terkait dengan Aswaja khususnya versi warga NU. 
Dengan demikian Aswaja  yang telah menjadi paham keagamaan warga 
Nahdliyin sangat kuat, terutama di Madura khususnya Kota Sampang. Kabupaten 
yang terletak di tengah-tengah pulau Madura. Di Sampang paham keagamaan 
berjalan dengan penuh ketentraman dalam  melaksanakan ajaran keagamaan. 
Namun akhir-akhir ini pecah dengan konflik yang terjadi antara Sunni Syiah yang 
banyak menyita perhatian masyarakat Sampang sampai Internasioanl. Mulai dari 
sosial, agama, sampai perekonomian. Sehingga masyarakat cenderung  melupakan 
konfik-konflik kecil seperti radikalisasi agama serta demoraslisasi nasionalisme di 
kalangan pelajar.  
 Berdasarkan pada pemahaman dan kerangka berfikir di atas, maka 
penelitan ini diberi judul “Internalisasi Nilai-nilai Aswaja al Nahdiyah dalam 
Praktek Ideologi Kebangsaan di Kalangan Pemuda Sampang”. Tujuan utama 
penelitian ini adalah menghadirkan konsepsi pemikiran Islam toleran dan 
mengembangkan sikap moderat di kalangan remaja, berdasarkan pada hasil-hasil 





































B. RUMUSAN MASALAH 
1. Bagaimana model penyampaian nilai-nilai Aswaja bagi kelompok 
pemuda di Kab. Sampang? 
2. Bagaimana strategi pengembangan wawasan kebangsaan bagi 
kelompok pemuda di Kab. Sampang 
3. Bagaimana strategi internalisasi Aswaja untuk membangun nilai-nilai 
kebangsaan bagi kelompok pemuda di Kab. Sampang.  
 
C. TUJUAN PENELITIAN 
1. Untuk mengetahui model penyampaian nilai-nilai Aswaja bagi 
kelompok pemuda di Kabupaten Sampang 
2. Untuk mengetahui strategi pengembangan wawasan kebangsaan bagi 
kelompok pemuda di Kab. Sampang 
3. Untuk mendeskripsikan strategi internalisasi Aswaja untuk 
membangun nilai-nilai kebangsaan bagi kelompok pemuda di 
Kabupaten Sampang 
 
D. KEGUNAAN PENELITIAN 
1. Manfaat Teoritis 
Penelitian ini dapat berguna bagi peneliti, umumnya bagi 
pembaca serta mahasiswa Pasca Sarjana sesuai dengan Dirasah 
Islamiah Studi Islam dan Kepemudaan Penelitian ini diharapkan bisa 
untuk menambah khasanah keilmuan pendidikan khususnya yang 

































berkaitan dengan kepemudaan. 
2. Kegunaan Praktis  
Penelitian ini secara praktis bisa menjadi; Pertama, landasan 
untuk menghasilkan kerangka strategis pengembangan nilai-nilai 
kebangsaan secara luas. Kedua, sebagai landasan literal kepada 
peneliti untuk mengembangkan konsepsi keaswajaan yang ada di 
Indonesia. Ketiga, menjadi bahan fondasional perumusan kebijakan di 
birokrasi pemerintah, yang fokus terhadap kehidupan keberagamaan 
di Indonesia.  
 
E. KERANGKA TEORITIK 
Untuk membingkai rangka teoritik pelaksanaan kegiatan dan melakukan 
postulasi keilmiahan program ini, maka penulis memilih dua theoritical 
framework; pertama, ideologi dan proses pendidikan. Kedua, konstruksionisme 
perilaku sosial masyarakat. Pada bagian pertama, Louis Althusser, dalam HAR. 
Tilaar, mengatakan bahwa ideologi adalah sistem keyakinan yang 
menyembunyikan kontradiksi-kontradiksi internalnya. Artinya, sebuah ideologi 
bisa menyembunyikan apa yang menjadi kelemahan-kelemahannya, untuk 
kemudian mempengaruhi perilaku orang lain.
6
 Selain itu, HAR Tilaar, mengutip 
Terry Eagleton, mendefinisikan ideologi adalah proses produksi dari arti, 
lambang, nilai-nilai dalam kehidupan sosial. Ideologi merupakan ide yang 
membantu untuk melegitimasi kekuasan politik yang dominan. Ideologi 
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 HAR Tilaar, Pendidikan dan Kekuasaan, (Bandung; Rinneka Cipta, 2003 )165-166 

































merupakan bentuk pemikiran yang dimotivasi oleh kekuatan politik kepentingan 
sosial. Idelogi juga bisa jadi bermakna perangkat kepercayaan dasar untuk 
bertindak.
7
   
Dalam proses pendidikan, Henry A Giroux, etc, mengatakan bahwa 
ideologi merupakan sebuah hubungan mutualistik untuk membentuk tindakan 
performatif; sebuah tindakan yang memiliki proses individualisasi dan kerangka 
partisipasi bersama untuk menentukan kemajuan sebuah bangsa.
8
 Tindakan 
pendidikan juga bisa merangsek menjadi penguat hegemonik dalam melaksanakan 
proses kepentingan kekuasaan nasional. Tindakan pendidikan membentuk proses 
tindakan yang bertujuan seragam dalam keragaman, bergantung pada ideologi 
yang dibingkainya sendiri-sendiri, dalam sebuah negara tertentu.  
Dari cara pandang ideologis ini, maka penelitian ini akan menghadirkan 
dua kontestasi ideologi terlebih dahulu; Islam bernama Aswaja al Nahdiyah dan 
Pancasila sebagai ideologi kebangsaan di Indoenesia. Tentunya, dua ideologi ini 
bukan bermakan sebagai dua hal yang sama-sama dipegang teguh pada ranah 
konfliktual, melainkan sebaliknya, kedua ideologi ini adalah wujud asimilatif, 
antara kekuatan islamisme sebagai postulai-antropologis dan sosiologis, Indonesia 
adalah negara yang memiliki rakyat mayoritas beragama Islam. Sedangkan 
Pancasila sebagai landasan-konsesif yang disepakati oleh semua kalangan sebagai 
ideologi kebersamaan. Dengan demikian, dua ruang asimilatif ini, akan 
menghadirkan sebuah pola ideologi yang bisa diterima oleh dua kelompok yang 
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 Ibid, 167  
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 Henry A Giroux ed, Education and Cultural Studies (New York; Routledge, 2001), 2 

































masih saja bergeming dari fakta pluralitas keagamaan dan keberagaman yang ada 
di Indonesia.  
Setelah melakukan pembingkai rangka ideologi di atas, sebagai sebuah 
sistem nilai yang berkembang dan diyakini di masyarakat, maka penulis akan 
membingkainya kembali melalui cara pandang konstruksionisme. Cara pandang 
konstruksionisme, dalam konteks pendidikan, kadang, diyakini sebagai proses 
indoktrinasi kepada peserta didik, agar mereka mampu memahami dan menyadari 
bahwa Indonesia terbangun dari dua kekuatan ideologi besar tersebut.  
Salah satu pendekatan teoritik, yang bisa digunakan dalam kajian sosiologi 
pendidikan adalah teori konstruksionisme. Teori ini diperkenalkan oleh Peter L 
Beger. Dia menyebutkan bahwa Konstruksionisme adalah teori sosial yang 
menganggap bahwa manusia dan masyarakat merupakan produk dialektis, 
dinamis, dan plural secara terus menerus
9
. Konstruksionisme adalah teori sosial 
yang menganggap bahwa manusia dan masyarakat merupakan produk dialektis, 
dinamis, dan plural secara terus menerus
10
. Bagi pendukung teori ini, manusia dan 
masyarakat adalah produk manusia itu sendiri (actor) dan tindakan kolektif secara 
kontinu
11
. Maksudnya, manusia dan masyarakat adalah produk manusia itu sendiri 
(actor) dan tindakan kolektif secara kontinu. Dengan demikian, individu 
betapapun dan bagaimanapun tindakannya, pada umumnya, dipengaruhi dan 
                                                             
 
9
 Stephen Ball The Routledge Falmer Reader of Sociology of Education ( New York; 
Routledge Falmer, 2004) 3 
 
10
 Joseph Zadja, Globalisation, Policy, and Comparative Research (Australia; Springer 
Science, 2009), 1-2   
 
11
 Ibid, 3 

































dilatarbelakangi oleh interaksi manusia dengan manusia yang lain, baik itu 
berawal dari proses internalisasi, eksternalisasi, dan objektivikasi.
12
 
Penelitian konstruksi sosial dalam pendidikan sempat dilakukan oleh Mike 
O’Donnell di salah satu sekolah Inggris, berjudul the social construction of 
youthful musculinities. Dalam penelitiannya, dia mengasumsikan bahwa ada 
konstruksi yang dilakukan institusi terhadap para kelompok muda untuk menjadi 
sosok laki-laki yang sebenarnya. Sehingga, mereka mengadopsi beberapa ajaran-
ajaran mengenai maskulinitas
13
. Di dalam konteks pendidikan Islam terdapat 
banyak fakta dan postulat ilmiah yang menunjukkan bahwa pendidikan, memiliki 
nuansa atau dimensi lain dari sekedar transfer of knowledge (pemindahan ilmu 
pengetahuan), melainkan juga konstruksi sosial baru, yakni ditunjukkan dengan 
merebaknya lembaga-lembaga pendidikan yang berafiliasi dengan aliran 
keberagamaan tertentu, yang pada umumnya, bukan hanya memberikan layanan 
pengajaran, melainkan juga adanya proses pem-bai’atan (pengukuhan) sebagai 
anggota, pengikut suatu aliran keberagamaan. Selain itu, mereka juga melakukan 
proses internalisasi dan indoktrinasi ajaran yang berimbas pada truth-claim 
determination, sehingga produk yang dihasilkan lebih fanatis dan enggan 
berinteraksi dengan dunia luar.  
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 Internalisasi adalah proses pembentukan pemahaman kepada seseorang terhadap objek 
yang ada di luar mereka. Eksternalisasi adalah upaya seseorang untuk meyakinkan seseorang 
bahwa objek yang dilihatnya nya. Objektivasi adalah proses untuk melakukan peyakinan tahap 
lanjutan bahwa tindakan yang dilakukannya memiliki dimensi kebenaran.  
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F. PENELITIAN TERDAHULU 
1. Aktualisasi Nilai-Nilai Aswaja NU Dalam Mencegah Radikalisme 
Agama 
Penelitian ini di tulis oleh Ahmad Ali MD, penelitian ini 
memberikan deskripsi tentang fenomena kekerasan yang terjadi di 
Indonesia mengatasnamakan agama. Agama dijadikan alat untuk 
menjalankan kekerasan dengan slogan-slogan dan aksi nyata. Bahkan 
aksi ini mengesampingkan ideologi Pancasila sebagai falsafah negara 
juga mengabaikan slogan Bhinneka Tunggal Ika. Sehingga nilai-nilai 
toleransi yang di bangun di Indonesia dengan saling menghargai 
perbedaan agama, ras, suku diabaikan. Dengan pemaparan yang sangat 
jelas dan komprehensif penulis meberikan penulusuran sejarah yang 
berkembang tentang radikalisasi yang muncul di Indonesia. 
Penulis memberikan kerangka solusi yang baik dengan 
menawarkan nilai-nilai asjawa sebagai kerangka keagamaan, Aswaja 
merupakan paham yang menekankan pada aktualisasi nilai-nilai ajaran 
Islam berupa keadilan (ta’âdul), kesimbangan (tawâzun), moderat 
(tawassuth), toleransi (tasâmuh) dan perbaikan/reformatif (ishlâhîyah). 
Nilai-nilai Islam yang dirumuskan dalam Aswaja itu kemudian 
dijadikan ke dalam Fikrah Nahdhîyah. Fikrah Nahdhîyah adalah 
kerangka berpikir atau paradigma yang didasarkan pada paham Aswaja 
yang dijadikan landasan berpikir NU (Khiththah Nahdhîyah) untuk 

































menentukan arah perjuangan dalam rangka ishlâh al-ummah 
(perbaikan umat). 
Alur penelitian di mulai dari sejarah munculnya gerakan 
radikalisme agama yang berkembang di Indonesia. Dan penerapan 
nilai-nilai Aswaja dengan konsep 4 pilar kebangsaan yaitu NKRI, 
Pancasila, UUD, dan Bhinneka Tunggal Ika. Juga penulis memberikan 
pemaparan yang gamblang tentang nilai-nilai Aswaja NU sebagai 
kerangka berpikir dalam mencegah radikalisme agama.  
2. Aswaja dan NKRI, Upaya Mempertahankan NKRI Melalui Aswaja 
Penelitian ini ditulis oleh Hoirul Anam, penelitian ini 
mendiskripsikan tentang pembentukan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia dari proses perjuangan sampai menjadi negara yang 
berdaulat. Tidak sedikit juga penjelasan yang bersifat konstruktif 
dengan memberikan penjelasan tentang menjadi manusia Indonesia 
yang sesungguhnya, serta pemeluk Islam yang menjadi mayoritas 
dengan konsep yang damai. Dengan slogan Islam Nusantara yang tidak 
lepas dari akar tumbuhnya negara Indonesia. Pembahasan aswaja 
menjadi urgen dalam penelitian ini. Karena Aswaja dan NKRI bagai 
dua sisi mata uang yang sama sama mempunyai nilai sejarah 
perkembangan dalam membangun NKRI. 
Penulis juga mampu menganalisa dengan baik korelasi antara 
Aswaja dan NKRI. Melestarikan dan mempertahankan NKRI menjadi 
sangat penting, serta tantangan yang ada di NKRI di jelaskan dengan 

































baik. Islam yang berkembang di Nusantara di jelaskan dengan bahasa 
yang gamblang dan mudah di pahami. 
Alur penelitian dimulai penjelasan NKRI, sejarang, tantangan, 
dan melestarikan NKRI dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Dan 
juga Aswaja menjadi kerangka beragama yang berbanding lurus 
dengan perkembangan Indonesia.  
 
G. METODE PENELITIAN 
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 
Penelitian dengan fokus masalah pengembangan nilai toleransi dalam 
pendidikan pesantren sebagai cerminan respon pendidikan pesantren 
terhadap realitas agama dan paham keagamaan dalam Islam yang plural, 
akan dilakukan dengan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif 
adalah jenis penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang 
memandang subjek penelitian secara holistik dengan menetapkan peneliti 
sebagai instrumen, dan melakukan analisa data secara induktif.
14
 Sedang 
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   Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung, Remaja Rosdakarya: 
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 Studi fenomenologis mendiskripsikan pemaknaan umum dari sejumlah individu 
terhadap berbagai pengalaman hidup mereka terkait dengan konsep atau fenomena. Para 
fenomenolog memfokuskan untuk mendiskripsikan apa yang sama atau umum dari semua 
partisipan ketika mereka mengalami fenomena. misalnya, duka cita yang dialami secara 
universal. (John W. Creswell, Penelitian Kualitatif dan desain Riset, Yogyakarta, Pustaka Pelajar: 
2013, 105) 

































2. Kehadiran Peneliti dan Lokasi Penelitian  
Peneliti sebagai instrumen dalam penelitian kualitatif ini, akan hadir di 
lokasi penelitian sebagai observer partisipan. Namun tingkat partisipasi 
pada masing-masing lokasi penelitian berbeda, adakalanya berpartisipasi 
dengan tingkat partisipasi moderat (moderate participation), adakalanya 
dengan tingkat partisipasi pasif (passive participation).  Lokasi Penelitian 
adalah di PC NU Kab. Sampang dan beberapa lembaga yang menjadi 
objek program kegiatan sosialisasi Aswaja di Kab. Sampang.  
3. Data dan Sumber Data 
Sesuai dengan focus dan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka 
data-data yang akan dikumpulkan meliputi : 
a. Program Kegiatan yang dilaksanakan   
b. Target dan Bentuk yang diharapkan dan dilaksanakan  
c. Strategi Pengembangan  
Data-data tersebut merupakan data primer dan tentatif yang dapat 
berkembang sesuai dengan dinamika penelitian di lapangan. Sedang data 
sekundernya adalah situasi dan kondisi sebagai seting alamiah penelitian.  
Data-data primer akan digali secara mendalam dari subjek penelitian yang 
terdiri dari para Pimpinan, Pengurus, Kepala Sekolah dan Tenaga Pendidik 
lainnya, dengan jumlah sampel sesuai dengan kebutuhan data penelitian. 
Sedang data sekunder akan digali disamping dari subjek penelitian diatas, 
juga akan digali dari data dokumenter dan objek pengamatan langsung 
selama penelitian. 

































4. Prosedur Pengumpulan Data 
Pengumpulan data di lapangan akan diawali dengan identifikasi subjek 
penelitian dengan mempertimbangkan kebutuhan data penelitian, 
kemudian dilakukan penggalian dan penelusuran data melalui wawancara 
mendalam, pengamatan, dan dokumentasi. Dalam melakukan wawancara, 
disamping akan digunakan catatan wawancara, akan digunakan pula 
rekaman wawancara dan dokumentasi subjek. Apabila data yang diperoleh 
belum mencukupi kebutuhan data penelitian, maka akan dilakukan 
wawancara lanjutan (memperpanjang masa penelitian). 
5. Prosedur Analisa Data 
Dalam analisa data akan digunakan prosedur analisa model Miles & 
Huberman, yaitu menggunakan analisis interaktif.
 
 Data yang diperoleh 
dari lapangan direduksi sehingga menemukan tema-tema dan pola pokok 
yang relevan dengan penelitian, kemudian disajikan dalam bentuk narasi 
sesuai dengan katagorisasi data yang selaras dengan permasalahan 
penelitian. Reduksi data dan penyajian data adalah dua komponen analisis 
yang dapat dilakukan secara bersama-sama pada saat pengumpulan data 
lapangan. Setelah reduksi data telah tersajikan atau dibuat display data,  
maka langkah berikutnya penarikan kesimpulan atau verivikasi yang 
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   Matthe B. Miles, A. Michael Huberman,Qualitative Data Analysis, Tjetjep  Rohendi Rohidi 
(Penerjemah)  Analisa Data Kualitatif, Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru, (Jakarta, 
UI=Press : 1992), 16-20  








































Komponen-komponen Analisa Data : Model Interaktif 
 
6. Pengecekan Keabsahan Data 
Penetapan keabsahan data yang ditentukan melalui empat kreteria yaitu : 
derajat keterpercayaan (credibility), keteralihan (transferability), 
kebergenatungan (dependability), dan kepastian (confirmability), dalam 
penelitian ini akan digunakan teknik pemeriksaan keabsahan data sebagai 
berikut : 
a. Credibility 
Dalam pengecekan derajat keterpercayaan (credibility) data, peneliti 
akan menggunakan teknik Triangulasi
17
 dengan melakukan 
pembandingan dan pengecekan derajat keterpercayaan suatu 
informasi yang diperoleh melalui sumber atau metode yang lain. 
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  Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu 
yang lain, bisa berupa sumber lain, metode lain, penyidik lain dan atau teori lain. (lihat Lexy J. 









































Dalam pengecekan derajat keteralihan, peneliti akan menggunakan 
teknik uraian rinci (thick description)
18
. Data akan diuraikan sesuai 
dengan konteksnya sehingga dapat dipahami makna yang terkandung 
dalam data. 
c. Dependability 
Dalam pengecekan derajat kebergantungan (dependability),  akan 
digunakan teknik penelusuran audit, dimana promotor bertindak 
sebagai auditor dan peneliti sebagai auditi melakukan pemeriksaan 
terhadap seluruh proses penelitian dan data temuan penelitian, 
kemudian dilakukan kesepakatan antara auditor dengan auditi 
terhadap langkah penelitian berikutnya.
19
 
d. Confirmability  
Dalam pengecekan derajat kepastian (confirmability), akan digunakan 
pula teknik penelusuran audit kepastian. Dalam hal ini audit akan 




7. Tahap-Tahap Penelitian 
Penelitian ini akan dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu : 
Tahap Pertama : Penelitian pendahuluan 
Tahap Kedua  : Penyempurnaan desain penelitian 
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 Teknik ini  menuntut peneliti untuk melaporkan hasil penelitian dengan uraian yang seteliti 
dan secermat mungkin yang menggambarkan konteks tempat penelitian diselenggarakan. lihat 
Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, 337-338) 
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 Ibid, 338-342. 
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Tahap Ketiga  : Penggalian dan pembahasan data penelitian. 
Tahap Keempat : Penulisan laporan penelitian 
 
H. SISTEMATIKA PEMBAHASAN 
Bab pertama : Pendahuluan yang berisi tentang latarbelakang masalah, 
identifikasi masalah, pembatasan masalah, Focus dan masalah penelitian, Tujuan 
dan kegunaan penelitian, Kerangka Teoretik, Penelitian Relevan, dan Metode 
Penelitian. 
Bab kedua : Kajian pustaka tentang Sejarah Indonesia Pancasila 
sebagai Ideologi Negara. Pemahaman Pemuda dengan ideologi Pancasila. Definisi 
Aswaja Aswaja Sebagai Kerangka Bergama di Indonesia Perkembangan Aswaja 
di Indonesia Pemuda sebagai salah Satu promotor Ke-Aswajaan Ala Indonesia 
Doktrinasi Nilai-nilai Aswaja dalam Bernegara 
  Bab ketiga : Paparan latar penelitian yang berisi tentang profil PCNU 
Sampang dan Lembaga Sasaran Program. Paparan data dan temuan hasil 
penelitian yang berisi 1) diskripsi data, 2) temuan hasil penelitian, 3) pembahasan 
temuan hasil penelitian. 
  Bab keempat : Analisis Data 
Bab kelima : Penutup yang berisi tentang 1) kesimpulan, 2) implikasi 
teoretik, 3) saran-saran. 


































KERANGKA TEORI  
 
A. Pemahaman Aswaja al-Nahdl}iyyah  
1. Historiografi Pemahaman Aswaja  
Dinamika pemikiran dan sejarah perada ban Islam tidak pernah 
statis. Dari zaman ke zaman percaturan corak pemahaman terus 
berkembang menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat, termasuk 
di dalamnya bagaimana pemahaman teologis. Dalam konteks sejarah, 
pasca wafatnya Nabi Muhammad SAW, perbedaan pandangan tentang 
Islam yang benar muncul sangat beragam. Ada yang berasal dari kerangka 
berfikir dan corak politis. Ada pula yang beragumentasi pemahaman 
tersebut berakar dari pemahaman yang paling benar. Ada pula yang 
menyengaja keluar dari pemahaman umum, untuk membentuk 
pemahaman baru karena tidak sepaham. 
Term Aswaja merupakan postulat dari ungkapan Rasulullah 
SAW.,‚Ma’na> ‘alaihi wa as}ha>bi>‛.1 Berarti, golongan aswaja adalah 
golongan yang mengikuti ajaran Islam sebagaimana diajarkan dan 
diamalkan Rasulullah beserta sahabatnya. Aswaja (Ahl al-sunnah wa al-
jama>’ah) adalah satu di antara banyak aliran dan sekte yang bermuculan 
dalam tubuh Islam. Di antara semua aliran, kiranya aswajalah yang punya 
banyak pengikut, bahkan paling banyak di antara semua sekte. Hingga 
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 Said Aqiel Siradj, ‚Kontroversi Aswaja: Aula Perdebatan dan Reinterpretasi‛ 
(Yogyakarta: LKiS, 2004)182. 

































dapat dikatakan, Aswaja memegang peran sentral dalam perkembangan 
pemikiran keslaman. 
Aswaja tidak muncul dari ruang hampa. Ada banyak hal yang 
mempengaruhi proses kelahirannya dari rahim sejarah. Di antaranya yang 
cukup populer adalah tingginya suhu konstelasi politik yang terjadi pada 
masa pasca Nabi wafat . Kematian Utsman bin Affan, khalifah ke-3, 
menyulut berbagai reaksi. Utamanya, karena ia terbunuh, tidak dalam 
peperangan. Hal ini memantik semangat banyak kalangan untuk menuntut 
Imam Ali, pengganti Utsman untuk bertanggung jawab. Terlebih, sang 
pembunuh, yang ternyata masih berhubungan darah dengan Ali, tidak 
segera mendapat hukuman setimpal. 
Muawiyah bin Abu Sofyan, Aisyah, dan Abdulah bin Thalhah, 
serta Amr bin Ash adalah beberapa di antara sekian banyak sahabat yang 
getol menuntut Ali. Bahkan, semuanya harus menghadapi Ali dalam 
sejumlah peperangan yang kesemuanya dimenangkan pihak Ali.
2
 Dan 
yang paling mengejutkan, adalah strategi Amr bin Ash dalam perang 
Shiffin di tepi sungai Eufrat, akhir tahun 39 H, dengan mengangkat 
mushaf di atas tombak. Tindakan ini dilakukan setelah pasukan Amr dan 
Muawiyah terdesak. Tujuannya, hendak mengembalikan segala 
perselisihan kepada hukum Allah. Dan Ali setuju, meski banyak 
pengikutnya yang tidak puas. 
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 Harun Nasution, Teologi Islam; Aliran-Aliran, Sejarah Analisa Perbandingan, (Jakarta: 
UI Pres, 2008), 65. 

































Akhirnya, tah}kim (arbritase) di Daumatul Jandal, sebuah desa di 
tepi Laut Merah beberapa puluh km utara Makkah, menjadi akar 
perpecahan pendukung Ali menjadi Khawarij dan Syi’ah. Kian lengkaplah 
perseteruan yang terjadi antara kelompok Ali, kelompok Khawarij, 
kelompok Muawiyah, dan sisa-sisa pengikut Aisyah dan Abdullah ibn 
Thalhah.
3
 Ternyata, perseteruan politik ini membawa efek yang cukup 
besar dalam ajaran Islam. Hal ini terjadi tatkala banyak kalangan 
menunggangi teks-teks untuk kepentingan politis. Celakanya, 
kepentingan ini begitu jelas terbaca oleh publik, terlebih masa Yazid bin 
Muawiyah. 
Yazid, waktu itu, mencoreng muka dinasti Umaiyah. Dengan 
sengaja, ia memerintahkan pembantaian Husein bin Ali beserta 70-an 
anggota keluarganya di Karbala, dekat kota Kufah, Iraq. Parahnya lagi, 
kepala Husein dipenggal dan diarak menuju Damaskus, pusat 
pemerintahan dinasti Umaiyah. Bagaimanapun juga, Husein adalah cucu 
Nabi yang dicintai umat Islam. Karenanya, kemarahan umat tak 
terbendung. Kekecewaan ini begitu menggejala dan mengancam stabilitas 
Dinasti. Akhirnya, dinasti Umaiyah merestui hadirnya paham Jabariyah. 
Ajaran Jabariyah menyatakan bahwa manusia tidak punya kekuasaan 
sama sekali. Manusia tunduk pada takdir yang telah digariskan Tuhan, 
tanpa bisa merubah.
4
 Opini ini ditujukan untuk menyatakan bahwa 
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pembantaian itu memang telah digariskan Tuhan tanpa bisa dicegah oleh 
siapapun jua. 
Beberapa kalangan yang menolak opini itu akhirnya membentuk 
second opinion (opini rivalis) dengan mengelompokkan diri ke sekte 
Qadariyah. Jelasnya, paham ini menjadi anti tesis bagi paham Jabariyah. 
Qadariyah menyatakan bahwa manusia punya free will (kemampuan) 
untuk melakukan segalanya. Dan Tuhan hanya menjadi penonton dan 
hakim di akhirat kelak. Karenanya, pembantaian itu adalah murni 




Melihat sedemikian kacaunya bahasan teologi dan politik, ada 
kalangan umat Islam yang enggan dan jenuh dengan semuanya. Mereka 
ini tidak sendiri, karena ternyata, mayoritas umat Islam mengalami hal 
yang sama. Karena tidak mau terlarut dalam perdebatan yang tak 
berkesudahan, mereka menarik diri dari perdebatan. Mereka memasrahkan 
semua urusan dan perilaku manusia pada Tuhan di akhirat kelak. Mereka 
menamakan diri Murji’ah. 
Lambat laun, kelompok ini mendapatkan sambutan yang luar 
biasa. Terlebih karena pandangannya yang apriori terhadap dunia politik. 
Karenanya, pihak kerajaan membiarkan ajaran semacam ini, hingga 
akhirnya menjadi sedemikian besar. Di antara para sahabat yang turut 
dalam kelompok ini adalah Abu Hurayrah, Abu Bakrah, Abdullah Ibn 
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 Syaifuddin Zuhri, Menghidupkan Nilai-Nilai Aswaja dalam Praktik,  (Jakarta, 
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Umar, dan sebagainya. Mereka adalah sahabat yang punya banyak 
pengaruh di daerahnya masing-masing. Pada tataran selanjutnya, dapatlah 
dikatakan bahwa Murjiah adalah cikal bakal Sunni (proto sunni). Karena 
banyaknya umat Islam yang juga merasakan hal senada, maka mereka 
mulai mengelompokkan diri ke dalam suatu kelompok tersendiri.
6
 
Lantas, melihat parahnya polarisasi yang ada di kalangan umat 
Islam, akhirnya ulama mempopulerkan beberapa hadits yang mendorong 
umat Islam untuk bersatu. Tercatat ada 3 hadits-dua diriwayatkan oleh 
Imam Turmudzi dan satu oleh Imam Tabrani-. Dalam hadits ini 
diceritakan bahwa umat Yahudi akan terpecah ke dalam 71 golongan, 
Nasrani menjadi 72 golongan, dan Islam dalam 73 golongan. Semua 
golongan umat Islam itu masuk neraka kecuali satu. "Siapa mereka itu, 
Rasul?" tanya sahabat. "Ma’na> ‘Alaihi wa As}ha>bi," jawab Rasul. Bahkan 
dalam hadist riwayat Thabrani, secara eksplisit dinyatakan bahwa 
golongan itu adalah Ahlussunah wa al-jama’ah. 
Ungkapan Nabi itu lantas menjadi aksioma umum. Sejak saat 
itulah kata aswaja atau Sunni menjadi sedemikian populer di kalangan 
umat Islam. Bila sudah demikian, bisa dipastikan, tak akan ada penganut 
Aswaja yang berani mempersoalkan sebutan, serta hadits yang digunakan 
justifikasi kendati banyak terdapat kerancuan di dalamnya. Karena jika 
diperhatikan lebih lanjut, hadits itubertentangan dengan beberapa ayat 
tentang kemanusiaan Muhammad, bukan peramal. 
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2. Konsepsi Pemahaman Aswaja  
Istilah ahlussunnah waljamaah tidak dikenal di zaman Nabi 
Muhammad SAW maupun di masa pemerintahan al-khulafa‟ alrasyidin, 
bahkan tidak dikenal di zaman pemerintahan Bani Umayah (41-133 H 
/611-750 M). Terma Ahlus sunnah wal jama‟ah sebetulnya merupakan 
diksi baru, atau sekurangkurangnya tidak pernah digunakan sebelumnya 
di masa Nabi dan pada periode Sahabat.
7
 Pada masa Al-Imam Abu Hasan 
Al-Asy‟ari (w. 324 H) umpamanya, orang yang disebut-sebut sebagai 
pelopor mazhab Ahlus sunnah wal jama‟ah itu, istilah ini belum 
digunakan. Sebagai terminologi, Ahlus sunnah wal jama‟ah baru 
diperkenalkan hampir empat ratus tahun pasca meninggalnya Nabi Saw, 
oleh para Ashab Asy‟ari (pengikut Abu Hasan Al-Asy‟ari) seperti Al-
Baqillani (w. 403 H), Al-Baghdadi (w. 429 H), AlJuwaini (w. 478 H), Al-
Ghazali (w.505 H), Al-Syahrastani (w. 548 H), dan al-Razi (w. 606 H).
8
 
Memang jauh sebelum itu kata sunnah dan jama‟ah sudah lazim 
dipakai dalam tulisan-tulisan arab, meski bukan sebagai terminologi dan 
bahkan sebagai sebutan bagi sebuah mazhab keyakinan. Ini misalnya 
terlihat dalam surat-surat Al-Ma‟mun kepada gubernurnya Ishaq ibn 
Ibrahim pada tahun 218 H, sebelum Al-Asy‟ari sendiri lahir, tercantum 
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kutipan kalimat wa nasabu anfusahum ilas sunnah (mereka 
mempertalikan diri dengan sunnah), dan kalimat ahlul haq wad din wal 
jama’ah (ahli kebenaran, agama dan jama‟ah).9 
Memang jauh sebelum itu kata sunnah dan jama‟ah sudah lazim 
dipakai dalam tulisan-tulisan arab, meski bukan sebagai terminologi dan 
bahkan sebagai sebutan bagi sebuah mazhab keyakinan. Ini misalnya 
terlihat dalam surat-surat Al-Ma‟mun kepada gubernurnya Ishaq ibn 
Ibrahim pada tahun 218 H, sebelum Al-Asy‟ari sendiri lahir, tercantum 
kutipan kalimat wa nasabu anfusahum ilas sunnah (mereka 
mempertalikan diri dengan sunnah), dan kalimat ahlul haq wad din wal 
jama’ah (ahli kebenaran, agama dan jama‟ah).10  
Pemakaian Ahlus sunnah wal jama‟ah sebagai sebutan bagi 
kelompok keagamaan justru diketahui lebih belakangan, sewaktu Az-
Zabidi menyebutkan dalam Ithaf Sadatul Muttaqin, jika disebutkan 
ahlussunnah, maka yang dimaksud adalah pengikut Al-Asy’ari dan Al-
Maturidi. Dari aliran ahlussunnah waljamaah atau disebut aliran sunni 
dibidang teologi kemudian juga berkembang dalam bidang lain yang 
menjadi ciri khas aliran ini, baik dibidang fiqh dan tasawuf. sehingga 
menjadi istilah, jika disebut akidah sunni (ahlussunnah waljamaah) yang 
dimaksud adalah pengikut Asy‟aryah dan Maturidyah. Atau Fiqh Sunni, 
yaitu pengikut madzhab yang empat ( Hanafi, Maliki, Syafi‟I dan 
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Hanbali). Yang menggunakan rujukan alqur‟an, al-hadits, ijma‟ dan 
qiyas. Atau juga Tasawuf Sunni, yang dimaksud adalah pengikut metode 
tasawuf Abu Qashim Abdul Karim al-Qusyairi, Imam Al-Hawi, Imam Al-





Dimensi tauhid atau yang lebih dikenal dengan sebutan aqidah 
Ahlussunnah wal Jama’ah terbagi atas beberapa bagian yang 
terkandung dalam arkan al-iman (rukun-rukun). Terminologi iman 
adalah membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan dan 
mengamalkan melalui anggota badan. Rukun iman dalam pahama 
aqidah ahli as-sunnah wa al-jama’ah dapat diimplementasikan dalam 
wujud  iman kepada Allah, malaikat, kitab (al-Qur’an), rasul, hari 
akhir (kiamat), qada’ dan qadar. 12  
1) Keimanan kepada Allah berarti percaya dengan seutuhnya 
kepadaNya. Dengan mempercayai 20 sifat yang menjadi sifat 
dalam dzat-Nya, yaitu: Wujud (Maha Ada), Qidam (Dahulu), 
Baqa’ (Kekal), Mukhalafah li al-hawadisti (Berbeda dengan yang 
lain), Qiyamuhu bi nafsihi (Berdiri sendiri), Wahdaniyah (Satu), 
Qudrat (Kuasa), Iradah (Berkehendak), ‘Ilmu (Mengetahui), 
Hayah (Hidup), Sama’ (Mendengar), Bashar (Melihat), Kalam 






 Muhammad bin Abdul Wahab, ‚Epistemologi Tauhid ‛. (Yogyakarta: Rajawali Press, 
2008), 20. 

































(Berbicara), Qadiran (Maha Kuasa), Muridan (Maha 
Menentukan), ‘Aliman (Maha Mengetahui), Hayyan (Maha 
Hidup), Sami’an (Maha Mendengar), Bashiran (Maha Melihat) 
dan Mutakalliman (Maha Berfirman)13 
2) Keimanan kepada malaikat berarti percaya terhadap adanya 
suatu makhluk halus yang diciptakan oleh Allah SWT dari 
cahaya, mereka tercipta sangat taat kepada Allah, jumlahnya pun 
sangat banyak akan tetapi menurut Ahlussunnah wal Jama’ah 
malaikat yang wajib diketahui jumlahnya hanya 10, yaitu: 
malaikat Jibril, Mikail, Israfil, ‘Izrail, Mungkar, Nakir, Raqib, 
Atid, Malik, dan Ridlwan. Mereka mempunyai tugas masing-
masing yang tidak pernah mereka langgar sedikitpun. Sebagai 
konsekuensi terhadap keyakinan adanya makhluk halus yang 
bernama malaikat tersebut, umat Islam pun harus mempercayai 
adanya makhluk halus lain yang bernama jin, setan atau iblis.
14
 
3) Keimanan kepada kitab-kitab suci berarti umat Islam aliran 
Ahlussunnah wal Jama’ah mempercayai adanya kitab yang 
diturunkan oleh Allah kepada para rasul-Nya untuk kemudian 
disampaikan kepada umat manusia. Menurut Ahlussunnah wal 
Jama’ah kitab-kitab yang wajib dipercayai ada empat yakni kitab 
Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, kitab Zabur yang 
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diturunkan kepada Nabi Daud, kitab Injil yang diturunkan 




4) Keimanan kepada rasul-rasul Allah adalah keimanan yang harus 
di miliki oleh umat Islam. Ahlussunnah wal Jama’ah terhadap 
manusia pilihan Allah (rasul) yang ditugasi untuk membimbing 
umat manusia kejalan yang benar dan memberikan petunjuk serta 
menyebarkan ajaran agama Allah. Para Nabi yang wajib 




5) Keimanan kepada hari akhir adalah keimanan yang mengakui 
adanya batas akhir kehidupan di dunia yang kemudian disebut 
hari kiamat. Hari kiamat pasti terjadi hanya saja waktunya tidak 
ada yang tahu selain Allah. Pada hari kiamat ini manusia dan 
seluruh alam akan mengalami pemusnahan total secara jasad dan 
raga yang kemudian hanya tinggal rohnya saja dan akan kembali 
kepada dzat yang menciptakan yakni Allah.
17
 
6) Keimanan kepada Qada’ dan Qadar adalah keimanan yang harus 
dimiliki seorang muslim Ahlussunnah wal Jama’ah tentang 
adanya kepastian dan ketentuan dari Allah. Dengan kata lain 
segala apa yang terjadi di dunia ini adalah atas kehendak dan 
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ketentuan dari Allah sebagai dzat yang menciptakan, sedangkan 
manusia menjalani saja. Dengan kata lain bahwa segala 
sesuatunya Tuhan yang menentukan dan manusia hanya berusaha 




Dalam bidang syari’ah Ahlussunnah wal Jama’ah menetapkan 4 
(empat) sumber yang bisa dijadikan rujukan bagi pemahaman 
keagamaannya, yaitu al-Qur’an, Sunnah Nabi, Ijma’ (kesepakatan 
Ulama), dan Qiyas, dari keempat sumber yang ada, al-Qur’an yang 
telah dijadikan sebagai sumber utama. Ini artinya bahwa apabila 
terdapat masalah kehidupan yang mereka hadapi, terlebih dahulu 
harus dikembalikan kepada al-Qur’an sebagai pemecahannya. 
Apabila masalah tersebut terdapat pemecahannya dalam al-
Qur’an, maka selesailah sudah permasalahan tersebut, akan tetapi 
apabila masalah tersebut tidak ditemukan dalam al-Qur’an, maka 
hendaklah mencari pemecahannya dalam suunah Nabi SAW. Apabila 
masalah tersebut ada dalam sunnah Nabi SAW, maka selesailah 
masalah tersebut. Dan apabila masalah itu tidak ada pemecahannya 
dalam sunnah Nabi, maka hendaklah  mencari di dalam ijma’ para ahl 
al-h}all wa al-‘aqd dikalangan para ulama terdahulu. 
Apabila masalah tersebut ada pemecahannya dalam ijma’, maka 
terjawablah permasalahannya tersebut, akan tetapi jika masalah 





































tersebut tidak bisa diselesaikan secara ijma’, maka barulah 
menggunakan akal untuk melakukan ijtihad dengan mengqiyaskan 
hal-hal yang belum diketahui status hukumnya kepada hal-hal yang 
sudah diketahui status hukumnya. Adapun pokok ajaran Ahlussunnah 
wal Jama’ah dalam dimensi syari’ah mencakup dua bagian, yakni 
tentang ‘ubudiyah (yang mengatur tentang hukum Islam) dan 
mu‘ammalah (yang mengatur tentang hubungan manusia dengan 
benda). 
Aspek syariah disebut juga dengan fiqh, menurut Habsy as-
Shiddiqy, fiqh terbagi dalam 7 bagian
19
. Dalam masalah fiqih, muslim 
Ahlussunnah wal Jama’ah mengikuti salah satu dari maz}hab yang 
empat, Imam Hanafi, Syafi’i, Maliki, dan Imam Hambali. Dan 
masing-masing Imam ini mempunyai dasar tersendiri yang sumber 
utamanya tetap bermuara pada al-Qur’an dan al-Sunnah. : 
1) Sekumpulan hukum yang digolongkan dalam golongan ibadah 
yaitu shalat, puasa, haji, ijtihad dan nazar 
2) Sekumpulan hukum yang berpautan dengan kekeluargaan atau 
yang lebih di kenal dengan ahwa>l al-shakhs}iyyah seperti 
perkawinan, talak, nafaqah, wasiat dan pusaka 
3) Sekumpulan hukum mengenai mu‘a>malah nadhariyyah seperti 
hukum jual-beli, sewa-menyewa, hutang-piutang, dan menunaikan 
amanah 
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4) Sekumpulan hukum mengenai harta Negara 
5) Sekumpulan hukum yang dinamai ‘uqubah seperti qiya>s 
(perumpamaan), had (denda), ta’ziri> (hukuman) 
6) Sekumpulan hukum seperti acara penggutan, peradilan, 
pembuktian, dan saksi 
7) Sekumpulan hukum internasional seperti perang, perjanjian, dan 
perdamaian. 
c. Tasawuf 
Aspek tasawuf adalah aspek yang berkaitan upaya mendekatkan 
diri kepada Allah SWT, memantapkan keimanan, mengkhusu’kan 
ibadah dan memperbaiki akhlak.
20
 Pada dasarnya ajaran tasawuf 
merupakan bimbingan jiwa agar menjadi suci, selalu tertambat kepada 
Allah dan terjauhkan dari pengaruh selain Allah. Jadi tujuan tasawuf 
adalah mencoba sedekat mungkin kepada Allah SWT dengan melalui 
proses yang ada dalam aturan tasawuf. 
Jalan untuk mencapai proses tersbut sangatlah panjang, yang 
disebut dengan al-maqamat. Adapun macam-macam dari al-maqa>ma>t 
itu sendiri yaitu: 
1) Maqam taubat, yaitu meninggalkan dan tidak mengulangi lagi 
suatu perbuatan dosa yang pernah dilakukan, demi menjunjung 
tinggi ajaranajaran Allah dan menghindari murkanya. 
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2) Maqam Wara’, yaitu menahan diri untuk tidak melakukan sesuatu 
guna menjungjung tinggi perintah Allah atau meninggalkan 
sesuatu yang bersifat subhat. 
3) Maqam Zuhud, yaitu lepasnya pandangan kedunian atau usaha 
memperolehnya dari orang yang sebetulnya mampu 
memperolehnya. 
4) Maqam Sabar, yaitu ketabahan karena dorongan agama dalam 
menghadapi atau melawan hawa nafsu. 
5) Maqam Faqi>r, yaitu perasaan tenang dan tabah di kala miskin 
harta dan mengutamakan kepentingan orang lain di kala kaya. 
6) Maqam Khauf, yaitu rasa ketakutan dalam menghadapi siksa dan 
azab Allah. 
7) Maqam Raja’, yaitu rasa gembira karena mengetahui adanya 
kemurahan dzat yang Maha Kuasa. 
8) Maqam Tawakal, yaitu pasrah dan bergantung kepada Allah dalam 
kondisi apapun.  
9) Maqam Ridha, yaitu sikap tenang dan tabah tatkala menerima 
musibah sebagaimana di saat menerima nikmat.
21
 
Prinsip dasar dari aspek tasawuf adalah adanya keseimbangan 
kepentingan ukhrawi dan selalu mendekatkan diri kepada Allah, 
dengan jalan spiritual yang bertujuan untuk memperoleh hakekat dan 
kesempurnaan hidup manusia. Akan tetapi tidak boleh meninggalkan 
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garis-garis syariat yang telah ditetapkan oleh Allah dalam al-Qur’an 
dan as-Sunnah. Jalan sufi yang telah dicontohkan oleh Nabi 
Muhammad dan para pewarisnya adalah jalan yang tetap serta teguh 
memegang perintah-perintah Allah. Karena itu umat Islam tidak dapat 
menerima jalan sufi yang melepaskan diri dari kewajiban syariat, 
seperti perilaku tasawuf yang dilakukan oleh al-Hallaj (al-Hulu>l) 
dengan pernyataannya ‚ana al-h}aqq‛, Ibnu Araby (al-ittih}ad/ 
manunggaling kawula gusti). 
Demikian pokok-pokok ajaran Ahlussunah wa al-jama’ah, yaitu 
kesatuan antara aqidah, syariah dan tasawuf akan menempatkan 
manusia pada kedudukan dan derajat yang sempurna di mata Allah. 
Aspek syariah ini biasanya dikenal dengan amalan lahiriyah yang lebih 
banyak berkaitan dengan soal akal, sedangkan yang lebih sempurna 
berkaitan dengan hal batiniah dengan menggabungkan dua aspek 
tersebut yang kemudian pada akhirnya akan mencapai cita-cita Islam 
yang sangat tinggi. 
3. Aswaja al-Nahd}iyyah; Reaktualisasi nilai kebudayaan NU 
Prinsip-prinsip dasar amaliya Aswaja dalam organisasi Nahdatul 
Ulama’ atau lebih dikenal dengan konsep Aswaja al-Nahd}iyyah, pada 
bidang aqidah atau tauhid dalam memurnikan imam umat muslim agar 
sesuai dengan ajaran Rosul dan para sahabat, kita harus mengikuti 
rumusan dari 2 Ulama Salaf : al-Asy’ari (Abu Hasan Ali Bin Isma’il al-
Asy’ari) lahir di Basrah 260 H/ 874 M Wafat 324 H/ 936 M, Beliau masih 

































dzuriah sahabat Rosul, Abu Musa al-Asy’ari dan al-Maturidi (Abu 
Mansur Muhammad Bin Muhammad Bin Mahmud al-Maturidi) Lahir di 
Maturid dan wafat di Samarkand 333H/ 944 M.
22
 
Dalam bidang fqih sebagai aplikasi terhadap syari’at Islam umat 
muslim agar sesuai ajaran Rosulullah dan para sahabat, Aswaja Al-
Nahd}iyyah mengikuti madhzb 4 ulama salaf, yakni Al-Hanafi : (Abu 
Hanifah Annu’man Bin Tsabit Bin Zauti) lahir di Kuﬀah 80 H - Wafat 
150 H., Al-Maliki : (Malik bin Anas bin Amar Al-Asbahi Al-Yamani) 
lahir di Madinah 93 H-Wafat 179 H., As-Syafi’i : (Muhammad bin Idris 
bin Abbas bin Ustman bin Syaf’i bin Sa’ib bin Abu Yazid bin Hasyim bin 
Abd Mutolib Abd Manaf) lahir di Ghuzzah Palestina Jum’at akhir bulan 
Rojab 150 H - Wafat 204 H. Al-Hambali : (Ahmad bin Muhammad bin 
Hambal bin Hilal bin Asad bin Idris bin Abdullah bin Hasan al-Shaiba>ni> 
al-Marwadzi al-Baghdadi ) lahir di Baghdad Rabi’ul Awal 164 H – Wafat 
241 H. 
Untuk urusan pengetahuan tasawuf atau amaliyah batiniyah NU 
mengikuti rumusan 2 ulama salaf : Imam al-Junaidi al-Baghdadi Wafat 
297 H/ 910 M. Imam al-Ghozali : Abu Hamid Muhammad bin 
Muhammad bin Muhammad al-Ghozali. Lahir di Tus tahun 450 H. kedua 
tokoh tersebut merupakan representative aliran tasawuf yang dianggap 
memiliki ketersambungan sanad hingga rasulullah. Dengan demikian, 
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secara genealogi amaliyah Aswaja al-Nahd}iyyah lebih mengutamakan 
aspek historisitas sebagai acuan orisinalitas ajaran. Seperti pemahaman 
aswaja sebagai madhab ‘amaly dan manhaj al-fikr. 
Kalau kita mempelajari Ahlussunnah dengan sebenarnya, batasan 
seperti itu nampak begitu simpel dan sederhana, karena pengertian 
tersebut menciptakan definisi yang sangat eksklusif Untuk mengkaji 
secara mendalam, terlebih dahulu harus kita tekankan bahwa Ahlussunnah 
Waljamaah (Aswaja) sesungguhnya bukanlah madzhab, Aswaja hanyalah 
sebuah manhaj Al fikr (cara berpikir) tertentu yang digariskan oleh para 
sahabat dan muridnya, yaitu generasi tabi’in yang memiliki 
intelektualitas tinggi dan relatif netral dalam mensikapi situasi politik 
ketika itu. Meski demikian, bukan berarti dalam kedudukannya sebagai 
manhaj al-fikr sekalipun merupakan produk yang bersih dari realitas 
sosiokultural maupun sosio politik yang melingkupinya. 
Terlepas dari beberapa istilah di atas, dikalangan warga NU sendiri 
terdapat beberapa definisi tentang Aswaja KH. Hasyim Asy’ari, 
merupakan Rais Akbar Nahdatul Ulama’. Beliau memberikan tashawur 
(gambaran) tentang ahlussunnah waljamaah sebagaimana ditegaskan 
dalam alqanun al-asasi, bahwa faham ahlussunnah waljamaah versi 
Nahdatul Ulama’ yaitu mengikuti Abu Hasan al-asy’ari dan Abu Manshur 
al-Maturidi secara teologis, mengikuti salah satu empat madzhab fiqh 
(Hanafi, Maliki, Syafi’i dan Hanbali) secara fiqhiyah, dan bertashawuf 





































Penjelasan KH. Hasyim Asy’ari tentang ahlussunnah waljamaah 
versi Nahdatul Ulama’ dapat difahami, pertama Penjelasan aswaja KH 
Hasyim Asy’ari, jangan dilihat dari pandangan ta’rif menurut ilmu 
Manthiq yang harus jami’ wa mani’ ( عوام عماج ) tapi itu merupakan juga 
gambaran (رىــصت ) yang akan lebih mudah kepada masyarakat untuk bisa 
mendaptkan pembenaran dan pemahaman secara jelas ( قي دــصت  ).(Karena 
secara definitif tentang ahlussunnah waljamaah para ulama berbeda secara 
redaksional tapi muaranya sama yaitu maa ana alaihi wa ashabii. 
Kedua Penjelasan aswaja versi KH. Hasyim Asy’ari, merupakan 
implimentasi dari sejarah berdirinya kelompok ahlussunnah waljamaah 
sejak masa pemerintahan Abbasiyah yang kemudian terakumulasi menjadi 
firqah yang berteologi Asy’ariyah dan Maturidiyah, berfiqh madzhab 
yang empat dan bertashuwf al-Ghazali dan Junai al-Baghdadi. Ketiga 
Merupakan ‚Perlawanan‛ terhadap gerakan wahabiyah‟ (islam modernis) 
di Indonesia waktu itu yang mengumandangkan konsep kembali kepada 
al-quran dan as-sunnah, dalam arti anti madzhab, anti taqlid, dan anti 
TBC. (tahayyul, bid’ah dan khurafaat). Sehingga dari 
penjelasan aswaja versi NU dapat difahami bahwa untuk memahami 
al-Qur’an dan As-sunnah perlu penafsiran para Ulama yang memang 
ahlinya. Karena sedikit sekali kaum muslimin mampu berijtihad, bahkan 
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kebanyakan mereka itu H. Hasyim Asy’ari merumuskan kitab Qanun 
Asasi (prinsip dasar), kemudian muqallid atau muttabi’ baik mengakui 
atau tidak.
24
 Oleh karena itu maka K.H. Hasyim Asy’ari merumuskan 
kitab Qanun Asasi (prinsip dasar), dan juga kitab I’tiqad Ahlussunnah wal 
Jamaah. Kedua kitab tersebut, kemudian diejawantahkan dalam Khittah 
NU, yang dijadikan dasar dan rujukan sebagai warga NU dalam berpikir 
dan bertindak dalam bidang sosial, keagamaan dan po1itik. 
Khusus untuk membentengi keyakinan warga NU agar tidak 
terkontaminasi oleh paham-paham sesat yang dikampanyekan oleh 
kalangan modernis, KH Hasyim Asy'ari menulis kitab risalah ahlusunah 
waljamaah yang secara khusus menjelaskan soal bid’ah dan sunah. Sikap 
lentur NU sebagai titik pertemuan pemahaman akidah, fikih, dan tasawuf 
versi ahlusunah waljamaah telah berhasil memproduksi pemikiran 
keagamaan yang fleksibel, mapan, dan mudah diamalkan pengikutnya.
25
 
Dalam perkembangannya kemudian para Ulama’ NU di Indonesia 
menganggap bahwa Aswaja yang diajarkan oleh KH Hasyim Asy’ari 
sebagai upaya pembakuan atau menginstitusikan prinsip-prinsip tawasuth 
(moderat), tasamuh (toleran) dan tawazzun (seimbang) serta ta’addul 
(Keadilan). Prinsip-prinsip tersebut merupakan landasan dasar dalam 
mengimplimentasikan Aswaja. 
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Seiring dengan derasnya perkembangan ilmu pengetahuan dalam 
berbagai bidang menuntut kita agar terus memacu diri mengkaji 
Ahlussunah Wal Jama’ah dari berbagai aspeknya, agar warga nahdliyin 
dapat memahami dan memperdalam, menghayati dan mengejawantahkan 
warisan ulama al salaf al salih yang berserakan dalam tumpukan kutub al 
turast. Nahdatul Ulama’ dalam menjalankan paham ahlusunah waljamaah 
pada dasarnya menganut lima prinsip. Yakni, al-tawa>zun (keseimbangan), 
al-tatha>muh (toleran), al-tawa>sut} (moderat), al-ta'a>dul (patuh pada 
hukum), dan amar makruf nahi mungkar. Dalam masalah sikap toleran 
pernah dicontohkan oleh pendiri NU KH Hasyim Asy'ari saat muncul 
perdebatan tentang perlunya negara Islam atau tidak di Indonesia. Kakek 
mantan Presiden Abdurrahman Wahid itu mengatakan, selama umat Islam 
diakui keberadaan dan peribadatannya, negara Islam atau bukan, tidak 




Lain dengan kebanyakan para Ulama’ NU di Indonesia yang 
menganggap Aswaja sebagai upaya pembakuan atau menginstitusikan 
prinsip-prinsip tawa>sut (moderat), tasha>muh (toleran) dan tawa>zun 
(seimbang) serta ta’a>dul (Keadilan). Maka Said Aqil Shiroj dalam 
mereformulasikan Aswaja adalah sebagai metode berfikir (manhaj al-fikr) 
keagamaan yang mencakup semua aspek kehidupan manusia yang 
berdasarkan atas dasar moderasi, menjaga keseimbangan dan toleransi, 
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tidak lain dan tidak bukan adalah dalam rangka memberikan warna baru 
terhadap cetak biru (blue print) yang sudah mulai tidak menarik lagi 
dihadapan dunia modern.  
Hal yang mendasari imunitas (daya tahan) keberadaan paham Ahlus 
sunnah wal jama’ah adalah sebagaimana dikutip oleh Said Aqil Siradj, 
bahwa Ahlus sunnah wal jama’ah adalah 
مها ةىـسـنا ةعامـجـناو مها جهىــم ركفنا هييدنا ممتــشـــهما يهع نوؤـــش اـــيحـنا ة 
و اتهاياضتقم اقنا مئ يهع ساسا طسىتنا نزاىـتناو اعـتناو لد حماستـناو 
‚Orang-orang yang memiliki metode berfikir keagamaan yang 
mencakup semua aspek kehidupan yang berlandaskan atas 
dasar-dasar moderasi, menjaga keseimbangan, keadilan dan 
toleransi‛.27 
Prinsip dasar yang menjadi ciri khas paham Ahlus sunnah wal 
jama’ah adalah tawa>sut}, tawa>zun, ta’a>dul, dan tasha>muh; moderat, 
seimbang dan netral, serta toleran. Sikap pertengahan seperti inilah yang 
dinilai paling selamat, selain bahwa Allah telah menjelaskan bahwa umat 
Nabi Muhammad adalah ummat wasath, umat pertengahan yang adil (QS. 
Al-Baqarah: 143). Harus diakui bahwa pandangan Said Aqil Siradj 
tentang Aswaja yang dijadikan sebagai manhaj al-fikr memang banyak 
mendapatkan tentangan dari berbagai pihak meskipun juga tidak sedikit 
yg memberikan apresiasi. Apalagi sejak kyai Said mengeluarkan karyanya 
yang berjudul ‚Ahlussunnah wal Jama’ah; Sebuah Kritik Historis‛. 
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Meskipun banyak sekali yang menentang pemikiran Said Aqil 
Siradj dalam memahami Aswaja dalam konteks saat ini, akan tetapi harus 
diakui bahwa paradigma yang digunakan Said Aqil Siradj dalam menafsiri 
Aswaja patut untuk dihormati. Karena yang dilakukan merupakan wujud 
tafsir dalam memahami Aswaja di era Globalisasi. Selain itu salah satu 
karakter Aswaja adalah selalu bisa beradaptasi dengan situasi dan kondisi, 
oleh karena itu Aswaja tidaklah jumud, tidak kaku, tidak eksklusif, dan 
juga tidak elitis, apa lagi ekstrim. Sebaliknya Aswaja bisa berkembang 
dan sekaligus dimungkinkan bisa mendobrak kemapanan yang sudah 
kondusif. Tentunya perubahan tersebut harus tetap mengacu pada 
paradigma dan prinsip al-sholih wa al-ahslah. 
Karena implementasi dari qaidah al-muh}a>faz}oh ‘ala> qodi>m al-s}a>lih 
wa al-akhdhu bi al-jadi>d al-as}lah adalah menyamakan langkah sesuai 
dengan kondisi yang berkembang pada masa kini dan masa yang akan 
datang.
28
 Yakni pemekaran relevansi implementatif pemikiran dan 
gerakan kongkrit ke dalam semua sektor dan bidang kehidupan baik, 
aqidah, syariah, akhlaq, sosial budaya, ekonomi, politik, pendidikan dan 
lain sebagainya. Semua itu dilakukan sebagaim wujud dari upaya untuk 
senantiasa melaksanakan ajaran Islam dengan sungguh-sungguh. 
4. Kontekstualisasi Aswaja al-Nahd}iyyah  
Adalah sosok KH. Said Agil Siradj yang telah berhasil melakukan 
kontekstualisasi nalar Aswaja al-Nahd}iyyah. Menurutnya, Ahlussunnah 
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Waljamaah adalah orang-orang yang memiliki metode berfikir keagamaan 
yang mencakup semua aspek kehidupan yang berlandaskan atas dasar-
dasar moderasi, menjaga keseimbangan, dan toleransi. Baginya 
Ahlussunnah Waljamaah harus diletakkan secara proporsional, yakni 
Ahlussunnah Waljamaah bukan sebagai mazhab, melainkan  sebuah 
manhaj al-fikr (pendekatan berpikir tertentu) yang digariskan oleh 
sahabat dan para muridnya, yaitu generasi tabi’in yang memiliki 
intelektualitas tinggi dan relatif netral dalam menyikapi situasi politik 
ketika itu. Namun harus diakui bahwa kelahiran Ahlussunnah Waljamaah 
sebagai manhaj al-fikr  tidak terlepas dari  pengaruh tuntutan realitas 
sosio-kultural dan sosio-politik yang melingkupinya.
29
 
Dalam merespon berbagai persoalan baik yang berkenaan dengan 
persoalan keagamaan maupun kemasyarakatan, Nahdatul ‘Ulama 
memiliki manhaj Ahlusunnah wal Jama’ah yang dijadikan sebagai 
landasan berpikir Nahdatul ‘Ulama (Fikrah Nahd}iyyah). Adapun ciri-ciri 
dari Fikrah Nahd}iyyah antara lain : 
a. Fikrah Tawassut}iyyah (pola pikir moderat), artinya Nahdatul 
‘Ulama senantiasa bersikap tawazun (seimbang) dan i’tidal 
(moderat) dalam menyikapi berbagai persoalan. 
b. Fikrah Tasha>muhiyyah (pola pikir toleran), artinya Nahdatul 
‘Ulama dapat hidup berdampingan secara damai dengan berbagai 
pihak lain walaupun aqidah, cara piker, dan budayanya berbeda. 
                                                 
 
29
 Achmad Siddiq, Khittah Nahdliyyah,  (Surabaya, Khalista, Cet. 3, 2005), 30. 

































c. Fikrah Is}la>h}iyyah (pola pikir reformatif), artinya Nahdatul ‘Ulama 
selalu mengupayakan perbaikan menuju kea rah yang lebih baik (al 
ishlah ila ma huwa al ashlah). 
d. Fikrah Tat}awwuriyyah (pola pikir dinamis), artinya Nahdatul 
‘Ulama senantiasa melakukan kontekstualisasi dalam merespon 
berbagai persoalan. 
e. Fikrah Manhajiyyah (pola pikir metodologis), artinya Nahdatul 
‘Ulama senantiasa menggunakan kerangka  berpikir  yang mengacu 
kepada manhaj yang telah ditetapkan oleh Nahdatul ‘Ulama. 
Konsep Fikrah Nahd}iyyah  itulah yang menyebabkan Nahdatul 
‘Ulama nampak sebagai organisasi social keagamaan yang sangat 
moderat, toleran, dinamis, progressif dan modern. Secara konseptual 
sebenarnya pola pikir Nahdatul ‘Ulama  tidak  tradisionalis, ortodok, 
ataupun konservativ, hal ini bisa kita lihat pada perkembangan intelektual 
di lingkungan Nahdatul ‘Ulama khususnya kaum muda Nahdatul ‘Ulama 
yang menunjukkan kecenderungan radikal dalam berpikir dan moderat 
dalam bertindak  sebagaimana laporan penelitian Mitsuo Nakamura saat 
mengikuti Muktamar Nahdatul ‘Ulama Ke-26 di Semarang (1979),30 
demikian pula Martin Van Bruinessen (1994).
31
 
Nahdatul ‘Ulama berpendirian bahwa faham Ahlusunnah wal 
Jama’ah harus diterapkan dalam tata kehidupan nyata di masyarakat 
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dengan serangkaian sikap yang bertumpu pada karakter Ahlusunnah wal 
Jama’ah (Manhajul Amaly). Ada lima istilah utama yang diambil dari Al 
Qur’an dan Hadits dalam menggambarkan karakteristik Ahlus sunnah wal 
jama’ah sebagai landasan Nahdatul ‘Ulama dalam bermasyarakat atau 
sering disebut dengan konsep Mabadiu Khaira Ummat yakni sebuah 
gerakan untuk mengembangkan identitas dan karakteristik anggota 
Nahdatul ‘Ulama dengan pengaturan nilai-nilai mulia dari konsep 
keagamaan Nahdatul ‘Ulama, antara lain : 
1) Al-Tawassut}, berarti pertengahan, maksudnya menempatkan diri 
antara dua kutub dalam berbagai masalah dan keadaan untuk 
mencapai kebenaran serta menghindari keterlanjuran ke kiri atau ke 
kanan secara berlebihan. 
2) Al-I’tida >l, berarti tegak lurus, tidak condong ke kanan dan tidak 
condong ke kiri. I’tidal juga berarti berlaku adil, tidak berpihak 
kecuali pada yang benar dan yang harus dibela. 
3) Al-Tasha>muh, berarti sikap toleran pada pihak lain, lapang dada, 
mengerti dan menghargai sikap pendirian dan kepentingan pihak lain 
tanpa mengorbankan pendirian dan harga diri, bersedia berbeda 
pendapat, baik dalam masalah keagamaan maupun masalah 
kebangsaan, kemasyarakatan, dan kebudayaan. 
4) Al-Tawa>zun, berarti keseimbangan, tidak berat sebelah, tidak 
kelebihan sesuatu unsur atau kekurangan unsur lain. 

































5) Amar Ma’ruf Nahi Munkar, artinya menyeru dan mendorong berbuat 
baik yang bermanfaat bagi kehidupan duniawi maupun ukhrawi, serta 
mencegah dan menghilangkan segala hal yang dapat merugikan, 




Berbeda dengan konsep aswaja sebagai manhaj al-fikr, yang 
belakangan dikembangkan juga sebagai manhaj al-amal (pendekatan 
melakukan kegiatan), aswaja diposisikan sebagai metode berpikir dan 
bertinadak yang berarti menjadi alat (tools) untuk  mencari, menemukan, 
dan menyelesaikan berbagai  permasalahan sosial. Sebagai alat, maka 
sikap pro aktif untuk mencari penyelesaian menjadi lebih  bersemangat  
guna  melahirkan pikiran-pikiran yang kreatif dan orisinil. Dalam hal ini  
pendapat  para ulama terdahulu tetap ditempatkan dalam kerangka lintas-
komparatif, namun tidak sampai harus menjadi belenggu pemikiran yang 
dapat mematikan atau membatasi kreativitas. 
Perubahan kultur dan pola pikir ini juga dapat dilihat dalam 
prosedur perumusan hukum dan ajaran Ahlusunnah wal Jama’ah dalam 
tradisi jam’iyah Nahdatul ‘Ulama yang menggunakan pola maud}u>’iyyah 
(tematik) atau terapan (qonu>niyyah) yang berbentuk tashawur lintas 
disiplin keilmuan empiric dan wa>qi’iyyah (kasuistik) dengan pendekatan 
tat}bi>q al-shari>’ah dan metode takhayyur (eklektif). 
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Nilai-nilai ini bila dikembangkan akan menyebabkan aswaja 
semakin shalih likulli zamân wa makân, aplikabel di setiap masa dan 
ruang. Disamping itu NU menjadi sentral gerakan dalam menjaga 
stabilitas sosial keagamaan yang rahmatan lil ‘alamin. Menurut Badrun, 
terdapat lima ciri yang perlu diperhatikan dalam memosisikan aswaja 
sebagai manhaj al-fikr atau manhaj al-‘amal : 
1) Selalu mengupayakan untuk interpretasi ulang dalam mengkaji teks-
teks fiqih untuk mencari konteksnya yang baru; 
2) Makna bermadzhab diubah dari bermadzhab secara tekstual 
(madhhab qauly) menjadi bermadzhab secara metodologis (madhhab 
manhaji>); 
3) Melakukan verifikasi mendasar terhadap mana ajaran yang pokok 
(ushul) dan mana yang cabang (furu’); 
4) Fiqih dihadirkan sebagai etika sosial, bukan sebagai hukum positif; 
5) Melakukan pemahaman metodologi pemikiran filosofis terutama 
dalam masalah-masalah sosial dan budaya.
33
 
Dalam upaya ‚Revitalisasi NU untuk masyarakat dan bangsa yang 
damai dan berkeadilan bagi semua‛,  perlu upaya dan strategi yang 
terencana dan dapat diaplikasikan secara efektif di semua tingkatan 
dengan tujuan dapat tercipta sebuah organisasi dan infra struktur NU 
yang kuat dan mandiri. Upaya-upaya yang dilakukan meliputi: 
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1) Perspektif umat, melakukan pemberdayaan warga nahdliyyin dan 
kelompok masyarakat terpinggirkan melalui advokasi kebijakan 
publik pada level lokal, dan melakukan aksi-aksi praktis 
pendampingan kelompok-kelompok warga pada tingkat local dan 
akar rumput; 
2) Perspektif finansial, melakukan revitalisasi Badan atau unit-unit 
usaha warga atau organisasi NU, membangun kemitraan dengan 
berbagai pihak, pemerintah, swasta dengan menerapkan manajemen 
keuangan yang professional, transparan dan akuntabel; 
3) Perspektif organisasi,  mengupayakan terciptanya tata laksana 
organisasi yang modern, rasional, dan terpercaya dengan berbdasis 
teknologi informasi dimana mekanisme, pembinaan dan penguatan 
berjalan efektif dengan orientasi yang jelas pada kepentingan warga; 
4) Perspektif sumber Daya Manusia; mengupayakan terciptanya 
jaringan SDM multi disiplin dan talenta yang berkualitas, kompeten, 
jujur, peduli dan konsisten dengan semangat pengorbanan dan 
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B. Perkembangan Ideologi Kebangsaan di Indonesia  
1. Nilai-nilai dan Sumber Ideologi kebangsaan di Indonesia  
Perjuangan bangsa Indonesia dalam rangka membentuk ‚satu 
kesatuan sebagai bangsa ‚nation‛ dan ‚membentuk negara yang merdeka‛ 
penuh dengan dinamika dan pasang surut. Dimulai dari Perjuangan para 
pemuda, sejak 1908 yang selalu kita peringati dengan Hari kebangkitan 
Nasional, tanggal 20 Mei 1908, disitulah kita telah mengenal Kehidupan 
Berbangsa dan berpolitik; dan pada tanggal 20 Mei juga, pada tahun 1965 
Presiden Sukarno, mendirikan Lemhannas RI. Setelah itu dilanjutkan dengan 
Sumpah Pemuda, para pemuda di seluruh Indonesia berkumpul dari 
perwakilan pemuda di seluruh Indonesia. Dari berbagai peristiwa perjalanan 
perjuangan tersebut ada suatu peristiwa yang perlu terus kita jadikan sebagai 
catatan penting, karena pada saat-saat itulah sebuah komitmen atau 
konsensus bangsa diletakkan, oleh para pemuda. Peristiwa dimaksud adalah 
‚Proklamasi Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 yang kemudian 
sehari setelah itu dilanjutkan dengan pengesahan UUD NRI Tahun 1945 
sebagai Konstitusi Negara‛. Peristiwa Proklamasi Kemerdekaan dan 
pengesahan UUD NRI Tahun 1945 merupakan konsensus nasional (semua 
warga bangsa) bahwa pengaturan kehidupan berkebangsaan dan kehidupan 
bernegara dalam negara Indonesia yang dibentuk disepakati dengan dilandasi 
oleh ideologi negara yang disebut Pancasila, dilandasi oleh sebuah konstitusi 
negara yang disebut UUD NRI Tahun 1945, disepakati mengenai konsepsi 
bentuk negaranya adalah negara kesatuan Republik Indonesia, dan disepakati 

































bahwa masyarakatnya berada dalam satu ke-Indonesia-an yang terdiri dari 
berbagai suku/ras/etnis, budaya, agama dan norma-norma kehidupan yang 
mencerminkan dalam Bhinneka Tunggal Ika.
35
 
Konsensus nasional tersebut menjadi panduan penting dalam menjaga 
persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dalam perjalanan sejarah sampai 
saat ini. Berbagai peristiwa penghianatan berupa pemberontakan, gerakan 
separatis, coup d’Etat, bahkan perjuangan politik yang legal melalui 
Konstituante, yang dilakukan oleh berbagai kelompok masyarakat untuk 
merubah atau mengganti konsensus tersebut dapat diatasi, khususnya oleh 
para pemuda, yang kita kenal dengan angkatan 66, dan diteruskan pada tahun 
1998, bagaimana para pemuda dengan semangat tanpa pamrih, 
memperjuangkan reformasi sampai saat ini. Konsensus nasional yang selama 
ini nilai-nilai dasarnya menjadi dasar dalam penanaman, penumbuhan, dan 
pengembangan rasa, jiwa dan semangat kebangsaan serta memberikan 
panduan, tuntunan dan pedoman bagi bangsa Indonesia melakukan 
perjuangan guna mencapai cita-cita nasionalnya, ternyata saat ini, mengalami 
suatu kemunduran (degradasi). Degradasi rasa, jiwa dan semangat 
kebangsaan. Indikasi dari degradasi tersebut terlihat semakin menipisnya 
kesadaran dan kurang dihayatinya tata kehidupan yang didasarkan pada nilai-
nilai ideologi Pancasila dan Konstitusi, pada hampir semua generasi bangsa. 
Khusus pemuda, menurut laporan dari Kemengpora RI saat ini, ada 10 
(sepuluh) masalah karakter bangsa pada generasi muda/pemuda, antara lain: 
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masih maraknya tingkat kekerasan dikalangan pemuda ,adanya kecendrungan 
sikap ketidak jujuran yg semakin membudaya, berkembangnya rasa tdk 
hormat, kpd org tua, guru dan pemimpin, sikap rasa curiga dan kebencian 
satu sama lain, penggunaan bahasa Indonesia dg semakin memburuk, 
berkembangnya prilaku menyimpang dikalangan pemuda (narkoba, 
pornografi, pornoaksi,dll), kecendrungan mengadopsi nilai2 budaya asing, 
melemahnya idealisme, patriotisme,serta mengendapnya spirit of nation, 
meningkatnya sikap pragmatisme dan hedonisme,serta semakin kabur 
pedoman yg berlaku , dan sikap acu tak acu terhadap pedoman ajaran agama. 
Oleh karena itulah kita perlu mengangkat kembali nilai-nilai 
kebangsaan khususnya nilai-nilai yang terkandung dalam konstitusi UUD 
NRI Tahun 1945, demi meneguhkan kembali jati diri bangsa dan membangun 
kesadaran tentang sistem kenegaraan yang menjadi konsensus nasional, 
sehingga diharapkan bangsa Indonesia dapat tetap menjaga keutuhan dan 
mampu menegakkan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia di 
tengah terpaan arus globalisasi yang bersifat multidimensial.
36
 
Nilai-nilai Kebangsaan yang terkandung dalam pasal-pasal UUD NRI 
Tahun 1945, yaitu: pertama, Nilai demokrasi, mengandung makna bahwa 
kedaulatan berada ditangan rakyat, setiap warga negara memiliki kebebasan 
yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaran pemerintahan. Kedua, 
Nilai kesamaan derajat,  setiap warga negara memiliki hak, kewajiban dan 
kedudukan yang sama di depan hukum. Ketiga, Nilai ketaatan hukum, setiap 
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warga negara tanpa pandang bulu wajib mentaati setiap hukum dan peraturan 
yang belaku.   
Berdasarkan uraian nilai-nilai yang terkandung dalam pasal-pasal 
UUD Negara RI  Tahun  1945 tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa 
dalam penyusunan perumusan pasal-pasal UUD Negara RI  Tahun  1945 telah 
mengakomodasi segala aspek  dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa 
dan bernegara yang disesuai-kan dengan kondisi sosial budaya bangsa 
Indonesia saat itu.  Nilai-nilai yang terkandung dalam pasal-pasal tersebut 
sampai dengan saat ini masih sangat relevan dengan situasi dan kondisi 
kehidupan bangsa Indonesia walaupun adanya pengaruh globalisasi.   
Sehingga diharapkan nilai-nilai tersebut untuk dapat dijadikan sebagai 
pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam 
wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.  
Proses reformasi yang bergulir pada penghujung tahun 1998, pada 
hakekatnya merupakan proses demokratisasi yang dilakukan bangsa 
Indonesia secara gradual, berkesinambungan dan sistematis serta menyeluruh. 
Proses ini akan merupakan ‚on going process‛ mengingat agendanya yang 
berlanjut di samping interaksi pelbagai fenomena sosial politik yang harus 
dihadapi karena lingkungan strategis yang berubah dengan cepat, baik yang 
bersifat nasional, regional maupun internasional. 
2. Model-model penanaman faham kebangsaan di Indonesia  
Upaya menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila telah dilakukan pada 
masa pemerintahan Presiden Soekarno di tahun 1960-an, dalam kerangkan 

































nation and character building. Upaya ini dilakukan untuk meng-Indonesiakan 
orang Indonesia yang disesuaikan dengan visi dan misi politik penguasa pada 
masa itu. Oleh karena itu, bahan-bahan yang diberikan pun bukan hanya 
tentang Pancasila dan UUD 1945, tetapi juga bahan-bahan yang berisi 
pandangan politik penguasa masa itu. Upaya menggelorakan semangat 
nasionalisme sangat tinggi, sehingga oleh Azyumardi Azra dipandang sebagai 
fase ke-2 tumbuhnya nasionalisme pada bangsa Indonesia. Pada masa ini, 
upaya nation and character building ini bukan hanya untuk masyarakat luas 
pada umumnya, namun juga dilakukan melalui jalur pendidikan formal, 
misalnya melalui mata pelajaran Civics. Sejarah mencatat, bahwa pada 
periode selanjutnya, yakni pada masa Orde Baru, apa yang dilakukan oleh 
rezim Orde Lama itu dipandang sebagai sebuah upaya indoktrinasi. 
Ketika awal Orde Baru berkuasa, yang pada saat itu bertekad 
melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekuen, hal yang dibenahi 
pertama untuk menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila dan nasionalisme 
adalah, melalui jalur pendidikan formal. Ketika Kurikulum persekolahan 
diubah pada tahun 1968, maka perubahan terhadap mata pelajaran yang 
mengembangkan misi pembinaan warga negara yang baik, yang Pancasilais, 
juga mengalami perubahan. Pendidikan Kewargaan Negara (PKN) pun masuk 
dalam kurkulum persekolahan sebagai mata pelajaran, dan materinya berisi 
Pancasila dan UUD 1945 yang telah dibersihkan dari pengaruh pandangan 
Orde Lama. 

































Internalisasi nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai nasionalisme melalui 
jalur sekolah lebih diperjelas lagi dengan keluarnya Kurikulum 1975, di mana 
terdapat mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP) sebagai pengganti 
nama PKN. Dari namanya saja sudah tersirat bahwa mata pelajaran ini 
dimaksudkan untuk menginternalisasi nilai-nilai Pancasila kepada para 
pelajar. Upaya menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila secara meluas 
kepada semua lapisan masyarakat, birokrasi, dan persekolahan dilakukan oleh 
penguasa Orde Baru dengan ditetapkannya Pedoman Penghayatan dan 
Pengamalan Pancasila (P4). P4 pada awalnya dilandasi oleh upaya dari 
pemerintah yang menginginkan agar nilai-nilai Pancasila dapat dengan 
mudah dipahami, dihayati, dan diamalkan oleh seluruh warga negara. P4 juga 
berpengaruh pada kurikulum persekolahan dan perguruan tinggi. Kurikulum 
PMP tahun 1984 dan terutama kurikulum PPKn (Pendidikan Pancasila dan 
Kewarganegaraan) 1994 secara jelas menjabarkan nilai-nilai Pancasila dan 
nasionalisme yang telah diuraikan di dalam P4. Kurikulum Pendidikan 
Pancasila di perguruan tinggi, juga tidak lepas dari pengaruh P4. Diseminasi 
P4 melalui jalur pendidikan formal bukan hanya melalui kurikulum melainkan 
juga melalui penataran P4 untuk siswa dan mahasiswa baru. 
Para pengembang Penataran P4 pada masa itu, sudah mencoba 
mengembangkan berbagai cara atau metode yang lebih baik dari sekedar 
indoktrinasi. Namun karena penataran P4 yang bersifat massal dan penafsiran 
Pancasila yang dianggap tunggal oleh penguasa, maka penataran P4 ini pun 

































oleh kaum pendukung reformasi dipandang sebagai sebuah upaya indoktrinasi 
ala Orde Baru. 
Ketika memasuki masa reformasi, terjadi pula perubahan pada upaya 
internalisasi nilainilai Pancasila dan nasionalisme. Kurikulum PPkn di 
sekolah pun mengalami perubahan baik dari nama maupun substansi 
materinya. Begitu juga kurikulum pada mata kuliah umum Pendidikan 
Pancasila dan Pendidikan Kewiraan/Pendidikan Kewarganegaraan di 
perguruan tinggi, mengalami perubahan. Materi yang berbau Orde Baru 
dihapuskan dari kurikulum dan diganti dengan materi-materi yang lebih 
sesuai dengan visi dan misi politik Orde Reformasi. Kurikulum PPKn dalam 
kurikulum persekolahan 1994 yang dulu sangat berorientasi pada nilai-nilai 
Pancasila, diganti dengan Kurikulum PKn 2004 dan 2006 yang lebih bersifat 
konseptual teoritis. Mata kuliah yang mengemban pembinaan mahasiswa 
untuk menjadi warga negara yang baik dan Pancasilais, juga mengalami 
pengecilan peran. Secara formal, mata kuliah Pendidikan Pancasila pada 
sebagian besar perguruan tinggi, dihilangkan dan disatukan dengan mata 
kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. 
Dengan demikian, sebenarnya pada masa ini dalam kurikulum formal 
baik di jenjang persekolahan maupun perguruan tinggi, upaya internalisasi 
nilai-nilai Pancasila, termasuk nilai-nilai nasionalisme, mengalami penurunan 
intensitas. Di luar lembaga pendidikan formal, seperti di lingkungan birokrasi 
dan masyarakat pada umumnya, upaya internalisasi nilai-nilai Pancasila dan 
nasionalisme pada masa reformasi, bahkan lebih tidak jelas lagi. 


































3. Problem Kebangsaan di Indonesia 
Pertama, nilai-nilai Pancasila sepertinya masih belum membumi, 
masih belum diamalkan secara baik oleh bangsa Indonesia. Pancasila seakan 
hanya menjadi simbol saja, tanpa terimplementasi secara nyata baik pada 
tataran kehidupan kenegaraan maupun pada tataran kehidupan masyarakat. 
Kedua, kehidupan masyarakat Indonesia, khususnya generasi muda 
pada era globalisasi ini mendapat pengaruh yang sangat kuat dari nilainilai 
budaya luar, sehingga mulai banyak sikap dan perilaku yang tidak sejalan 
dengan nilai-nilai Pancasila. 
Ketiga, nilai-nilai nasionalisme pun oleh sebagian pihak dipandang 
mengalami erosi pada saat ini, terutama di kalangan generasi muda.
37
 
Keempat, berkembangnya paham keagamaan yang tidak memandang 
penting nasionalisme dan negara kebangsaan Indonesia, dan lebih 
memandang penting universalisme. Pendukung paham ini juga menolak 
demokrasi sebagai sebuah sistem pemerintahan yang dipandang baik dan 
pada ujungnya tidak memandang Pancasila sebagai sebuah ideologi yang 
penting dan tepat bagi bangsa kita. Paham ini bukan hanya berkembang di 
masyarakat, tetapi juga berkembang di kalangan mahasiswa di perguruan 
tinggi; dan 
Kelima, masih perlu dipertanyakan peran pendidikan baik pada jalur 
pendidikan formal maupun nonformal dalam menginternalisasikan nilai-nilai 
                                                 
37 M. Harmaily Ibrahim Kusandi, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia. (Jakarta: CV Sinar Baakti, 
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Pancasila, termasuk nilai-nilai nasionalisme kepada bangsa Indonesia, 
khususnya kepada generasi muda. 
4. Strategi penguatan Sikap Kebangsaan bagi generasi penerus Bangsa  
Tantangan–tantangan besar ada di sekeliling kita hari ini. Kita tinjau 
beberapa yang strategis dan memiliki dampak yang luas bagi perikehidupan 
berbangsa dan bernegara. Pertama, Tantangan Diri Sendiri. Gunnar Myrdal 
menyebut kita sebagai negara yang lembek (soft state) dalam pengertian 
pemimpin–pemimpin dan masyarakatnya tidak mampu mengambil sikap 
yang tegas dan jelas terhadap suatu persoalan
38
. Mochtar Lubis (1977) dalam 
buku Manusia Indonesia merangkum sifat–sifat jelek orang Indonesia seperti 
suka jalan pintas, pemalas, dan hipokrit. Membaca buku Lubis yang sangat 
keras ini seakan menemukan kebenaran dalam realitas sehari–hari. Adam 
Schwatz menyebut kita sebagai Nation in Waiting. Max Line menambahkan 
dalam bukunya ‚Bangsa Yang Belum Selesai‛. Negeri jiran Malaysia 
menyebut tenaga kerja Indonesia disana sebagai ‚Indon‛ dalam makna yang 
merendahkan. Yang paling berat diantara semuanya adalah kecilnya rasa 
percaya diri dan mulai hilangnya harapan dari dada rakyat Indonesia, 
terutama ketika berhadapan dengan bangsa–bangsa asing. Kita mulai merasa 
bahwa Indonesia tidak akan bisa menjadi negara besar yang ‚setara‛ dengan 
Amerika Serikat, Cina, Jepang, maupun India. Kita masih berkutat pada 
persoalan ‚remeh-remeh‛ yang menguras tenaga, biaya, dan pikiran anak–
anak bangsa. 
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Kita belum punya agenda kolektif bangsa yang menjadi konsensus 
nasional. Pemerintah memiliki Rencana Program Jangka Panjang (RPJM) 
tahun 2025 tanpa banyak melibatkan partisipasi masyarakat luas untuk 
memberikan kritikan, saran, dan masukan. Beberapa elemen masyarakat 
merumuskan sendiri visinya, misal Visi 2020, Visi 2030, dan seterusnya. Kita 
tidak punya diskursus yang kuat dan menggugah untuk masa depan seperti 
‚Revolusi Indonesia‛, ‚Modernisasi Indonesia‛, atau ‚Reformasi 
Indonesia
39‛. 
Kedua, Tantangan Dalam Negeri. Berbeda dengan tantangan pertama 
yang bersifat kultural, tantangan kedua ini lebih merupakan persoalan 
struktural, kebijakan–kebijakan yang diambil oleh negara/pemerintah. 
Korupsi adalah tantangan terberat. Praktik korupsi terjadi di semua level dan 
sektor. Dari level pusat hingga ke desa–desa. Dari sektor formal hingga non 
formal, ekonomi hingga non ekonomi, dan sektor–sektor yang kita pandang 
selama ini misalnya jauh dari korupsi seperti lembaga–lembaga keagamaan. 
Kita sudah memiliki aparat kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman untuk 
memberantasnya. Itu tidak cukup. Kita bangun Komisi Pemberantasan 
Korupsi (KPK) untuk itu. Kemiskinan masih tinggi. Angka pertumbuhan 
ekonomi tidak berbanding lurus dengan dengan kesejahteraan masyarakat. Ini 
berarti kue pertumbuhan ekonomi hanya tersirkulasi di kalangan elit ekonomi 
saja. Rasio Gini terus meningkat yang mengindikasikan semakin lebarnya 
jurang ketimpangan sosial. Pendidikan nasional yang belum diarahkan untuk 
                                                 
39 Kajian yang cukup bagus tentang “Reformasi” ditulis oleh Kevin O’Rourke dalam Reformasi: The 
Struggle of Power in Post- Soeharto Indonesia  

































menjadi instrumen kesejahteraan. Dengan alokasi 20% APBN, seharusnya 
pendidikan kita tidak mengalami hambatan yang berarti untuk mendidik 
rakyat Indonesia dengan tepat sehingga mereka dapat menjadi individu 
produktif yang menciptakan kesejahteraan. Birokrasi yang hingga kini belum 
direformasi secara sungguh–sungguh. Inefisiensi dan inefektivitas adalah 
gejala pokok birokrasi kita. Kewirausahaan yang kurang didukung oleh policy 
negara/pemerintah. Kecilnya jumlah pengusaha di Indonesia berbanding lurus 
dengan output ekonomi yang dihasilkan dan lapangan pekerjaan baru yang 
diciptakan. Konglomerasi menghalangi potensi–potensi muda untuk menjadi 
pengusaha yang mandiri dan sejati. Konflik sosial yang semakin menggejala 
di tengah masyarakat karena abainya negara. Pertikaian kelompok sosial 
keagamaan semakin menggerogoti wibawa Pancasila sebagai perekat 
kehidupan berbangsa dan bernegara. 
Ketiga, Tantangan Global. Dunia berkembang semakin kencang dan 
berlari. Giddens punya ilustrasi menarik dengan menyebutnya seperti 
berlarinya Jaggernaut. Kemana kita berkaca? Hegemoni Amerika Serikat 
yang sangat kuat pada abad XX dan awal abad XXI terlihat semakin pudar 
dengan naiknya Cina sebagai superpower baru. Tak butuh waktu lama bagi 
Cina. Sejak dipimpin oleh Deng Xio-ping tahun 1978, Cina mengambil 
langkah radikal dengan berpihak pada kapitalisme (tanpa demokrasi). Dalam 
waktu kurang dari tiga dekade, Cina berhasil menggeser Jepang sebagai 
ekonomi terbesar nomor dua di dunia setelah Amerika Serikat. Cina 
menyebutnya sebagai ‚Sosialisme ala Cina‛, dimana kapitalisme diberi 

































tempat tapi politik dikontrol sepenuhnya oleh Partai Komunis Cina. 
Diprediksi oleh banyak ahli, Cina akan mampu menggeser posisi ekonomi 
Amerika Serikat sebelum tahun 2050. Dengan berfokus pada ilmu 
pengetahuan dan teknologi, terutama yang berbasis teknologi komunikasi dan 
informasi, India berhasil menyejajarkan dirinya dengan negara – negara 
utama teknologi. Sebagai negara terbesar di Asia Selatan, kedudukan India 
sangatlah penting karena berada di tengah–tengah antara Timur dan Barat 
benua Asia. Kemajuan Cina dan India umum disebut oleh para ahli sebagai 




Tantangan terberat dari Generasi V dalam memimpin dan mengelola 
Bangsa Indonesia adalah bagaimana mengurus Generasi VI (kelahiran 1980–
2000) dan Generasi VII (kelahiran 2000–2020), yang paling tua diantara 
mereka adalah berumur 35 tahun. Usia 35 tahun kebawah inilah disebut 
sebagai Generation-Connected (Gen-C), yang di tangannya selalu ada gadget 
tak putus-putusnya, selalu terkoneksi dengan internet, real time, dan setiap 
saat update. Mereka lah sebenarnya yang menjadi pusat perhatian sekaligus 
‚kekhawatiran‛ dari tema seminar yang diangkat dalam kesempatan kali ini. 
Oleh karena itu, pendekatan kependudukan (demografi) sangat diperlukan 
untuk mengelola anak-anak muda yang tak lama lagi akan menjadi bonus 
demografi Indonesia. Daya tahan kultural generasi-generasi sebelumnya 
cukup kuat karena pendidikan keluarga dan masih belum derasnya arus 
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informasi masuk ke ruang-ruang privat. Kini, dari kamar tidurnya, sang anak 
usia SD sudah mampu mengakses segala bentuk informasi melalui gadgetnya 
jika tidak dilarang oleh orang tua mereka. 
Menurut Dan Pankraz, seorang peneliti dari Australia, C bisa berarti 
Content, Connected, digital Creative, Cocreation, Customize, Curiousity, dan 
Cyborg. C bisa juga berati Cyber, Cracker, Chameleon (Bunglon), dan 
Constantly Changing.  Mereka juga cepat berubah mengikuti arus informasi 
yang mereka terima. Mereka dibentuk oleh content dan sangat addicted 
dengan media sosial. Mereka juga citizen journalist yang menulis opini 
sebebas-bebasnya, dan melaporkan apa saja yang dialami, dilihat dan 
dirasakan. Mereka connected ke dunia maya secara online dan real time 
Pertama, kapital. Kekuatan kapital yang mewujud dalam investasi di 
negara-negara berkembang terus meningkat. Proyek-proyek besar seperti 
pembangunan infrastruktur, eksplorasi, dan lain dipastikan membutuhkan 
biaya yang sangat besar. Tak banyak negara berkembang yang memilik stok 
dana besar dalam konstruksi tersebut. Kapital global terutam masih terpusat 
di Amerika Serikat dan Eropa. Modal liquid masih menjadi kekuatan 
penggerak ekonomi utama dunia yang siap ditanam di Asia, Afrika, dan 
Amerika Latin.  Pelabuhan, bandara, jalan raya, dan berbagai infrastruktur 
lainnya membutuhkan investasi yang sangat besar agar dapat dibangun 
sehingga ketergantungan pada investasi asing ini telah menjadi salah satu 
persoalan strategis bagi bangsa ke depan. 

































Kedua, teknologi. Negara berkembang cenderung hanya jadi pasar 
bagi teknologi negara-negara maju. Tidak ada transfer sains dan teknologi, 
terutama teknologi tingkat tinggi, dari negara industri tersebut. Teknologi 
menjadi ‚harta karun‛ negara maju yang tak mudah untuk ditransfer kepada 
negara berkembang, terutama teknologi nuklir. Penguasaan teknologi 
menjadi titik krusial kebangkitan sebuah bangsa. Bangsa maju selalu ditandai 
dengan kemajuan teknologi berbagai bidang, termasuk teknologi militer. 
Ketiga, manajemen, dalam pengertian teknik pengelolaan manusia. 
Ilmu manajemen telah berkembang lama di Barat dan telah melahirkan seni-
seni manajemen modern yang efisien dan efektif. Perkembangan teori dan 
bentuk-bentuk organisasi, terutama organisasi korporat, telah menjadi 
referensi banyak organisasi di belahan dunia lainnya. Dari seluruh bentuk 
organisasi, organisasi yang paling efisien hanya dua yaitu militer dan 
korporat. Ke depan, dengan derasnya globalisasi, manajemen akan terus 
menjadi ‚bisnis utama‛ karena kompleksitas masalah yang muncul dan 
menuntut pemecahan segera. Organisasi dan manajemen akan menghadapi 
pertanyaan pokok ini; bagaimana menghadapi peningkatan ekspektasi yang 
tak terhindarkan ketika penghalang-penghalang lama berhasil diatasi oleh 
kemajuan teknologi, bagaimana menemukan makna dari begitu banyak dan 
membingungkannya informasi dan dis-informasi, bagaimana merasionalkan 
dunia dimana orang, informasi, dan uang bergerak secara bebas ke seluruh 
dunia, bagaimana untuk tetap peduli kepada mereka yang hidup dalam 
kemiskinan, brutalitas, dan tekanan sebagai korban serta pelaku kejahatan, 

































bagaimana berjuang melawan mereka yang gigih dalam beroposisi terhadap 
pandangan dan cara hidup kita, bagaimana berurusan dengan kekuatan 
menghancurkan yang tidak terbatas dan tak terduga, seperti senjata nuklir, 
dan bagaimana mengeluarkan potensi masyarakat dan setiap orang. 
Setiap generasi memiliki tantangannya sendiri. Menjadikan generasi 
sebagai rumusan paradigmatik tentu akan banyak menolong dalam 
merumuskan strategi aksinya. Yang pasti, mesin globalisasi akan terus 
bekerja. Semua generasi Indonesia modern sejak generasi I sampai VII 
menghadapinya. Misal, mesin kapital telah melahirkan kapitalisme. Mesin 
teknologi telah melahirkan industrialisme. Mesin manajemen telah 
melahirkan korporatisme global yang cenderung anti-nasionalisme. Jadi, tiga 
mesin ini menjadi titik sentral dalam memahami dinamika yang bergerak 
pada setiap generasi. Misal generasi VI dan VII yang lahir dan besar dengan 
mesin tekonologi informasi dan komunikasi telah memaksa mereka terbentuk 
dengan gaya kerja yang cepat, egaliter, dan individualis. Mesin manajemen 
telah menciptakan sistem organisasi yang tidak hierarkis-feodal. Mesin 
kapital telah menjadikan generasi terkini sebagai manusia-manusia yang 
cenderung mengejar keuntungan material sebanyak-banyaknya. Disinilah 
diperlukan konsepsi strategi pembangunan generasi muda yang akan datang, 
yaitu Generasi VI dan VII dengan menggabungkan paradigma generasi 
dengan mesin globalisasi. Kita menemukan minimal enam strategi yang 
dapat diterapkan segera dengan sinergi berbagai kekuatan dan elemen bangsa 
kita. 

































Lahirnya UU Kepemudaan  pada kabinet 2004–2009 telah 
memberikan kedudukan hukum yang kuat bagi pemuda sebagai entitas yang 
yang harus mendapat hak-hak kebijakan dari negara. Dalam UU tersebut, 
pemuda sebagai kategori sosial yang artinya mencakup seluruh aspek 
kehidupan sosial seorang pemuda, mulai dari psikologis, sosial politik, 
ekonomi, dan sosial budaya. Kebijakan kepemudaan tidak dapat bersifat 
sektoral tunggal, tapi lintas dan multi sektoral, karena sebagai subyek 
pemuda berinteraksi dengan berbagai aspek kehidupan bermasyarakat dan 
bernegara. Sebagai kategori sosial, pemuda sebenarnya dipahami dalam 
konteks demografis (kependudukan). Untuk itu, pendekatan kebijakan 
strategis lintas sektoral harus menjadi perhatian utama negara dalam 
pembuatan kebijakan pembangunan ke depan. 
Dengan mengamati situasi perkembangan global yang semakin deras 
memasuki ruang-ruang privat keluarga, anak dan remaja, dan pemuda telah 
menjadi tantangan serius nan nyata untuk menyusun strategi pembangunan 
generasi yang tepat. Beberapa strategi yang harus dieksekusi; 
Pertama, instal paradigma generasi Indonesia. Harus ada kesamaan 
pandangan bahwa perjalanan generasi per generasi Indonesia itu berbeda, baik 
dari zaman yang dihadapi maupun teknologi yang sedang berkembang. 
Misalnya Generasi I dan II lahir dan besar di era cetak dan radio, dimana 
televisi belum dominan. Generasi III mulai dengan televisi (TVRI). Generasi 
IV mulai didominasi televisi, tapi generasi V selain televisi sudah mulai 
dengan internet. Generasi VI dan VII lebih cepat lagi dengan internet dimana 

































media sosial menjadi alat utama untuk berkomunikasi. Kesamaan pandangan 
ini penting agar para pemangku kepentingan tidak tercerabut dari arus besar 
zaman yang terus mendera. Arus besar ini harus diarahkan agar dapat 
membantu pembangunan pemuda agar lebih efektif. Pendekatan instrumental 
dalam penggunaan teknologi, terutama TIK, agar generasi muda tidak mudah 
terjerambab dalam ‚perbudakan‛ teknologi. Jika demikian, maka akibatnya 
semakin sulit bagi kita untuk memberikan treatment yang tepat agar mereka 
mau mengikuti kebijakan yang telah ditentukan. 
Kedua, strategi pendidikan kepanduan/kepramukaan. Dengan 
informasi yang dimilikinya, anak muda saat ini sulit tunduk kepada dikte 
tanpa diikuti argumen rasional. Mendikte mereka agar setia pada NKRI perlu 
menggunakan cara-cara persuasif, bukan represif, agar benar-benar rasa cinta 
tanah air itu dapat tertanam kuat dalam dirinya. Kepramukaan (scouting) 
punya peran strategis untuk memandu (guide) generasi muda. Yang utama 
sekali, pramuka melaksanakan pendidikan dan pelatihan di alam terbuka. 
Dengan berada di alam terbuka, generasi muda mulai mencintai tanah air 
dimana dia tempati. Dua hal pokok yang bisa disumbangkan oleh pramuka 
yaitu karakter dan soft-skills. Karakter tercermin dalam Satya dan Darma 
Pramuka, sedangkan soft skill dilatih melalui metode pendidikan 
kepramukaan yang terutama berbasis alam terbuka dan satuan pendidikan 
terpisah putra dan putri. Sistem satuan terpisah ini telah terbukti berhasil 
dalam membentuk karakter generasi muda agar siap menjadi pemimpin di 
masa depan. Sistem ini juga dipraktikkan di pesantren, sekolah-sekolah 

































berasrama unggulan di berbagai belahan dunia. Metode kepramukaan yang 
berupa metode interaktif dan progresif masih relevan dilaksanakan bagi 
kepentingan pembangunan generasi muda Indonesia. Metode ini dilaksanakan 
melalui delapan cara yaitu pengalaman kode kehormatan Pramuka (satya dan 
darma), belajar sambil melakukan, kegiatan berkelompok bekerjasama dan 
berkompetisi, kegiatan yang menarik dan menantang, kegiatan di alam 
terbuka, kehadiran orang dewasa yang memberikan bimbingan dorongan dan 
dukungan, penghargaan berupa tanda kecakapan, dan satuan terpisah putra 
dan putri. Untuk memaksimalkan peran kepramukaan, negara seharusnya 
menyerahkan sumberdaya yang besar bagi pembentukan generasi muda yang 
berkarakter dan kompeten diatasa (soft-skill). 
Ketiga, strategi pendidikan integralistik. Pendidikan integralistik 
adalah pendidikan yang menyatukan antara pendidikan keluarga, pendidikan 
sekolah, dan pendidikan kemasyarakatan atau lingkungan sosial. Saat ini 
dalam prakteknya, pendidikan masih bersifat disintegratif. Ketika di rumah, 
sang anak mengikuti pendidikan dan keteladanan dari orang tua, saudara inti, 
dan penghuni lain di rumah seperti pekerja rumah tangga. Ketika keluar 
rumah untuk hadir di sekolah, ia akan bertemu dengan tenaga pendidik, staf 
sekolah, serta kawan satu sekolah dimana ia akan belajar nilai dan metode 
yang berbeda dengan yang diperoleh di rumah. Ketika hendak pulang dari 
sekolah ke rumah, persoalan tak akan banyak jika ia langsung tiba di rumah 
tanpa harus transit bersama kawannya untuk main diluar rumah. Namun, 
banyak penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar anak sekolah tidak 

































langsung kembali ke rumah tapi bergaul bersama masyarakat, misal main 
game di warnet, jalan bersama, mulai merokok, dan semuanya dilakukan 
tanpa pengawasan keluarga dan sekolah. Disinilah disintegrasi mulai terjadi 
atas karakter anak karena perbedaan nilai yang ia peroleh di tiga tempat 
tersebut. Di rumah ia terlihat baik dan patuh, di sekolah dia bisa bak dan 
pintar, tapi di tengah lingkungan sosial menjadi nakal, lalu kembali ke rumah 
menjadi anak patuh dan baik lagi. Ini bisa berlangsung bertahun-tahun. 
Persoalan distintegrasi ini sudah dapat diselesaikan oleh pesantren dan 
sekolah berasrama, seperti Akademi Militer dan sebagainya yang 
menggabungkan tiga vocal points diatas. Oleh karena itu, anak-anak yang 
dididik dalam sistem pendidikan integralistik cenderung lebih berkarakter 
ketimbang yang terpisah-pisah tadi. Pendidikan kebangsaan Indonesia mau 
tidak mau harus mengadopsi dan mengadaptasi lebih banyak sistem ini agar 
dana pendidikan Indonesia yang sudah cukup besari ini tidak mubazir dalam 
pembentukan generasi muda. Misalnya, di perguruan tinggi, satu atau dua 
tahun pertama, seluruh mahasiswa wajib tinggal diasrama sehingga tujuan 
pendidikan strategis dapat dicapai. 
Keempat, strategi geopolitik. Otoritas politik, negara/pemerintahan, 
dan seluruh komponen bangsa wajib menganut tiga konstanta dalam 
pembangunan bangsa dan negara. Ketiga konstanta tersebut dielaborasi lebih 
dalam oleh Prof. Dr. Dorodjatun Kuntjorojakti dalam bukunya Menerawang 
Indonesia41. Konstanta pertama adalah geografi. Geografi adalah bumi 
                                                 
41 Kuntjoro Jakti, Dorodjatun, Menerawang Indonesia, Jakarta: Alvabet 

































tempat pertama yang diciptakan Tuhan untuk manusia. Topografi bumi 
tersusun dengan berbagai wajah dan bentuk yang semuanya memiliki fungsi 
yang berbeda-beda demi survival makhluk hidup. Hidup di lembah, bukit, 
rawa, air, dan lautan tentu memiliki ‚kecakapan khusus‛ yang bervariasi. 
Dalam konteks politik, bumi ‚dibagi‛ dalam berbagai negara dengan batas-
batas geografis yang tegas yang dijaga oleh pos perbatasan antar negara. 
Geografi Indonesia memiliki kedudukan unik dibandingkan dengan negara 
lain. Dengan dua pertiga lautan dan belasan ribu pulau, wilayah Indonesia 
tentu rumit untuk dikendalikan secara total karena garis pantai yang panjang 
dan posisi strategis diantara lalu lintas dua benua dan dua samudra. Namun 
generasi muda harus memahami konstanta pertama dengan baik. Oleh karena 
itu, pelajaran Geografi Indonesia harus menjadi mata pelajaran wajib yang 
diujinasionalkan sehingga cinta tanah air sudah tertanam sejak awal. 
Konstanta kedua adalah demografi. Demografi ini baik bersifat sosial 
seperti demografi suku, ras dan lain-lain tapi juga demografi perkembangan 
dalam pengertian perkembangan manusia secara bio-sosiologis dengan 
tingkat kebutuhan hidup yang terus berubah sepanjang usia dari kelahiran 
hingga kematian. Demografi ini disebut konstanta karena keadaannya tetap 
sekalipun secara jumlah terus meningkat. Bahwa orang Indonesia yang 
berdiam di wilayah Indonesia sejak dahulu kala sebenarnya secara kualitatif 
tidak banyak berubah sehingga berhak disebut sebagai sebuah bangsa. 
Pemahaman yang baik akan penduduk mendorong rasa nasionalisme sebagai 

































sesama warga bangsa Indonesia yang menempati ruang wilayah seperti yang 
disebutkan diatas. 
Konstanta ketiga adalah sejarah. Indonesia memiliki sejarah yang 
panjang sejak zaman purbakalah hingga hari ini. Temuan-temuan sejarah 
seperti situs Gunung Padang harus disampaikan kepada generasi muda kini 
dengan pendekatan Generasi VI dan VII yang relevan sehingga dapat menjadi 
trend bagi mereka. Sejarah Indonesia telah menorehkan tonggak-tonggaknya 
sebagai batu alas yang kuat bagi tegaknya negar Republik Indonesia kini. 
Ketiga konstanta ini geografi, demografi, dan sejarah menjadi senjata amat 
tajam bagi pembentukan generasi muda Indonesia yang patriotis. Oleh karena 
itu, ketiga mata pelajaran ini wajib dipelajari oleh sejak muda di sekolah-
sekolah, termasuk pendidikan nonformal dan informal lainnya. 
Kelima, strategi ekonomi. Penciptaan lapangan kerja, entrepreneur, 
dan akses pada modal, teknologi, dan pasar adalah kunci bagi kebangkitan 
pembangunan generasi muda. Banyak persoalan dan masalah sosial yang 
muncul akibat dari pengangguran pemuda. Lapisan generasi entrepreneur 
harus disiapkan secara khusus agar potensi sumberdaya alam yang tersedia 
dapat dikelola dan dimanfaatkan dengan maksimal bagi kesejahteraan 
generasi muda. Strategi ekonomi sejauh ini masih bersifat imparsial, sehingga 
ratusan ribu orang masih berduyun-duyun untuk mendaftar sebagai pegawai 
negeri sipil untuk mendapatkan pekerjaan. Perlu juga rekayasa kebijakan 
seperti lahirnya UU Aparatur Sipil Negara yang memberikan ruang bagi non-
PNS untuk menduduki jabatan terntuk dalam birokrasi kementerian/lembaga. 

































Keenam, strategi kebudayaan. Kebudayaan nasional yang terdiri dari 
kebudayaan daerah telah menjadi kesepakatan. Kita memiliki banyak sekali 
kearifan lokal yang dapat direvitalisasi sebagai sumber kepribadian bangsa. 
Daya tahan budaya lokal masih teruji sekalipun penetrasi konsumerisme dan 
hedonisme telah merasuk jauh ke desa-desa akibat perkembangan teknologi 
komunikasi dan informasi. Transformasi kebudayaan dapat dilakukan dengan 
menggali makna lebih dalam dari kebudayaan yang ada sehingga dapat 
menjadi common value bagi bangsa Indonesia. Misal, tradisi mudik yang 
harus dikelola dengan baik sebagai instrumen kebangsaan dan pengikatan 
kepada tanah leluhur.  
 
  


































 PENYAJIAN DATA  
A. Deskripsi Objek Penelitian 
1. Letak geografis, Sosio-Kultural dan Konflik Keberagamaan Masyarakat 
di Kab. Sampang  
Secara keseluruhan mempunyai luas wilayah, 1.233,30 KM
2
. 
Kabupaten Sampang berbatasan dengan Laut Jawa di sebelah utara. Selat 
Madura di sebelah selatan. Kabupaten Pamekasan di sebelah timur, dan 
Kabupaten Bangkalan di sebelah Barat. Kebupaten Sampang berada di 100 
km dari ibukota Jawa Timur; Surabaya, yang dapat ditempuh melalui 
Jembatan Suramadu. Sampang juga memiliki pulau yang berpenghuni 3.762 
Kepala Keluarga. Untuk sampai ke pulau tersebut, bisa melalui perjalanan 
menggunakan perahu sekita 1,5 jam perjalanan. Sampang juga memiliki 14 
Kecamatan Administratif yang luasnya berbeda-beda. Dari sisi iklim dan 
kerawanan bencana, Kabupaten Sampang tergolong daerah yang sering 
dilanda banjir.
1
 Bada Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur 
mengungkapkan bahwa sejak tahun 2006-sekarang Kabupaten Sampang 
selalu dilanda banjir. Hal ini disebabkan curah hujan yang lebih sering 
dibandingkan daerah-daerah yang lainnya.
2
 Dari segi profesi/pekerjaan 
masyarakat Sampang, BPS mencatat setidaknya ada tiga kategori terbanyak, 
yakni; petani, nelayan, dan perkebunan. Sedangkan potensi daerah yang bisa 
                                                             
 
1
 Tim Penyusun, Profil Kabupaten Sampang, (Sampang; Krisna Press, 2013), 12 
 
2
 Tim Penyusun Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, Profil Provinsi, Kabupaten 
dan Kota di Jawa Timur, (Surabaya; Pemprov Jatim, 2005),120. 

































dikembangkan di daerah Sampang ialah potensi agrobisnis meliputi; Jambu 
Mente, Kelapa, Cabe Jamu, Mijen, Tembakau, dan Tebu. Selain itu juga ada 
potensi kehutanan dan pariwisata Pantai dan Sumber Daya alam lainnya.
3
  
Dari sisi sosio-kultural dan keberagamaan, Kabupaten Sampang 
memiliki distingsi dengan daerah yang lainnya. Umumnya, sebagaimana 
diungkapkan oleh Mahfudz MD dalam pelbagai kesempatan, corak 
kebudayaan masyarakat Madura adalah kekerabatan yang kuat, saling 
menghormati satu sama lain, dan memiliki corak keagamaan yang seragam, 
yakni; berhaluan Sunni (baca; Nahdlatul Ulama’ secara organisatoris. Di 
sampang, semenjak tahun 2011 hingga hari ini, konsepsi kebudayaan dan 
nilai keberagamaan tersebut mulai tercoreng karena konflik Sunni-Shiah di 
Kecamatan Omben, Kab. Sampang. Bahkan, konflik ini sudah menjadi isu 
nasional yang tidak bisa diselesaikan secara adat-istiadat orang Madura 
secara umum. Ada banyak pakar, peneliti, akademisi, bahkan aparatur 
pemerintah (baca; Presiden RI) yang sudah menengahi konflik ini. Tapi, 
hinga hari ini, rekonsiliasi tersebut tidak kunjung mendapatkan respon yang 
positif dari kedua belah pihak.
4
  
Dalam pandangan penulis, gagalnya proses rekonsiliasi  tersebut 
diakibatkan oleh dua factor dominan; pertama, politik kekuasaan yang berada 
di balik konflik yang hingga hari ini masih menguat. Alasannya, sebagaimana 
diketahui, kelompok Shiah di Sampang merupakan masyarakat minoritas, 
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 Ibid, 125.  
 
4
 Tim Investigasi Pemprov Jawa Timur, Laporan Rekonsiliasi dan Penyelesaian Konflik 
di Kabupaten Sampang, (Surabaya, Pemprov Jatim 2014) 

































sedang Sunni adalah mayoritas. Pilihan rasional dalam politik terkait kasus 
ini, tentunya, akan mendahulukan tirani mayoritas untuk tetap menjaga 
kekuasaan yang sudah didapatkan. Kedua, pertimbangan ekonomi yang tidak 
merata di arena konflik. Artinya, para pengungsi Shiah di Sampang memiliki 
lahan dan tanah melebihi dari kelompok sunni yang ada di sekitarnya. Jadi, 
sebenarnya, tidak selalu aspek social-kultural dan keagamaan yang 
membingkai Kab. Sampang sebagai wilayah konflik, melainkan disebabkan 
politik kekuasaan dan penguasaan ekonomi yang ingin saling mendominasi. 
Oleh sebab itu, karena penelitian ini tidak akan membahas konflik 
Sunni-Shiah di Sampang, riak dan konflik yang terjadi di Sampang harus 
dimaknai sebagai instabilitas social mikro (baca; level distrik kecamatan 
semata), yang tidak banyak mempengaruhi sikap cultural dan keberagamaan 
masyarakat Sampang secara umum. Masyarakat sampang secara umum, 
sebagaimana yang penulis alami sebagai seorang insider, masih memegang 
teguh nilai-nilai kebudayaan orang Madura dan masih menganut nilai 
keberagamaan Ahlussunah wa al Jamaah, sebagaimana yang dijalankan oleh 
para kyai-kyai NU. Maknanya, masyarakat Sampang secara luas, masih 
menjaga tradisi-tradisi kebersamaan, kekerabatan, kekeluargaan, dan model 
serta corak keislaman Nusantara, seperti tahlil, pengajian umum, dan 
kegiatan-kegiatan Hari Besar Islam lainnya.         
2. Profil PCNU Sampang  

































Keberadaan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama’ (PCNU) Sampang, 
tidak pernah bisa dilepaskan dari keberadaan organisasi NU secara nasional. 
Nahdlatul Ulama’, yang didirikan Nahdlatul Ulama (NU) secara nasional 
adalah sebuah jam’iyyah keagamaan yang didirikan padatanggal 31 Januari 
1926 M atau 16 Rajab 1344 H di Kota Surabaya. Pemrakarsa lahirnya NU ini 
adalah beliau Al-Maghfurlah K.H. Hasyim Asy'ari dan K.H. Wahab 
Hasbullah yaitu tahun 1926 M. NU didirikan berdasarkan rekomendasi 
konggres NU pertama yang diselenggarakan di Surabaya, yaitu pada bulan 
September 1926. Dalam konggres tersebut, diantaranya yaitu menghasilkan 
suatu rekomendasi tentang pembentukan badan-badan otonom daerah yang 
ada di seluruh Indonesia dan di setiap cabang Kabupaten atau Kota. 
Berdasarkan hasil rekomendasi tersebut, maka keberadaan Nahdlatul Ulama 
di tengah-tengah masyarakat menjadi semakin dikenal. 
Keberadaan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) merupakan 
lembaga otonom yang berada di daerah tingkat II/Kabupaten atau Kota di 
seluruh Indonesia. Secara kelembagaan PCNU membawahi beberapa lembaga 
di bawahnya yang berfungsi sebagai sentral kegiatan NU di tingkat 
Kabupaten atau Kota. Adapun tugas utama PCNU yaitu mengatur dan 
memanage roda organisasi di tingkat cabang, agar roda organisasi dapat 
berjalan dengan terarah dan dinamis sesuai dengan keberadaan dan kebutuhan 
NU yang ada di masing-masing daerah. NU Kabupaten Sampang merupakan 
Jam’iyyah Diniyyah Isla>miyyah (Organisasi Agama Islam) yang beraqidah 
dan berazaskan Islam yang menganut faham ahl al sunnah wa al jamaah. 

































Dalam memutuskan suatu hukum, NU Kabupaten Sampang senantiasa 
menganut salah satu dari madzhab empat yaitu: Hanafi, Maliki, Shafi’i dan 
Hambali. Hal demikian tiada lain dikarenakan, dalam faham madzhab NU 
secara nasional adalah mengikuti salah satu imam sebagaimana disebutkan 
diatas. Sesuai pandangan tentang ketata negaran, NU Kabupaten Sampang 
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu berdasar kepada Ketuhanan 
yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, 
Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanan dalam 
Permusyawaratan /Pewakilan dan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat 
Indonesia. 
Dalam dinamika yang ada di masyarakat, seiring berjalannya waktu 
NU mengalami perkembangan yang sangat cepat. NU mulai menyusun 
strategi untuk mengembangkan sayap kepengurusan dengan tujuan agar 
keberadaan NU mampu menjangkau komunitas muslim yang berada di 
tiaptiap daerah. Pelaksanaan Kongres I Nahdlatul Ulama di Surabaya 
memberikan kontribusi mengenai pembentukan badan-badan otonom daerah 
di seluruh Indonesia. Hal inilah yang mendorong lahirnya Pengurus Cabang 
Nahdlatul Ulama (PCNU) di seluruh Indonesia termasuk didalamnya yaitu 
NU Kabupaten Sampang.  
Berdirinya NU Kabupaten Sampang dapat dikatakan hampir 
bersamaan waktunya dengan berdirinya Nahdlatul Ulama di surabaya yaitu 
pada tahun 1926 M oleh KH Hasyim Asy'ari. Hal tersebut dimungkinkan 

































karena salah satu pelopor pendirinya yaitu para Kyai yang semuanya berasal 
dari Sampang. Sebelum NU Kabupaten Sampang dideklarasikan warga 
Sampang pada umumnya yaitu sudah terbiasa melakukan ritual atau aktifitas 
Ahlussunnah Wal Jama’ah yang digawangi oleh para Kyai yang ada di 
Kabupaten Sampang. Selain sebagai pioner dan pendiri organisasi, 
keberadaan kyai-kyai tersebut juga sebagai orang yang pertama kali menjabat 
sebagai pengurus NU Kabupaten Sampang. Mereka resmi menjadi pengurus 
NU Kabupaten Sampangyaitu setelah dilantik oleh salah satu pendiri NU 
pertama kali yaitu Al-Maghfurlah K.H. Wahab Hasbullah. Mereka dilantik di 
alun-alun Kabupaten Sampangyang waktu dahulu yaitu berada didepan 
masjid agung Sampang. Sejak NU dilantik secara resmi, maka keberadaan 
Nahdlatul Ulama di tengah-tengah masyarakat khususnya Kabupaten 
Sampang semakin kuat dan mampu berperan dalam segala aktifitas 
keagamaan masyarakat secara lebih luas meskipun dalam praktiknya roda 
organisasi masih berjalan secara konvensional. 
Pada hari ini, PCNU Kabupaten Sampang dikomandoi oleh KH. 
Syafiuddin Abd. Wahid yang terpilih dua kali periode berturut-turut. Dalam 
periode keduanya ini, dia menfokuskan programnya pada dua hal penting, 
yakni; penguatan internal dan pemberdayaan eksternal. Penguatan internal 
yang dimaksudkannya ialah, bagaimana para pengurus PCNU Sampang 
memiliki kompetensi untuk melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh 
pengurus yang lain. Sedangkan pemberdayaan eksternal berarti, keinginannya 
untuk menghadirkan NU sebagai bagian integral di kalangan masyarakat. NU 

































harus bisa memberikan warna yang tampak dan signifikan di semua elemen 
kehidupan masyarakat, dan tidak sekedar dalam bidang keagamaan saja.  
3. Visi, Misi, dan Program PCNU Sampang  
Sebagaimana yang tertera di Kantor sampang berikut ini adalah visi 
misi dan program yang ingin dicapai oleh Pengurus Cabang Nahdlatul 
Ulama’ Kabupaten Sampang:  
a. Visi  
‚Terwujudnya Nahdlatul Ulama’ sebagai Jam’iyah Diniyyah 
Ijtima’iyah yang kuat dan maslahah‛  
b. Misi  
1) Melakukan upaya penguatan kapasitas kelembagaan (capacity 
building)  
2) Melakukan upaya penguatan Aswa an Nahdliyah  
3) Melakukan upaya dinamisasi kelembagaan NU dalam upaya 
meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang bermutu dan 
Berakhlaqul Karimah  
c. Program Umum  
1) Program Penataan Organisasi (Institutional Building)  
2) Program Pengembangan pendidikan dan Sumber Daya Manusia  
3) Program Pemberdayaan ekonomi  
4) Program Pengembangan Dakwah dan Layanan Sosial  
Adapun rigid program PCNU dan Banom sebagaimana berikut:  

































Tabel 3.1  
Program Kerja PCNU Sampang Tahun 2014 - 2019 H 
 




1. Peningkatan Pemahaman Aswaja an Nahdliyah kepada 
seluruh masyarakat, melalui koordinasi semua lembaga, 
dikomandoi oleh Aswaja Center PCNU Sampang.  
2. Kajian Rutin Keaswajaan dan Metodologi Keislaman  
3. Peningkatan Kualitas SDM dalam pemahaman 
Keaswajaan, baik internal maupun terjun langsung ke 
masyarakat luas.  
4. Menyediakan media dan sarana komunikasi untuk 
membumikan faham-faham keaswajaan ala NU bagi 
semua kalangan masyarakat.  
5. Melakukan kajian-kajian kekinian terhadap 
perkembangan dan pengembangan model keaswajaan di 
Indonesia.  
6. Diklat Trainer Aswaja An Nahdliyah  
7. Diklat Kader Aswaja an Nahdliyah 
Pendidikan dan 
Pengkaderan  
1. Optimalisasi pengembangan dan kualitas lembaga 
pendidikan di bawah NU, melalui badan koordinasi LP 
Maarif dan Pergunu.   
2. Melakukan Sosialiasi Pemahaman Aswaja An Nahdliyah 
melalui lembaga pendidikan NU  
3. Identifikasi sekolah atau madrasah yang tergabung di 
LPM NU dalam status kepemilikannya dengan NU 
4. Mengembangkan sekolah atau madrasah menjadi sekolah 
atau madrasah unggulan  
5. Diklat dan Peningkatan Kuwalitas Guru NU Kerjasama 
dengan pihak luar terkait dengan pembiayaan pendidikan 
6. Diklat Kader NU dan Banom NU 
7. Kaderisasi dan Pendirian Ranting NU/Banom NU di 
setiap Kelurahan 





1. Mengembangkan koperasi NU 
2. Mendirikan BMT/BPR NU 
3. Membangun sistem perdagangan warga NU 
4. Membangun jaringan tata niaga bahan pokok dalam 
memenuhi kebutuhan hajat hidup masyarakat banyak 
5. Menyediakan perlengkapan Haji 
6. Kerjasama dengan pihak lain untuk membangun Pasar 
Tradisional 
7. Pelatihan life skill untuk warga NU 

































8. Pendampingan Pengembangan Ekonomi Kreatif terhadap 




1. Pembinaan dan santunan kepada panti yatim piatu, 
melalui LAZISNU 
2. Santunan terhadap kaum fakir miskin 
3. Santunan Pembinaan pendidikan 
4. Menghidupkan kembali/mendirikan Balai Kesehatan NU 
5. Mengadakan kegiatan Pengobatan gratis 
6. Penyuluhan terhadap penyakit yang meresahkan 
masyarakat 
7. Diklat, pelayanan ksehatan dan kerjasama lintas program 
baik medis/non medis 
Penyuluhan dan 
Bantuan Hukum  
1. Mendampingi perjuangan hak pangan, sandang dan papan 
bagi masyarakat, melalui Koordinasi LBH NU  
2. Penyuluhan Hukum Agama: Syari’ah, Waris Islam, 
Perkawinan, Perbankan Syari’ah, Asuransi/Takafful 
3. Penyuluhan Hukum Positif: KUHP, HAM, 
Ketenagakerjaan, Jamsostek, Wakaf, Yayasan, KDRT dll 
4. Pelatihan ketrampilan di bidang Hukum 
5. Membuka Layanan Konsultasi dan Bantuan Hukum di 
Kantor LBH NU  
6. Membuka pos-pos Pelayanan Konsultasi dan bantuan 
Hukum  
 
4. Struktur Organisasi PCNU Kabupaten Sampang Periode 2013-2018 M 
 
MUSTASYAR  : KH. Isma’il Fathul Bari 
      KH. Zubaidi Muhammad 
      KH. Barizi Moh. Fathullah 
      KH. Nasiran 
      KH. Syibawaih 
      KH. Zamahsyari 
SYURIYAH 
Rais    : KH. Syafi’uddin Wahid 
Wakil Rais     KH. Mahrus Abd. Malik 
Wakil Rais     KH. Bukhori Ma’sum 
Wakil Rais     KH. Aunur Rofik Mansur 
Wakil Rais     KH. Syafi’uddin Barodi 
Wakil Rais     KH. Jabir Ali Ridlo 
Wakil Rais     KH. Lutfillah Ridwan 
Wakil Rais     KH. Jakfar Yusuf 
Wakil Rais     KH. Abd. Wasik Masra’i 

































Katib    : KH. Luai Imam 
Wakil Katib     KH. As’adur Rofiq 
Wakil Katib     KH Imron Mukhtar 
Wakil Katib     KH. Faidol Mubarok 
Wakil Katib     Mas’udi Cholil 
 
A’WAN   : KH. Abd. Mu’in Mu’thi 
      KH. Ach. Syafi’i Choiruddin 
      KH. Badruddin Mudassir 
      KH. Mas’ud Zayyadi 
      KH. Abd. Malik 
      KH. Ainul Faqih  
      KH. Dhamiri Mudhar 
      KH. Yatim Abd. Qodir 
      KH. Zahid Abd. Mughits 
      KH. Izzat Iroqi 
      KH. Sahuri Sidiq 
      KH. Fahrurrozi Faruq 
 
TANFIDZIYAH  : KH. Muhaimin Abd. Bari 
Ketua      KH. Mujahid Abd. Razaq 
Wakil Ketua     Drs. K. A. Fannan Hasib 
Wakil Ketua     Drs. KH. Mahmud Huzaini 
Wakil Ketua     H. Nuruddin, JC 
Wakil Ketua     Drs. KH. Halim Toha, MM 
Wakil Katua     KH. M. Itqon Busiri 
Wakil Katua     KH. Syakur Mahfud 
Wakil Ketua     KH. A. Fahrur Razi Farouq 
Wakil Ketua     Drs. HM. Ali Wafa, M.Pd.I 
 
Sekretaris   : Mahrus Zamroni, M.HI 
Wakil Sekretaris    Rohman Rohim, S.Pd 
Wakil Sekretaris    Khoirur Roziqin 
Wakil Sekretaris    Miftahur Rozaq, M.Pd.I 
Wakil Sekretaris    Ustad Syafik Bilal 
 
Adapun Stuktur Badan Otonom NU sebagaimana terlampir pada 
lampiran 1  
 
 

































B. Penyajian Data  
Sebagaimana sudah dipaparkan di pendahuluan riset ini, pada bagian 
penyajian data ini penulis akan menggambarkan beberapa pandangan subjek 
penelitian, program kegiatan yang didapatkan melalui tekhnik dokumentasi, dan 
observasi penulis di beberapa kegiatan yang diselenggarakan oleh subjek riset. 
Dalam konteks ini, penulis perlu tegaskan beberapa subjek riset yang akan 
dijadikan rujukan; pertama, Ketua PCNU Kab. Sampang. Kedua, Ketua Aswaja 
Center Kab. Sampang. Ketiga, perwakilan pemuda yang terlibat dalam kegiatan 
tersebut, missal dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kab. Sampang dan 
IPNU/IPPNU Kabupaten Sampang. Semua subjek ini akan memberikan 
rasionalisasi seluruh program-program yang sudah dicanangkan oleh PCNU Kab. 
Sampang.  
1. Model Penyampaian Nilai Aswaja di Kalangan Pemuda Sampang  
Sejatinya, program-program yang dicanangkan oleh PCNU Sampang 
tidak jauh berbeda dengan program organisasi ini dalam skala nasional, yaitu; 
membumikan nilai-nilai keaswajaan yang dianut oleh warga NU. Hanya saja, 
pola dan model penyampaiannya akan lebih banyak disesuaikan dengan 
budaya dan kondisi social daerah yang menjadi sasaran program tersebut. 
KH. Syafiuddin Wahid, Rais Syuriyah NU Sampang, mengatakan:  
‚…Jadi, dalam Rencana Kerja yang kita jalankan, mengikuti apa yang 
sudah digariskan oleh para pendahulu-pendahulu kita. Para Kyai itu 
sudah tahu bagaimana NU seharusnya bertindak. Misalnya, disaat NU 
harus menghadapi kelompok-kelompok Wahabi di era awal. Para kiai-
kiai itu berkumpul kemudian menyerukan seluruh organisasi yang ada 
di bawahnya melakukan hal yang sama, melawan Wahabi. Jadi, sekali 

































lagi, program-program itu tidak jauh berbeda dengan daerah-daerah 
yang lain. Yang bisa berbeda adalah pendekatannya. Misalnya, di 
Sampang ini kan sedang menghadapi konflik dengan Shiah. Kami 
sangat serius membentengi masyarakat-masyarakat kami dari 
keyakinan baru yang kami anggap menyimpang ini. Kami melakukan 
dialog, rapat, dan koordinasi dengan semua pihak agar masyarakat 
bisa tetap hidup berdampingan meskipun berbeda pandangan masalah 
akidah. Yang salah disalahkan, yang benar dibenarkan, melalui cara-
cara mauidah hasanah. Ajakan yang tidak menciptakan konflik bagi 
daerah yang lain.‛5  
 
Sebagai sebuah contoh bagaimana program yang sedang dijalankan 
oleh PCNU Kab. Sampang adalah ;  
‚…contohnya, kami hari ini sedang menggalakkan program 
internalisasi nilai-nilai keaswajaan yang ada di sekolah-sekolah, 
madrasah, dan madrasah diniyah. Kami bekerjasama dengan berbagai 
lembaga untuk membekali para murid itu, memahami apa yang 
dimaksud dengan Aswajanya orang NU. Aswajanya para kyai. 
Aswajanya KH. Hasyim Asy’ari. Bukan aswajanya kelompok-
kelompok lain yang sudah mengalami pergeseran. Mengalami 
perubahan-perubahan sehingga tidak menghargai perbedaan yang ada 
di dalam masyarakat. Mereka mengaku aswaja tapi tidak mau 
melakukan amaliah-amaliah yang sudah turun temurun dilakukan oleh 
masyarakat. Mereka menganggap itu sebagai kegiatan yang tidak ada 
dasarnya. Selain itu, kita juga menyiapkan siapa saja yang mau 
ditugaskan. Apakah itu berasal dari luar sampang atau anggota NU 
yang ada. Misalnya kalau dari luar Sampang, biasanya itu, guru tugas 
dari pondok-pondok pesantren besar, seperti Sidogiri atau dari 
pamekasan…‛6 
 
Masih dalam konteks yang sama, yakni terkait apa yang direncanakan 
oleh PCNU Sampang dalam hal membumikan keaswajaan kepada 
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masyarakat. Ketua Tanfidziyah PCNU Sampang, KH. Muhaimin Abd. Bari 
mengatakan:  
‚Organisasi ini kan jelas induknya adalah Nahdlatul Ulama’. Jadi, 
saya selaku pelaksana hanya menjalankan apa yang sudah dirumuskan 
oleh para kyai-kyai itu. Saya menjadi operatornya saja kan gitu. Kalau 
saya diperintah sekarang lebih menggalakkan nilai-nilai keaswajaan 
yang dianut oleh NU. Mau tidak mau saya harus melakukannya. Tidak 
boleh tidak. Bagaimana caranya? Biasanya para kyai-kyai NU itu kan 
teguh pendirian pada kata-kata al-muh}a>faz}atu ‘ala> al-Qadi>m al-s}a>lih 
wa al-ah{du bi al-jadi>d al-as}lah. Jadi, program saya melanjutkan yang 
lama yang baik. Dan mencari cara-cara yang baru yang lebih baik. 
Apa yang lama? Contohnya, tahlilan, pengajian umum, haul, dan lain-
lainnya. Apa yang baru? Misal, saya sekarang lebih banyak memantau 
kegiatan masyarakat melalui pengajian-pengajian di rumah-rumah. 
Saya melihat di TV ada kelompok-kelompok baru yang ingin merusak 
tatanan masyarakat. Jadi, itu yang sekarang kami jadikan fokus juga. 
Di zaman dahulu tidak banyak orang mau melihat TV itu haram dan 
maksiat. Tapi sekarang siapa yang tidak suka TV. Semuanya suka 
TV. Jadi perlu kita juga hadir dalam kondisi masyarakat-masyarakat 
yang sudah mulai berubah itu.‛7    
 
Tidak jauh berbeda dengan pengakuan Ketua PCNU Sampang, Ketua 
Aswaja NU Center  Sampang, KH Shollahur Robbani, MM juga memaparkan 
hal serupa. Dia menegaskan kalau yang dijalankan oleh Aswaja Center 
merupakan turunan dari program-program yang sudah diagendakan sejak 
rencana kerja di awal periode kepemimpinan. Masih menurut Ketua Aswaja 
NU Center Sampang, sebagaimana Tupoksi yang ada, kerja atau kegiatan 
Aswaja NU Center Sampang ada pada tiga aspek penting; pertama, 
pematangan konsep dan buku ajar yang akan diserahkan kepada lembaga-
lembaga yang bekerjasama dengan PCNU Sampang. Kedua, menyiapkan dan 
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melatih para anggota agar dapat melaksanakan tugas secara seksama dan 
efektif. Ketiga, menyelenggarakan pengajian/pengkajian terhadap isu-isu 
terkini, baik itu melibatkan orang Aswaja NU Center Jawa Timur, atau 
diskusi kecil yang diagendakan sesama pengurus Aswaja NU Center 
Sampang. Berikut ini adalah sebagian petikan wawancaran penulis dengan 
Ketua Aswaja NU Center Sampang:  
‚…Tugas kami adalah menjalankan program-program PCNU. Karena, 
apa ya, kami ini kan badan taktisnya PCNU Sampang. Kami punya 
tanggung jawab untuk mendiskusikan materi-materi keaswajaan. 
Melakukan diskusi dengan para kyai terkait masalah aswaja di 
masyarakat. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat bagaimana 
aswaja itu harus didalami oleh masyarakat. Bahkan, kami berdiskusi 
dengan siapa saja yang kami anggap bisa memahami Aswaja yang 
sesuai dengan tuntunan para kyai-kyai terdahulu. Beberapa bulan 
yang lalu, kami mengundang KH. Marzuki Mustamar untuk 
memberikan wejangan kepada seluruh Anggota Aswaja Center 
Sampang terkait Aswaja An-Nahdliyah. Aswajanya NU. Kalau kita 
dengarkan ceramah beliau itu, menunjukkan bahwa Aswaja NU itu 
Aswaja yang tidak mengedepankan pemaksaan. Aswaja NU itu 
diajarkan melalui cara-cara yang simpatik. Sabar, dan toleran terhadap 
perbedaan. Tapi di pihak yang lain, kami juga mengundang KH. 
Abdurrahman Nafis. Kami mengundang beliau itu untuk penguatan 
nilai-nilai keaswajaan juga, sekaligus memahami apa yang 
menyimpang dari pemikiran-pemikiran kelompok yang lain. Kita tahu 
kalau KH. Abdurrahman Nafis itu memang ahlinya dalam memahami 




Pada intinya, kerangka berfikir dan kerja PCNU Sampang, bisa 
dikatakan, berada pada dua bentuk optimalisasi sistem organisasi yakni, 
melalui penguatan internal agar mampu memberikan pengetahuan dan 
pengalaman keagamaan yang terbaik bagi semua masyarakat Sampang, 
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secara umum, dan warga NU secara khusus. Dari dua pola tersebut, 
kemudian, penulis menanyakan bagaimana pola dan model penyampaian 
doktrin-doktrin yang sudah dipahami secara seksama tersebut, kepada semua 
elemen masyarakat yang ada di Kabupaten Sampang. Dalam konteks ini, Rais 
Syuri’ah PCNU Kabupaten Sampang mengatakan bahwa, pola dan model 
penyampaiannya tidak berbeda dengan metodologi dakwah islamiyah secara 
umum. Artinya, dalam penegasannya dia mengatakan:  
‚…Bagi kami, yang terpenting adalah, Islam ditampilkan sebagai 
agama yang santun. Agama yang tidak suka kekerasan. Islam yang 
mau menghargai perbedaan-perbedaan yang ada di masyarakat. Islam 
yang mau memberikan ruang bagi agama yang lain. Jadi, tidak ada 
cara yang khusus. Orang Madura itu kan wataknya keras sebenarnya. 
Apalagi berhubungan dengan agama. Mereka sangat taat terhadap 
keyakinan keagamaan. Tapi, para kiai-kiai itu juga punya hati yang 
tulus untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat Madura. 
Makanya, kami tidak ingin menampilkan model-model yang seperti 
terjadi akhir-akhir ini. Agama harus menyejukkan. Islam itu harus bisa 
menghadapi persoalan dengan dialog, bukan dengan cara 
kekerasan…..‛9  
 
Ketua Aswaja NU Centre Kabupaten Sampang lebih rigid 
memaparkan model-model pengenalan faham ke-NU-an yang ada di 
Kabupaten Sampang. Menurutnya, model pertama yang dikembangkan 
adalah menggunakan perangkat dan struktur organisasi. Maksudnya, para 
pengurus diwajibkan untuk mengidentifikasi semua persoalan-persoalan yang 
dihadapi di dalam masyarakat, kemudian memberikan solusi terbaik, 
berdasarkan pada rumusan yang dihasilkan melalui rapat-rapat koordinasi 
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antar lembaga di bawah naungan PCNU Sampang. Adapun yang berhubungan 
dengan ke-Aswaja-an, maka peran utama dipegang oleh bagian Aswaja NU 
Center. Pada bagian ini, dia mengatakan bahwa:  
‚Kami di Aswaja NU Center sudah merumuskan beberapa pendekatan 
dan model penyampaian kepada masyarakat. Pertama, melalui para 
kiai-kiai yang berhaluan Aswaja an Nahdiyah. Para kiai ini, biasanya, 
memiliki pondok pesantren di Kabupaten Sampang. Merekalah yang 
menjadi corong utama untuk penyampaian nilai Aswaja An Nahdliyah 
kepada masyarakat. Kedua, melalui lembaga pendidikan yang berada 
di bawah naungan para Kiai-kiai tersebut. Ketiga, melalui pengajian 
umum, haul, atau tahlil yang ada di masyarakat. Keempat, melalui 
lembaga pendidikan umum. Kelima, melalui perangkat-perangkat 
aparatur negara yang melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan. 
Ya…kira-kira itulah yang sudah dilakukan di lembaga Aswaja NU 
Center Kabupaten Sampang‛10  
 
Pada bagian proses selanjutnya, penulis pun menanyakan bagaimana 
PCNU Sampang mampu memerankan sebagai pemberdaya masyarakat, 
khususnya dalam pengembangan nilai-nilai ke-aswaja-an di kalangan 
pemuda. Ketua Aswaja NU Center Sampang menjawabnya sebagaimana 
berikut:  
‚…Saya disini sendiri menyadari bahwa keberadaan pemuda menjadi 
sangat penting. Mereka kan generasi penerus. Saya merencanakan 
beberapa program penting untuk menyampaikan pemahaman ke-
aswaja-an ini. Pertama itu, (lagi-lagi, pen) kita melihat dulu apa yang 
terjadi di dalam organisasi NU. Sumber Daya Manusianya harus 
diperbaiki. Kedua, kami, apa namanya, tentu melibatkan mereka-
mereka yang berada di lingkungan generasi muda. Misalnya, kalau di 
NU itu ada IPNU/IPPNU. Bisa melalui lembaga pendidikan madrasah 
diniyah. Osis di Madrasah Formal. Dan beberapa kelompok 
masyarakat yang sudah bersedia menjadi kader di NU. Ketiga, 
kaderisasi melalui kelompok-kelompok pemuda yang tidak banyak 
kenal dengan agama. Misalnya, komunitas motor, komunitas mobil, 
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atau mereka yang ada di pinggiran jalan itu. Ya, kami tetap menyapa 
mereka agar mereka mau mengikuti apa yang menjadi keyakinan 
kita... Tapi, kalau yang seperti ditanyakan tadi apakah keterlibatan 
aktifnya itu tersistematis. Jadi, kami setiap tahun itu melakukan 
kerjasama dengan lembaga pendidikan formal, seperti SD/MI, dan 
seterusnya untuk bisa ambil bagian dalam mengisi kajian keislaman di 
acara orientasi. Nah, kalau itu di SD, anak-anak IPNU dan PMII 
biasanya kami libatkan. Kalau sudah di tingkatan SMA kami biasanya 
mengundang atau mengajak para pengurus yang sudah sangat 
memahami aswaja an-Nahdliyah. Jadi, setidaknya, itu yang 
sistematis. Itu yang kami lakukan untuk menginternalisasi ke 
kelompok muda/kalangan muda itu tadi.‛11  
 
Ketua Tanfidziyah NU dan Rais Syuriah NU tidak memberikan 
komentar banyak terkait dengan pelibatan kalangan pemuda. Keduanya 
sekedar menegaskan bahwa kalangan muda juga merupakan objek dan subjek 
garapan yang menjadi concern PCNU Sampang. Menurut keduanya, generasi 
penerus sudah harus mengenal apa yang dimaksud dengan Aswaja An 
Nahdliyah itu. Generasi pemuda harus bisa membedakan apa aswaja ala NU 
dengan aswaja ala yang lain. Belum lagi generasi muda saat ini sudah sangat 
banyak mendapatkan informasi yang kurang benar terkait dengan pemahaman 
keislaman yang berkembang di Indonesia. Ketua Tanfidziyah mengatakan 
kepada penulis;  
‚…Kalau keaswajaan itu kan sudah ada Aswaja NU Center Sampang 
yang memang fokus untuk melaksanakan program itu. Jadi, mereka 
yang sangat tahu bagaimana rumusan-rumusan yang akan dilakukan. 
Tapi, setidaknya di tingkatan pengurus itu melakukan supervisi dan 
pendampingan. Kami memberikan keleluasaan kepada mereka 
melibatkan semua pihak yang bisa menjelaskan apa itu aswaja ala NU. 
Makanya, kami tidak begitu tahu kalau masalah strateginya. Kami 
bertanggung jawab kepada masyarakat saja secara luas. Jadi, kami itu 
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sekedar diundang untuk memberikan tausiyah, memberikan ceramah, 
memberi tahu masyarakat terkait perkembangan yang terjadi di 
Indonesia. Tidak sama sekali spesifik berhubungan dengan 
kepemudaan. Yang muda-muda biar diurus sama yang muda. Ketua 
Aswaja NU Center dan anggotanya itu banyak yang muda-muda. Jadi 
mereka bisa lebih paham terkait apa yang dibutuhkan anak muda.‛12 
 
Penulis pun berusaha menggali informasi terkait keterlibatan pemuda 
dalam mensosialisasikan pemahaman aswaja an nahdliyah. Dalam hal penulis 
bertanya langsung kepada dua organisasi pemuda yang beraviliasi langsung 
atau tidak langsung (karena PMII selalu menyebut dirinya sebagai organisasi 
independen) dengan Nahdlatul Ulama’ secara struktural. Ketua IPNU Kab. 
Sampang, yang juga sudah menempuh pendidikan tinggi di salah satu 
Sekolah Tinggi Agama Islam ini, mengatakan bahwa:  
‚Ya…semenjak kepemimpinan KH. Sholahur Robbani ini, kita itu 
sering diundangi, untuk kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh 
pengurus Aswaja NU Center Kabupaten Sampang. Tidak hanya di 
acara-acara seminar, pengajian, atau diskusi, tapi kami diikutkan 
dalam menyusun kegiatan-kegiatan kepemudaan. Ya benar (pelibatan 
para pemuda dalam Masa Orientasi Siswa SD, pen). Kami memang 
dilibatkan untuk memberikan pemahaman aswaja pada adek-adek 
kami di SD dan SMP. Kalau kita Cuma mengenalkan aswaja itu 
sekedar paham-paham yang ada di masyarakat itu. Kalau yang bagian 
materi biasanya dari guru-guru sendiri. Kita bagian pendalaman dan 
pendampingan saja. Tidak langsung mengajar….‛13    
 
Ketua Cabang PMII Kabupaten Sampang pun tidak menyangkal 
bahwa mereka dilibatkan dalam proses pengenalan dan penggemblengan 
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sikap keaswajaan an Nahdliyah. Dia menggambarkan bagaimana sahabat-
sahabati PMII bisa memberikan pengalaman dan pemahaman mereka terkait 
nilai-nilai kepemudaan yang ada di Kabupaten Sampang, sekaligus 
mengggambarkan bagaimana sikap keislaman khas Indonesia yang diharus 
dipegang teguh oleh para generasi penerus Bangsa. Namun demikian, Ketua 
Cabang PMII Kabupaten Sampang tidak merinci apa saja keterlibatan 
langsung mereka di dalam proses sosialisasi tersebut. Kepada penulis, Ketua 
Cabang PMII Kabupaten Sampang hanya mengatakan kalau mereka 
dilibatkan dalam program sosialisasi tersebut.
14
  
Adapun pertanyaan terakhir yang penulis tanyakan kepada seluruh 
narasumber penelitian ini ialah, apa kelebihan dan kendala yang dihadapi 
dalam proses penanaman aswaja an nahdliyah ini melalui pelibatan kelompok 
pemuda, serta apa problem yang dihadapi pada proses internalisasi kepada 
sasaran program (baca; anak-anak muda). Ketua Tanfidziyah NU 
menjawabnya sedikit normative. Kepada penulis dia menjabarkan:  
‚…Kami merasa kelebihannya para pemuda ini kan tidak banyak 
mengetahui apa saja isu-isu yang dihadapi masyarakat umum. Di 
dalam diri mereka, mereka masih ingin bebas. Mereka tidak ingin 
terikat dengan segala hal yang berbau aturan. Maka dari itu, 
pengenalan terhadap Aswaja An Nahdiyah pada kalangan muda 
sangat diperlukan. Bisa saja, bagi yang masih kecil mereka tidak 
paham apa itu aswaja an nahdliyah, tapi mereka bisa melihat apa yang 
dilakukan di masyarakat secara langsung, dan kami memberikan 
pemahaman bahwa itu bagian dari ajaran yang dipegang oleh para 
pendahulu. Para kiai. Para orang tua mereka. Dan orang-orang di 
sekitar mereka….Kendalanya ya, mereka kan tidak tahu menahu itu 
tadi. Jadinya mereka kadang bingung. Tapi kalau ditingkatan 
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SMA/MA mereka sudah paham. Mereka bisa mengartikan apa yang 
kami jelaskan kepada mereka. Jadi, apa ya, mereka memang butuh 
sosialisasi itu untuk bisa paham itu tadi.‛15 
 
Rais Syuriyah NU Sampang pun tidak menampik ada kelebihan dan 
kelemahan dalam pelaksanaan program melalui pelibatan generasi muda ini. 
Dia mengatakan kepada penulis;  
‚Pelibatan generasi muda ini bisa dipahami menjadi dua hal; pertama, 
memberikan pemahaman kepada mereka tentang aswaja an nahdiyah, 
sehingga mereka ini bisa menjadi kader yang militan terhadap NU. 
Kedua, mereka bisa menjadi pembelajar yang seimbang bagi para 
generasi muda yang lain. Jadi, mereka bisa menterjemahkan ajaran-
ajaran Islam Ahlus Sunnah wa Al Jamaah ini menggunakan bahasa 
mereka. Tapi kelemahannya, program ini menjadi sedikit lamban 
untuk mendapatkan respon yang baik dari semua kalangan. Karena, 
banyak orang tidak yakin jika generasi muda ini memiliki pemahaman 
yang baik itu tadi. Jadi, mereka seringkali meminta pendampingan 
dari pengurus PCNU agar tidak menyimpang dari yang sudah 
digariskan. Makanya, kami juga memberikan pemahaman secara 
sistematis kepada seluruh stake-holder bahwa pelibatan ini untuk 
memberi pengalaman baru bagi generasi muda, dan turun andil untuk 
membumikan nilai-nilai Aswaja an Nahdliyah ini.‛16 
 
Ketua Aswaja NU Center Sampang, kepada penulis, menjabarkan dua 
pertanyaan tersebut sebagaimana berikut:  
‚…Tujuan utama pelibatan generasi muda itu, untuk memberikan 
pengalaman, itu pasti. Selanjutnya, kami ingin mereka itu memiliki 
rasa kepemilikan kepada NU. Nah, dari tujuan ini, generasi muda 
sudah pasti akan berusaha sungguh-sungguh memahami apa itu 
aswaja an nahdiyah. Setelah itu, mereka juga bertanggung jawab 
untuk mensosialisasikan kepada sesamanya; baik mahasiswa, siswa, 
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dan komunitas lainnya. Setelah itu, kami biasanya, membawa mereka 
ke lembaga pendidikan formal NU, untuk menyajikan pengalaman 
mereka ini, kepada pemuda yang lainnya. Kelemahannya mungkin ya, 
koordinasi dan konsolidasi antara pengurus NU, Aswaja NU Center, 
dan organisasi kepemudaan yang lain. Apalagi organisasi itu 
cenderung berfikiran politik. Mereka sudah tidak banyak berfikir 
sikap-sikap keislaman yang baik, yang benar, dan lain-lain. Mereka 
cenderung memilih bebas itu tadi. Tapi, kami sendiri harus terus 
berusaha memberikan pemahaman bahwa mereka punya tanggung 
jawab bersama untuk menjaga nilai-nilai keislaman yang sudah 
dipegang teguh ini…Satu lagi, problem di lapangan yang sering kita 
hadapi adalah apabila program ini dilaksankan di sekolah-sekolah 
Formal, seperti SMP, SMA, dan SD. Mereka sangat administrative. 
Makanya, tahun ini kami sudah meminta surat resmi ke Diknas dan 
Depag agar dalam setiap tahunnya mereka mensosialisasikan program 
ini. Dan alhamdulilah, tahun ajaran baru ini, kami sudah mendapatkan 
surat yang membolehkan melakukan sosialiasi ini di acara keagamaan, 
acara orientasi, dan acara-acara lainnya, khususnya di Kabupaten 
Sampang. Sudah melalui surat Bupati juga.‛17 
 
Secara observasional, penulis tidak banyak bisa menggambarkan apa 
yang terjadi di lapangan. Sebab, di saat pelaksanaan penelitian ini, program-
program sosialisasi yang diceritakan melibatkan lembaga formal (baik 
melalui kegiatan ektra kulikuler dan intra sekolah), tidak bisa dijabarkan 
secara baik. Namun, terkait dengan kegiatan-kegiatan yang berhubungan 
dengan pelibatan organisasi pemuda penulis sempat mengamati dua kegiatan; 
pertama, kegiatan pengajian Aswaja An Nahdliyah yang diselenggarakan di 
PCNU tertanggal 29 Januari 2017. Di situ terlihat panitia pelaksananya 
adalah dari kalangan IPNU/IPPNU dan PMII, dan sekaligus mereka diminta 
untuk menghadirkan teman-teman sejawatnya. Kedua, ada kegiatan rapat 
                                                             
 
17
 Wawancara dengan KH. Sollahur Robbani, M.M, Ketua Aswaja NU Center Sampang, 
Pada Tanggal 19 Juli 2016 

































bersama untuk sosialisasi pemahaman Aswaja an Nahdiyah bersama semua 
organisasi kepemudaan di Kab. Sampang. Kegiatan rapat ini difasilitasi oleh 
PCNU bekerjasama dengan Pemerintah Daerah. Rapat ini akhirnya 
merumuskan pelibatan semua elemen kepemudaan untuk memberikan 
pemahaman Islam-Indonesia dengan cara yang baik dan ilegan.  
Setidaknya inilah yang bisa penulis paparkan bagaimana model-model 
yang direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi oleh PCNU Kabupaten 
Sampang untuk mengenalkan pemikiran aswaja an nahdliyah. Sebuah model 
keaswajaan yang khas Indonesia. Khas NU, dan Khas Nusantara. Sebuah 
model keaswajaan yang mengejawantahkan asimiliasi nilai keislaman dan 
kebudayaan yang berkembang di masyarakat. Bukan aswaja yang 
memisahkan nilai luhur kemasyarakatan, karena dianggap bertentangan 
dengan nilai keislaman yang kaku. Sebuah model keaswajaan yang dipegang 
teguh oleh para kyai dan tokoh masyarakat Islam di Madura khususnya, 
melalui lembaga pendidikan pesantren yang dibangun untuk menggembleng 
generasi muda yang sadar akan nilai tersebut. Dari ulasan di atas pula, penulis 
menyadari betapa pentingnya pelibatan pemuda, agar supaya, nilai-nilai 
keaswajaan tersebut bisa memiliki bahasa setimpal untuk anak-anak yang 
masih berada di bawah umur dan sedang beranjak dewasa.  
2. Strategi Pengembangan Nilai Kebangsaan di Kalangan Pemuda Sampang  
Pada bagian ini, penulis akan terlebih dahulu ingin menggambarkan 
kerangka kesejarahan NU dan ideology kebangsaan. Tujuannya untuk 

































menegaskan bahwa, NU bukan organisasi kemasyarakatan yang anti terhadap 
faham kebangsaan. Oleh karena itu, menceritakan bagaimana peran NU 
terhadap pengembangan nilai kebangsaan, seperti menanyakan seorang petani 
bagaimana cara bercocok tanam. Kendati demikian, agar tidak terlalu hambar 
narasi jawaban dari para narasumber, penulis meningkatkan problem 
kebangsaan ini dalam konteks instabilitas politik. Maksudnya, penulis akan 
lebih banyak mengkonteskan ideology kebangsaan dan nilai-nilai keislaman, 
yang oleh sebagian kelompok, dianggap bertentangan. Jadi, pertanyaannya 
tidak sekedar peran dan strategi di masa normal, melainkan di era yang mulai 
krisis identitas seperti saat ini.  
Pertanyaan pertama yang penulis sugukan kepada semua nara sumber 
ialah, bagaimanakah tanggapan mereka terkait nilai kebangsaan yang mulai 
tergerus di kalangan masyarakat luas. Apa saja factor yang sangat 
mempengaruhi dan bagaimana strategi menghadapi persoalan tersebut. 
Terakhir pertanyaan terkait dengan pelibatan pemuda dalam membangun 
nilai kebangsaan, apa kelebihan dan kelemahannya, hingga bagaimana 
strategi yang efektif mengotimalkan peran pemuda tersebut. Rais Syuriah 
NU Kabupaten Sampang menjawab persoalan pertama sebagaimana berikut:  
‚…Ya, kalau melihat sekarang ini Islam dihadapkan lagi dengan nilai 
kebangsaan. Padahal, cinta tanah air itu sebagian dari iman. (hub al 
wat}o>n min al ima>n) itu kata KH. Hasyim Ash’ari dulu. Nah, tapi ini 
semua kan politik ya. Jadi, saya menganggapnya, nilai kebangsaan itu 
masih kuat di masyarakat. Mereka tidak ingin merubah apa yang 
sudah ada. Ya kalau dilihat dari televisi, Koran, dan pengajian-
pengajian, kayaknya sekarang lagi krisis saja. Tapi menurut saya itu 
tidak terjadi di Sampang. Di Sampang tidak memerlukan lagi 

































penanaman nilai kebangsaan. Masyarakat Sampang sudah bangga 
menjadi bagian dari Indonesia. Tidak perlu dirubah lagi‛.18   
 
Ketua Tanfidziyah NU Kabupaten Sampang mengatakan bahwa;  
‚…NU dan NKRI itu sudah selesai. Sejak Muktamar NU 1984 di 
Situbondo, NU menerima Pancasila sebagai ideology Indonesia. Jadi, 
NU tidak akan membiarkan ada kelompok-kelompok baru yang ingin 
merubah Pancasila. Makanya, kami disini selalu menegaskan bahwa 
NKRI harga mati, Pancasil harga mati, dan Islam juga agama yang 
kami bela kebenarannya. Indonesia dan Islam tidak perlu 
dipertentangkan. Keduanya harus hidup bersama. Jadi, saya jadi 
teringat bahasa KH. Musthofa Bisri, yang itu, kita ini adalah orang 
Indonesia yang beragama Islam. Bukan pendatang. Jadi, kita punya 
kewajiban dan hak. Kewajiban kita adalah menjaga Indonesia aman. 
Hak kita adalah bebas melaksanakan ibadah dan kewajiban kita 
sebagai umat Islam. Atau ini, siapa itu, KH. Marzuki Mustamar. 
Beliau kalau ceramah selalu menekankan itu. Kiai Marzuki sempat 
mengatakan bahwa kepanjang PBNU itu Pancasila, Bhinneka Tunggal 
Ika, NKRI, dan UUD 45. Jadi, NU dan kebangsaan itu tidak punya 
masalah apa-apa…‛19 
 
Demikian halnya dengan Ketua Aswaja Center yang penulis tanyakan. 
Menurutnya kerangka berfikir yang dikembangka oleh NU tidak akan pernah 
bisa dirubah. Hasil muktamar itu merupakan permufakatan tertinggi, dan 
hanya bisa diganti oleh ijtihad baru pada level yang sama. Melalui alasan 
tersebut, Ketua Aswaja Center PCNU Sampang berpendapat:  
‚…Kebangsaan atau nasionalisme itu sudah tabiat orang NU. Orang 
NU harus menghargai perjuangan-perjuangan yang sudah 
dikembangkan oleh para pendahulu NU. Sejak saya kecil dulu, hingga 
sekarang, para kiai NU selalu mewajibkan para santri itu untuk 
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membela tanah air. Tidak sekedar seruan saja. Para kiai itu juga 
memberikan contoh terbaik bagaimana kita harus bisa berbuat 
terhadap negara. Mencintai negara ini dengan seksama. Makanya, 
kami sadar betul bahwa membela negara dan nilai-nilai kebangsaan 
menjadi bagian yang tidak bisa ditinggalkan di kalangan NU. 
Terkecuali mereka tidak ingin bergabung dengan NU, pasti 
ideologinya berbeda. Apa yang kita hadapi sekarang ini kan hanya 
masalah persoalan politik. Sebagian besar umat NU tidak pernah 
ambil pusing. Mereka tidak banyak dipengaruhi oleh pemikiran-
pemikiran yang ingin memisahkan Islam dengan nilai kebangsaan. 
Khususnya di Sampang yang saya ketahui mereka beraktifitas seperti 
biasa saja, tidak ada yang terpengaruh.‛20 
 
Dia melanjutkan bahwa ketergerusan pemahaman kebangsaan di 
masyarakat secara umum diakibatkan empat hal; pertama, mulai abainya 
masyarakat terhadap nilai-nilai kebudayaan yang ada di Indoensia. Kedua, 
adanya factor kelompok-kelompok tertentu yang menginginkan ada 
perubahan ideology negara. Ketiga, dengan adanya demokrasi, kebebasan, 
dan hak asasi manusia, masyarakat sudah tidak ingin berharap diatur oleh 
negara. Mereka ingin bebas sebebasnya tanpa ada kepentingan negara yang 
mengatur mereka. Di pihak yang lain, negara sendiri membiarkan persoalan-
persoalan yang dihadapi ini terus berkembang tidak beraturan. Keempat, 
berkembangnya media-media social yang secara isinya tidak bisa 
dipertanggung jawabkan secara baik. Maka dari itu, hal yang sebenarnya 
harus dilakukan pemerintah ialah memberikan pemahaman ulang kepada 
masyarakat bagaimana semestinya berdemokrasi, bagaimana hidup di alam 
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global, dan bagaimana semestinya kebangsaan mejadi identitas yang sulit 
dihilangkan di masyarakat.  
Selain berkaitan dengan tantangan terkini, bagaimana niai-nilai 
kebangsaan diinternalisasi kepada masyarakat, dan apa makna kebangsaan 
dalam persepsi yang dibangun oleh NU, penulis juga menanyakan bagaimana 
pelibatan para pemuda dalam mensosialisasikan nilai-nilai kebangsaan 
tersebut. KH. Syafiuddin Wahid mengatakan bahwa:  
‚Peran pemuda hari ini memang sangat penting. Dunia sekarang ini 
sudah sulit didekati melalui carapandang yang lama. Para pemuda 
lebih mampu dan kreatif dalam mensiasati persoalan. Mereka punya 
media dan ruang khusus untuk mengaktualisasikan apa yang sudah 
menjadi kebiasaan mereka masing-masing. Maka dari itu, PCNU 
Kabupaten Sampang harus bisa bekerjasama dengan para pemuda ini 
untuk bisa menampilkan nilai-nilai kebangsaan sebagai gaya hidup 
mereka. Misalnya, mereka diberikan pemahaman bahwa cinta tanah 
air itu tugas yang harus terus dijaga agar Indonesia tetap aman dan 
tentram. Misalnya lagi, mereka itu diajak untuk menyelesaikan 
konflik-konflik yang terjadi di masyarakat. Mereka dilibatkan untuk 
mengetahui apa yang dibutuhkan masyarakat, sehingga mereka sadar 
bahwa pemuda memiliki peran positif untuk membangun nilai-nilai 
kebangsaan yang ada di Indonesia.‛21 
 
Ketua Pengurus Cabang PMII Kabupaten Sampang, Imam Abu 
Khalid, sangat bersemangat untuk mengidentifikasi kegersangan nilai-nilai 
kebangsaan yang ada di Indonesia. Dalam identifikasinya, selain disebabkan 
politik dan kepentingan sesaat, pemerintah memang sudah sangat abai terkait 
penanaman nilai-nilai kebangsaan ini. Pemerintah cenderung memikirkan 
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bagaimana ekonomi itu berkembang, tanpa melihat persoalan social yang 
diakibatkan oleh para pendatang itu. Dia pun menegaskan kepada penulis 
bahwa;  
‚…Bagi kami sebagai pemuda dan generasi penerus, nilai-nilai 
kebangsaan itu bisa diwujudkan melalui keberpihakan terhadap 
masyarakat bawah. Dimana pemerintah biasanya tidak pernah 
memikirkan hal tersebut. Menurut saya, krisis kebangsaan yang 
melanda Indonesia diakibatkan karena imprealisme asing. Mereka 
membuat masyarakat sangat bergantung secara kehidupan social-
ekonomi dan politik… Di kalangan pemuda sendiri, mereka tidak mau 
tahu apa yang terjadi terhadap bangsa ini. Mereka sudah sangat 
individualis; mereka memikirkan apa yang baik untuk mereka sendiri. 
Jadi, tidak ada sikap kolektif yang menunjukkan bahwa mereka mau 
berkorban untuk bangsa ini. Satu lagi yang penting, gaya hidup dan 
media social sangat banyak mempengaruhi pemahaman kebangsaan 
yang ada di Indonesia. Mereka membuat rumusan sendiri bagaimana 
model kehidupan yang baik bagi mereka. Ya, jadinya mereka tidak 
paham apa itu Indonesia. Siapa orang Indonesia. Dan bagaimana 
masyarakat Indonesia‛.22   
 
Ketua IPNU Kabupaten Sampang pun sama. Dia hanya menambahkan 
bahwa salah satu problem utama yang ada di Indonesia terkait kebangsaan 
ini, ialah lembaga pendidikan tidak membentuk karakter yang baik. Dia 
mengatakan;  
‚…Dulu, waktu saya masih kecil itu sempat diceritakan bahwa ada 
sistem P4, atau penataran untuk memahamkan masyarakat atas nilai-
nilai kebangsaan dan kenegaraan. Tapi, waktu saya sekolah itu sudah 
tidak ada. Saya hanya diajari bahwa membela tanah air itu wajib. 
Mencintai Indonesia itu bagus. Tapi kan kita tidak tahu bagaimana 
bentuknya. Bagaimana modelnya. Bagaimana semestinya. Maka dari 
itu, mereka mengekspresikannya sendiri-sendiri. Ini kondisinya 
berbeda dnegan di zaman-zaman sebelumnya yang bisa seragam. Bisa 





































bersama-sama mengartikan apa yang dimaksud dengan cinta tanah air 
itu. Jadi, menurut saya, yang harus bertanggung jawab, selain kami 
sesame pemuda sendiri, lembaga pendidikan juga harus memberikan 
pemahaman yang utuh bagaimana yang dimaksud dengan cinta tanah 
air dan nilai-nilai kebangsaan itu. Lembaga pendidikan tidak boleh 
hanya mengajarkan saja, tapi harus menanamkan. Nah, untuk 
menanamkan itu membutuhkan strategi dan pendekatan. Saya punya 
usul bagaimana kalau dikembali seperti tahun-tahun sebelumnya 
dengan format yang baru. Maksudnya itu, mereka diwajibkan cinta 
tanah air, tapi tidak wajib mengidolakan siapa pemimpin yang hari ini 
menjadi presiden…Dengan begitu, kita bisa menilai apakah anak itu 
memiliki nilai kebangsaan atau tidak. Kita bisa menilai mereka 
bersikap seragam atau tidak. Dengan begitu juga, kita bisa tahu 
bagaimana perkembangan nilai kebangsaan yang ada di Indonesia ini 
secara terukur.‛23 
 
Tanggapan Ketua Aswaja NU Center lebih konfrehensif terhadap 
bagaimana proses-proses, model, dan strategi nilai-nilai kebangsaan di 
kalangan pemuda. Kepada penulis dia mengatakan bahwa, pertama; secara 
konten nilai-nilai cinta tanah air harus dikontekstualisasikan dengan kondisi 
masyarakat saat ini. Kedua, diperlukan media efektif untuk memudahkan 
para pemuda mengakses informasi tentang apa yang dimaksud dengan nilai 
kebangsaan Indonesia ini. Ketiga, barulah kalangan pemuda dilibatkan secara 
aktif dan kreatif untuk memahamkan antar sesamanya. Misalnya, IPNU harus 
bisa bekerjasama dengan sekolah dan OSIS, PRAMUKA, dan komunitas 
lannya. Keempat, diperlukan implementasi strategis yang melalui program 
pemerintah secara kolektif, seperti upacara bersama di hari-hari bersejarah di 
Indonesia, perayaan keagamaan yang dibungkus dengan kegiatan kebangsaan, 
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dan lainnya. Terakhir, para kyai, pemerintah, dan tokoh masyarakat harus 
mampu memberikan pemahaman yang sangat konfrehensif terkait hal 
tersebut. Kendati sangat sistematis dan rigid, Ketua Aswaja NU Center ini 
pun menyadari bahwa program tersebut tidak bisa dilakukan dengan seksama 
tanpa bantuan semua pihak. Kepada penulis dia bercerita:  
‚…Kalau tidak salah dua tahun yang lalu, kami sudah mencanangkan 
program-program yang kolektif itu. Tapi, dari pihak pemerintah 
mengatakan bahwa program tersebut sudah ditangani dinas-dinas 
dibawahnya. Karena tidak hanya satu dinas, maka kami sangat 
kesulitan untuk mengaksesnya. Misalnya, untuk program sosialisasi 
kebangsaan ada di pihak Bakesbang. Sedangkan pemuda dan murid-
murid itu ada dibawah naungan dinas pendidikan dan kepemudaan. 
Nah, kami ingin ke depan hal itu bisa dikoordinasikan. Agar tidak 
sekedar satu dinas garap satu objek. Agar semuanya bisa paham nilai 
kebangsaan ini secara kolektif dari lintas dinas itu. Bukan hanya 
kerikulum melainkan juga di kehidupan nyata di masyarakat.‛24  
 
Terlepas dari semua paparan di atas, khususnya berkaitan dengan 
penanaman nilai-nilai kebangsaan di kalangan remaja/pemuda melalui 
organisasi NU atau kepemudaan, penulis secara observasional ingin 
memberikan beberapa catatan penting; pertama, pergeseran nilai-nilai 
kebangsaan harus diakui menjadi tanggung jawab semua pihak. Tanpa ada 
pengecualian. Kegersangan masyarakat memahami identitas bangsa 
Indonesia tidak sekedar kealpaan pemerintah, melainkan juga interaksi 
masyarakat yang tidak bisa dikontrol sebab perbedaan sudut pandang dalam 
memahami apa yang dibutuhkan Indonesia hari ini. Kedua, khusus di daerah 
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Sampang, yang secara mayoritas memang sudah memahami NU dengan 
seksama, program-program yang konfrehensif sebagaimana diusulkan 
beberapa nara sumber memang sangat dibutuhkan. Keterlibatan/ partisipasi 
masyarakat menjadi penentu berhasil atau tidaknya nilai-nilai kebangsaan itu 
diinternalisasikan kepada pemuda atau masyarakat umum khususnya. Jadi, 
keterikatan masyarakat Sampang dengan NU dan para kyainya bisa menjadi 
nilai lebih untuk penanaman nilai kebangsaan tersebut.  
3. Desain Pemahaman Ke-Aswaja-an dan Pengembangan Nilai Kebangsaan 
di Kalangan Pemuda Sampang  
Pada bagian terakhir, penulis ingin menggambarkan bagaimana wujud 
pemahaman keaswajaan ini, bisa memberikan sumbangsih untuk membangun 
nilai-nilai kebangsaan di kalangan pemuda di Kabupaten Sampang. Dalam 
pemahaman penulis, nilai-nilai keaswajaan yang dimaksudkan disini, tentu, 
sudah sangat spesifik yang dikembangkan oleh orang-orang NU sendiri. Maka 
dari itu, penulis akan mengangkat empat instrument penting dalam konteks 
ini; pertama, apakah nilai-nilai keaswajaan NU sejalan lurus dengan 
pengembangan nilai-nilai kebangsaan di Indonesia. Kedua, bagaimanakah 
cara dan strategi membingkai nilai-nilai keaswajaan tersebut menjadi bagian 
konstruktif dalam pengembangan nilai kebangsaan. Ketiga, apa problem yang 
dihadapi untuk mensosialisasikan hal tersebut. Terakhir, apakah solusi yang 
bisa digagas agar proses sosialisasi di kalangan pemuda Kabupaten Sampang 
itu lebih efektif dan efesien. 

































Pada pertanyaan pertama, Rais Syuriyah NU Kabupaten Sampang 
mengatakan bahwa;  
 ‚…Di muktamar NU Jombang, para kyai sudah bersepakat bahwa 
aswaja NU itu ‘berbeda’ (dalam tanda kutip ya, pen) dengan aswaja 
yang dipahami umat Islam secara umum. Aswaja NU itu memiliki 
ciri, salah satunya, adalah sikap moderat. Sikap tidak memenangkan 
pendapat diri sendiri. Sikap yang mau menerima perbedaan pandangan 
yang terjadi di masyarakat. Nah, dari sikap moderat ini, sudah sangat 
cocok dengan yang ada di Indonesia yang beragam dan plural. Jadi, 
kita tidak berhak untuk memaksa apa yang kita yakini benar itu, 
menjadi kebenaran miliki orang lain. Harus bisa dipisahkan antara 
keyakinan pribadi dengan keyakinan orang lain itu tadi…Jadi, 
khasnya orang NU itu berbeda. Kyai satu dengan kyai yang lain 
berbeda pendapat itu biasa. Tapi, kekerabatan mereka-mereka tidak 
berubah. Mereka masih mau bersilaturrahmi satu sama lain. Kyai NU 
dulu juga sering berebda. Tapi, setelah itu bersama lagi. Jadi saya kira 
itu yang membedakan NU dengan organisasi yang lainnya. Perbedaan 
pandangan sangat dijunjung tinggi.‛25   
 
Adapun pada pertanyaan kedua, Rais Syuriyah PCNU Kabupaten 
Sampang menyebutkan bahwa;  
‚…Saya kira kita sudah mendiskusikannya di bagian sebelumnya itu. 
NU dan NKRI tidak mungkin dipisahkan. NU ada untuk menjadi 
penjaga keutuhan Indonesia. Oleh karenanya, nilai-nilai kebangsaan 
kita selalu serukan dalam setiap kesempatan yang ada. Apakah itu 
melalui pengajian umum, lembaga pendidikan yang berada di bawah 
naungan NU. Hingga pada semua masyarakat yang bisa jadi berbeda 
pendapat dengan NU. Hal ini tidak bertentangan dengan khittah NU 
yang sejak muktamar itu menerima Pancasila sebagai landasan 
ideology bangsa Indonesia. Jadi, ini juga tidak bertentangan dengan 
nilai-nilai aswaja NU. Karena Aswaja NU adalah hasil ijtihad para 
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kyai terdahulu juga. Yang salah satunya menerima pelaksanaan Islam 
tanpa harus merusak tatanan kebangsaan yang ada di Indonesia.‛26  
 
Dalam hal problem dan bagaimana cara menyelesaikannya, Rais 
Syuriah menjawabnya sebagaimana berikut;  
‚Problem yang paling tampak adalah politik dan gerakan-gerakan baru 
seperti Wahabi itu. Di politik itu biasanya para politisi menggunakan 
agama sebagai alat kampanye mereka. Sehingga pemahaman yang 
benar dibuat kabur oleh mereka. Seperti yang ada di beberapa daerah 
dimana NU dan para kyainya dijadikan alat politik, sehingga mereka 
harus bertengkar karena kepentingan yang berbeda-beda. Di pihak 
yang lainnya, ada gerakan radikal seperti wahabi itu. Kalau dilihat 
mereka itu juga mengakui Aswaja. Mereka mengakui bahwa Imam 
mereka adalah seperti yang ada di NU. Tapi, dipihak yang lain, 
mereka memaksa masyarakat untuk tidak mengikuti yang dihimbau 
oleh para kiai dan pemerintah. Karena, kiai dan pemerintah itu tidak 
diakui oleh Islam. Yang diakui Islam ulama dan yang kearab-araban. 
Nah, saat ini, Indonesia sudah menjadi sasaran mereka ini. Makanya, 
Aswaja an Nahdliyah dirumuskan untuk membedakan Aswaja NU 
dengan mereka ini….Lebih lanjut dari itu, NU harus bisa membangun 
penguatan nilai-nilai kebangsaan juga. NU harus berani mengatakan 
akan menjaga NKRI sepenuh hati. Tidak boleh lengah oleh ajakan-
ajakan yang dilakukan kelompok-kelompok baru ini.‛27 
 
Adapun tanggapan Ketua Tanfidiyah NU Kab. Sampang terkait 
beberapa persoalan di atas bisa dihimpun sebagaimana berikut:
28Pertama, 
aswaja an nahdiyah memilik dimensi dan desiminasi terhadap keyakinan 
berbangsa dan bernegara secara seksama. Di dalam NU dikenal kata cinta 
tanah air adalah bagian dari iman. Nilai keimanan  di Islam memiliki posisi 
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yang paling tinggi. Hal ini sama seperti yang tertera dalam kerangka berfikir 
Pancasila dimana ketuhanan diletakkan pada sila pertama. Jadi, sikap 
bertuhan bagi masyarakat Indonesia menjadi sebuah keharusan. Serta, 
menjamin mereka yang memiliki perbedaan pandangan terkait ketuhanan 
juga sebuah keniscayaan. Karena pada lambang Pancasila juga tertera kalau 
perbedaan itu merupakan identitas autentik yang dimiliki oleh Indonesia, 
melalui istilah Bhinneka Tunggal Ika.  
Kedua, strategi yang paling efektif adalah mengintegrasikan nilai-
nilai keislaman menjadi bagian penting sikap nasionalisme. Sikap nasiolisme 
sendiri di dalam Islam sangat dianjurkan. Semua masyarakat memiliki hak 
yang sama untuk membentengi teritori yang dimilikinya secara turun 
temurun. Maka dari itu, salah satu strategi bagaimana Aswaja An Nahdliyah 
ini bisa memberi warna berbeda di dalam keislaman Indonesia adalah mencari 
kesamaan-kesamaan dari nilai Islam dan Keindonesiaan. Dia pun menegaskan 
bahwa; ‚saya kira orang Indonesia sangat tahu Islam yang benar seperti apa. 
Mereka hanya diam saja. Di Sampang misalnya, kalau ada konflik keagamaan 
pasti tidak merambat kemana-mana. Karena mereka yakin, bahwa perbedaan 
cara pandang itu fitrah. Yang harus dilakukan adalah membangun persepsi 
yang sama itu tadi. Jadi, integrasi Islam dan Nasionalisme itu sangat 
penting.‛29 
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Ketiga, problem yang ada memang berkaitan dengan munculnya 
kelompok-kelompok baru yang mengaku paling Islam. Kelompok baru yang 
menganggap Islam itu sudah kaffah. Islam itu memiliki aturan main dalam 
politik dan kehidupan social, dan itu final. Cara pandang seperti ini, menjadi 
problem karena tidak mau menerima perbedaan-perbedaan yang ada di dalam 
masyarakat. Maka solusinya, (menjawab pertanyaan keempat, pen), Aswaja 
An Nahdliyah harus menjadi pilihan sikap masyarakat NU dan Indonesia 
secara luas. Karena dengan model aswaja begini, carapandang keislaman 
tidak gersang dan bertolak belakang daripada budaya yang ada di masyarakat. 
Malahan, mutualistik. Dalam pandangan Ketua Tanfidziyah juga 
mengatakan;  
‚…berkaitan dengan pengembangan dua nilai yang integral ini kepada 
pemuda, maka dibutuhkan sudut pandang baru memang. Misalnya, 
kampanye aswaja an nahdliyah melalui media social, Lembaga 
pendidikan, dan pengkaderan kepada seluruh pemuda agar bisa saling 
mengingatkan apabila mereka menghadapi perbedaan-perbedaan 
pandangan di Masyarakat. Jadi, generasi muda itu tulang punggung 
negara. Aswaja an Nahdliyah dan Nasionalisme adalah dua nilai 
penyangga sikap Islam dan kebangsaan. Jadi, sangat penting para 
pemuda mengetahui hal tersebut. Jadi, mereka tidak bimbang lagi, 
apakah Islam dan nasionalisme bisa disandingkan atau tidak‛.30  
 
Penjabaran lebih detail diungkapkan oleh Ketua Aswaja NU Center 
Kabupaten Sampang. Kata dia:  
‚Aswaja An Nahdliyah, saya lebih suka menyebutnya begitu, adalah 
pengejawantahan dari nilai-nilai aswaja khas NU dan sudah diijtihadi 
sebagai model aswaja yang sesaui dengan nilai-nilai kenabian. Di 
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Aswaja ini, ada banyak prinsip. Pertama, islam harus tetap 
berlandaskan pada sumber asalnya. Kedua, memberikan ruang ijtihad, 
bagi mereka yang dianggap mampu melakukannya. Ketiga, berpegang 
pada kearifan dan kesantunan dalam melaksanakan dakwah Islamiyah. 
Keempat, menghukumi Pancasila dan NKRI sebagai dasar yang tidak 
bisa diganti oleh sistem yang lainnya. Kelima, mengakui keadilan 
Nabi Muhammad dan sahabat dalam mengajarkan Islam. Keenam, 
tidak menganggap bahwa setelah Nabi itu selevel dengan Nabi. 
Ketujuh, meganggap perbedaan sebagai rahmat. Kedelapan, 
menghindari permusuhan. Kesembilan, menjaga hubungan 
keagamaan, kenegaraan, dan sesama warga NU. Terakhir, melakukan 
penyeimbangan hidup antara rasionalitas dan spiritualitas. Dari sini, 
anda sendiri bisa melihat bagaimana NU ingin menyeimbangkan 
semua proses ini menjadi maslahah bagi Ummat. NU tidak ingin 
memaksanakan kehendaknya sebagai yang paling benar. Terkecuali 
pada hal-hal yang prinsipil, seperti NKRI, Pancasila, UUD 45 dan 
Bhinneka Tunggal Ika. Selebihnya dalam hal kebangsaan NU masih 
bisa berubah-ubah. NU juga menyarankan agar tetap bisa menghindari 
permusuhan antar sesama. Jadi, aswaja an nahdliyah sudah benar 
secara rumusannya. Meski sedikit berbeda dari aswaja yang umumnya 
kita kenal di dalam kajian-kajian sejarah Islam‛.31 
 
Ketua Aswaja Center ini pun menjabarkan beberapa langkah yang 
harus dilakukan agar Aswaja NU tersebut bisa terinternalisasi dengan baik 
bagi semua masyarakat. Dia menjawab pertanyaan tersebut sebagaimana 
berikut:  
‚strateginya tidak jauh berbeda lah dengan yang sudah-sudah 
disebutkan. Bedanya anda ini ingin aswaja NU bisa disandingkan 
dengan nilai-nilai kebangsaan. Bagi kami di NU, nilai kebangsaan dan 
keaswajaan itu sudah tidak ada bedanya. Aswaja NU mengajarkan 
nilai kebangsaan itu pasti. Kebangsaan Indonesia mengajarkan kita 
bahwa ada agama-agama yang harus dihormati. Pancasila kan sudah 
tegas menyebutkan itu. Maka langka yang dibutuhkan hanya proses 
penyadaran masyarakat agar bisa memahaminya secara seksama saja. 
Termasuk dari masyarakat itu ya para generasi muda. Mereka ini 
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memang memiliki sifat dan sikap yang sangat luas; maka 
pendekatannya harus disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Tidak 
perlu disamakan dengan mereka yang secara rasional dan keislaman 
sudah memiliki pengalaman berbeda. Oleh karenanya, seperti yang 
saya katakana sebelumnya, lembaga pendidikan bisa menjadi langkah 
paling efektif untuk melakukan penyadaran tersebut.‛32 
 
Terkait dengan problem dan solusinya, Ketua Aswaja NU Center 
Sampang mengatakan bahwa: 
‚…memang tidak ada rencana dan pelaksanaannya berjalan sesuai 
yang diidealkan. Pasti ada masalah-masalah yang harus dihadapi. 
Penggemblengan generasi muda memahami aswaja an nahdliyah dan 
nilai kebangsaan, hari ini, mendapatkan tantangan dari gerakan-
gerakan yang mengatas namakan Islam. Seperti HTI dan lainnya. Di 
pihak yang lain, gerakan mereka juga sangat progresif. Mereka 
menggunakan alat-alat komunikasi, menggunakan pendekatan 
ekonomi, dan melakukan pemberdayaan/pengkaderan melalui lembaga 
pendidikan. Maka dari itu, salah satu solusinya adalah memutus 
penyebaran paham-paham tersebut di kalangan pemuda, khususnya di 
Sampang ini. Disini sudah ada banyak lembaga pendidikan anak usia 
dini yang dimotori kelompok tersebut, tapi kami sigap 
mengkampanyekan agar mereka tidak masuk pada lembaga 
pendidikan yang tidak mengajarkan nilai-nilai kebangsaan sesuai yang 
diajarkan oleh para sesepuh di NU. Makanya, mereka juga 
kebingungan menyusun strategi baru agar bisa mendapatkan ruang di 
dalam masyarakat.‛33 
 
Adapun tanggapan dua organisasi pemuda yang ada di bawah naungan 
NU, mereka menjawabnya hampir mirip dengan apa yang sudah disampaikan 
para nara sumber sebelumnya. Pada intinya, mereka siap untuk menjadi iron 
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stock dan agent pemahaman aswaja an nahdliyah agar bisa disebarkan kepada 
para pemuda yang lainnya. Mereka pun tidak segan untuk melakukan debat-
debat terbuka untuk menarik perhatian dalam kontestasi ideologis tersebut. 
Bagi kedua organisasi ini, Islam-Indonesia adalah pengejawantahan nilai 
aswaja an nahdliyah. Pengejawantahan bahwa Aswaja menerima sistem yang 
dijalankan di Indonesia. Jadi, bagi penulis sendiri, pandangan kedua 
organisasi ini, tidak jauh berbeda dengan induk identitasnya, sebagai 
penggerak pemahaman keaswajaan yang berbasis pada nilai-nilai kebangsaan. 
Betapapun, semua yang dipaparkan di atas terkait dengan 
pengembangan Aswaja an Nahdliyah dan pengembangan nilai-nilai 
kebangsaan, hanya sebatas reduksi pengalaman dari para nara sumber untuk 
membincangkan apa yang mereka lihat di ruang fenomenologis di sekitas 
mereka. Maka dari itu, apabila ada keseragaman cara berfikir, tentu, tidak 
bisa dilepaskan dari homogenitas masyarakat Kabupaten Sampang yang 
sudah terkumpul secara majemuk di bawah naungan Islam ahl al sunnah wa al 
jamaah al nahdiyah. Masyarkat Sampang, secara pengamatan, memang tidak 
banyak memiliki tantangan ideologis, kecuali persoalan konflik di internal 
umat Islam dengan kelompok shi’ah. Sebagaimana diketahui juga, bahwa 
shi’ah di Indonesia tida pernah menawarkan sudut pandang baru dalam hal 
nilai-nilai kebangsaan. Shi’ah hanya berbeda dari sudut pandang peribadahan 
dan keyakinan keagamaan (khususnya seperti yang disangkakan masyarakat 
sampang kepada kelompok shi’ah).   



































A. Model Penyampaian Nilai - Nilai Aswaja bagi Kalangan Pemuda 
Sampang  
Kata ahlu al sunnah wa al Jamaah (selanjutnya disingkat Aswaja) 
dalam diskursi sejarah peradaban dan pemikiran Islam, sebenarnya, tidak bisa 
dimonopoli oleh satu golongan saja. Kata ini berasal dari sebuah hadis Nabi 
Muhammad yang menegaskan bahwa hanya ada satu golongan yang akan 
selamat di akhir zaman nanti, yakni; mereka yang bersamaku dan sahabatku. 
Melalui hadis inipulalah, kemudian, hampir semua kelompok teologis 
mengklaim yang paling dekat dengan pemahaman Nabi Muhammad dan 
sahabat nabi. Hingga pada akhirnya, kontestasi teologis ini bermotifkan pada 
kepentingan politik. Pemahaman terhadap Islam pun menjadi sangat beragam. 
Secara teoritik juga, dipaparkan bahwa, pemahaman Aswaja ini disempitkan 
menjadi teologi yang didasrkan pada pemikiran Al Maturidi dan Al Asy’ari. 
Dalam bidang hukum ada empat madzhab yang diakui. Tasawwufnya al 
Ghazali dan Al Junaidi. Konsepsi fitur ini juga diakui oleh para pemikir Islam 
di Indonesia, yang juga direpresentasikan oleh organisasi keagamaan bernama 
Nahdlatul Ulama’. 
Pada konteks kekinian ini, konsep aswaja di atas sudah menjadi 
perangkat baku yang sudah tidak bisa ganggu gugat. Walaupun pada 
perkembangannya, para penganut Sunni mendapatkan banyak tantangan baru, 
mulai dari adanya kesamaan pemikiran kelompok-kelompok baru yang secara 

































global menyebar ke seluruh penjuru dunia, hingga menguatkan konflik global 
yang mengatasnamakan aliran-aliran keislaman tertentu di pilahan dunia 
selain Indonesia. Kondisi yang tidak kondusif ini akhirnya menjadikan para 
penganut Sunni khususnya di Indonesia melebarkan cara pandangnya dari 
yang sebatas mazhaby menjadi manhaji. Artinya, mereka merubah paradigma 
sebagai pengikut pasif menjadi pengikut yang kreatif. Dari pengikut yang 
tekstualis menjadi lebih kontekstual untuk menyeimbangkan antara 
kandungan ajaran keislaman dengan kontestasi fenomenologis, sosiologis, 
dan politis yang terendap dalam kehidupan masyarakat Indonesia.  
Dari teori yang sudah dipaparkan tampak jelas, bagaimana Nahdlatul 
Ulama’ sendiri melakukan reaktualisasi pemahaman keaswajaan tersebut, lalu 
menambahi fiturnya menjadi sangat identik dengan NU. Hal ini menandakan 
bahwa pemahaman keaswajaan yang klasik tidak bisa memberikan penjelasan 
konstruktif terhadap problem kekinian.
1
 Nahdlatul Ulama’ pada 
Muktamarnya yang ke 33 di Jombang menamai corak keaswajaannya sebagai 
aswaja an nahdliyah. Model keaswajaan yang setidaknya membuka ruang 
ijtihad baru dan kontekstual, memantapkan nilai-nilai kebangsaan, 
memantapkan sikap toleran, adil, seimbang, dan moderat, dan NU harus 
selalu mengedepankan cara-cara yang ramah dan elegan dalam hal 
berdakwah.
2
 Selain alasan bahwa kurangnya ruang kontekstualisasi, model-
model keislaman di Indonesia pun mulai menghadapi persoalan baru; mulai 
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dari radikalisme, menguatnya gerakan anti-nasionalisme, atau dikenal dengan 
transnasionalisme Islam, dan problem-problem ideologis lainnya. Maka dari 
itu, perumusan tersebut sangatlah berguna agar NU dan keaswajaannya bisa 
termanifestasi dengan baik terhadap masyarakatnya. Pertanyaan selanjutnya 
adalah bagaimana cara paling efektif mentransformasi pola pikir baru ini 
menjadi bentuk identitas kolektif?.  
Dalam teorinya, tentu, Nahdlatul Ulama’ bisa menggunakan 
pendekatan institusional, dimana mereka membentuk badan-badan otonom 
agar mampu menyampaikan apa yang sudah dirumuskan sebagai ide besar 
pemikiran organisasi tersebut. Di pihak yang lain, secara mikro, actor-aktor 
yang ada di dalam NU bisa menjadikan para kiai dan agen-agen cultural 
lainnya, sebagai preacher yang mendesiminasikan informasi tentang aswaja 
an nahdliyah tersebut. Perangkat lainnya melalui lembaga pendidikan formal 
atau informal (pesantren) sebagai proses penggemblengan generasi muda di 
dalam memahami aswaja ala NU. Perangkat lainnya adalah melalui 
penguatan terakhir sistem informasi yang dimiliki oleh Nahdlatul Ulama’ 
agar mampu menyapa semua kalangan, termasuk mereka yang memiliki 
perbedaan padangan.   
Dalam penjabaran asumsi umum tersebut, Syaifuddin Zuhri 
menyebutkan ada beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk membumikan 
Aswaja mejadi bagian kehidupan masyarakat; pertama, dalam perspektif 
umat Perspektif umat bermakna melakukan pemberdayaan warga nahdliyyin 
dan kelompok masyarakat terpinggirkan melalui advokasi kebijakan publik 

































pada level lokal, dan melakukan aksi-aksi praktis pendampingan kelompok-
kelompok warga pada tingkat local dan akar rumput; kedua, Perspektif 
finansial, melakukan revitalisasi Badan atau unit-unit usaha warga atau 
organisasi NU, membangun kemitraan dengan berbagai pihak, pemerintah, 
swasta dengan menerapkan manajemen keuangan yang professional, 
transparan dan akuntabel; ketiga, Perspektif organisasi,  mengupayakan 
terciptanya tata laksana organisasi yang modern, rasional, dan terpercaya 
dengan berbdasis teknologi informasi dimana mekanisme, pembinaan dan 
penguatan berjalan efektif dengan orientasi yang jelas pada kepentingan 
warga; keempat, Perspektif sumber Daya Manusia; mengupayakan 
terciptanya jaringan SDM multi disiplin dan talenta yang berkualitas, 
kompeten, jujur, peduli dan konsisten dengan semangat pengorbanan dan 
kesetiakawanan yang tinggi bagi tercapainya tujuan bersama.
3
 
Lebih kongkrit juga Eka Sugeng Ariadi mengusulkan agar integrasi 
dan internalisasi Aswaja an Nahdliyah bisa dilakukan melalu penyempurnaan 
proses belajar mengajar ada di lembaga pendidikan Islam. Bahkan, bisa 
diinkludkan dalam program pemerintah, semisal diselipkan dalam kurikulum 
K-13, atau modul pembelajaran keislaman yang disesuaikan melalui nilai-
nilai Islam Aswaja ala NU tersebut. Jadi, melalui model tersebut, penguatan 
identitas dan karakter bangsa Indonesia yang cinta akan NKRI bisa 
diwujudkan secara pola pikir yang konfrehensif. Termasuk hadirnya sikap 
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moderatisme di kalangan generasi muda.
4
 Jadi, pada kesimpulannya, secara 
teoritik, konstruksi pemahaman keaswajaan yang ada di Indonesia tidak lagi 
bisa disandingkan dengan sudut pandang kesejarahan yang dikandung oleh 
Aswaja di masa klasik. Aswaja ala NU di Indonesia sudah berubah dari upaya 
mazhab ke arah manhaj dan ijtihadi.  
Dari asumsi ini, maka pertama mengasumsikan apa yang dilakukan 
oleh Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama’ (PCNU) Kabupaten Sampang 
berkesesuaian dengan kerangka teori yang sudah ada merupakan hal yang 
sah. Artinya, dari data yang penulis dapatkan, PCNU Sampang sudah 
melakukan reaktualisasi nilai-nilai keaswajaan sesuai dengan apa yang 
dirumuskan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama’. Sebagaimana ungkapan 
dari semua nara sumber bahwa aswaja yang ditanamkan, dikaji, dan diajarkan 
kepada seluruh masyarakat disandarkan pada pemahaman yang kontekstual. 
Tidak lagi tekstual seperti yang ada di era klasik dalam Islam. Kedua, dalam 
konteks pendekatan dan strategi yang dijalankan PCNU Sampang pun sudah 
berkesesuaian dengan apa yang ada dalam teori. Mereka melakukan 
internalisasi melalui proses sosialisasi langsung kepada masyarakat, lembaga 
pendidikan melalui bahan ajar, pengenalan di masa orientasi, dan kegiatan-
kegiatan lain yang melibatkan secara langsung para generasi muda untuk 
ambil bagian menghadirkan aswaja ala NU tersebut.  
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Ketiga, PCNU Kabupaten Sampang pun melakukan re-inforcement 
dan pengkaderan secara massif agar pemahaman aswaja an nahdliyah tersebut 
mendarah daging di kalangan anggota NU, baik itu yang terlibat di Aswaja 
Center yang merupakan symbol utama penananamn nilai-nilai keaswajaan 
ataupun anggota lainnya yang ada di bawah naungan NU. Dengan demikian, 
secara normative, penulis ingin mengatakan bahwa kerangka berfikir – 
sebagaimana visi dan misi Ketua PCNU SAmpang – melakukan perbaikan 
pola organisasi dan penguatan SDM, hingga layanan masyarakat dapat 
termanifestasi secara baik dalam proses sosialisasi Aswaja an Nahdliyah 
dikalangan pemuda NU di Kabupaten Sampang. Walaupun, juga terdapat 
masalah-masalah baru yang harus diselesaikan misalnya terkait pola 
koordinasi antara satu bagan dengan bagan yang lain, atau antara instansi 
pemerintah yang satu dengan instansi pemerintah yang lain.  
Dalam pembacaan penulis pola sosialisasi yang konfrehensif yang 
dilakukan oleh PCNU Sampang ini bisa disebut sebagai holistic-approaching 
of constructivism. Artinya, sebagaimana kerangka teori konstruktivisme Peter 
L Berger. Berger mengatakan bahwa untuk membangun masyarakat yang 
konstruktivis dibutuhkan tiga perangkat penting, yakni; internalisasi, 
objektivasi, dan eksternalisasi. Tiga pola konstruksi ini bisa digambarkan 








































Model Penyampaian Aswaja di PCNU Sampang   
Berdasarkan analisa-teoritik di atas, maka dapat disimpulkan bahwa, 
untuk menjadikan pola penyampaian aswaja sangat efektif bagi kalangan 
pemuda, dibutuhkan upaya-upaya yang menyeluruh, para penyampai 
(preacher) tidak sekedar memahami materi yang dibutuhkan, melainkan 
juga strategi penyampaian yang efektif dan tidak menjemukan. Mereka juga 
diharapkan bisa membungkus teori atau istilah yang ada di dalam konsepsi 
aswaja an nahdliyah menjadi lebih mudah dipahami sesuai dengan cara 
berfikir objek yang dihadapi. Setelah mereka mendapatkan pemahaman, 
maka diperlukan pembuktian yang dilaksanakan secara kolektif. Kolektifitas 
tindakan ini sangat penting, agar mereka (baca; yang memahami aswaja an 
•Memberikan Pemahaman Aswaja an Nahdiyah Kepada semua Trainer yang akan diterjunkan 
kepada masyarakat 
•Memberikan Pemahaman tentang perbedaan dan pemaknaan dinamika yang terjadi di luar 
isolated space (baca di internal PCNU Sampang) 
•memberikan pemahaman akan pentingnya Aswaja an Nahdliyah kepada masyarakat melalui 
proses perilaku kolektif berimbang, sehingga dengan mudah bis a dicontoh oleh masyarakat 
awam. (actor-hood).  
Internalisasi  
•Memberikan contoh-contoh kongkrit terhadap proses yang benar terkait aswaja an 
nahdliyah, melalui proses rasionalisasi tindakan dan cara berfikir. Atau bisa jadi melalui 
pengenalan langsung terkait wujud pemahaman aswaja an nahdliyah yang benar. Dalam hal 
ini, PCNU Sampang secara sengaja sering menyebut bahwa kultur orang madura tidak 
memiliki riwayat konfliktual. Dan selalu mengikuti apa yang disampaikan oleh kiai.  
•  Pelbatan generasi Muda untuk memberikan pemahaman pada teman sejawat merupakan 
cara paling efektif untuk memberikan pembuktian bahwa yang dilakukan merupakan sebuah 
kebenaran.  
Ekternalisasi  
•Pembentukan Perilaku kolektif dan pembentengan masyarakat melalui informasi-informasi 
yang difilterisasi oleh PCNU Sampang. artinya, mereka juga melakukan pengawasan bagi 
penyebaran paham-paham yang menyimpang dari keyaknian Aswaja An Nahdliyah.  
•  PCNU melibatkan masyarakat, pemerintah, dan kalangan pemuda untuk merumuskan dan 
menyusun problem-problem yang akan dihadapi.  
•  Aswaja Center PCNU Sampang juga melakuka kaderisasi secara masif untuk menjaga 
sustainsibilitas berfikir aswaja an nahdliya yang ada di Kabupaten Sampang  
Objektivasi  

































nahdliyah ini) tidak teralienasi dari komunitas yang ada. Terakhir, 
dibutuhkan pula proses kesinambungan agar keyakinan tersebut tidak 
mudah punah. Salah satu cara yang efektif adalah membentuk sebagai 
habitus objektif dan kebenaran absolute. Dalam bahasa yang lebih 
sederhana, mereka secara tidak sadar, bahwa apa yang dilakukannya sudah 
menjadi dogmatisme yang tidak akan mudah diubah oleh kepentingan 
sesaat.  
 
B. Pemahaman Nilai – nilai Kebangsaan di Kalangan Pemuda Sampang  
Berdasarkan kajian teoritik terkait nilai-nilai kebangsaan, dapat 
ditarik sebuah kesimpulan teori (theoretical conclusion) sebagai berikut: 
Pertama, wawasan kebangsaan adalah suatu pandangan yang 
mempengaruhi sikap pada setiap penduduk bagi sebuah negara untuk 
menyatakan tekad, keinginan dan komitmen yang kuat untuk menyatakan 
diri sebagai bagian dari suatu masyarakat sebuah bangsa yang rela untuk 
patuh dan tunduk kepada kesepakatan bersama yang dapat menjadi perekat 
bangsa yang bersangkutan, yakni untuk hidup dalam sebuah negara secara 
rukun, damai, tolong menolong dan kasih sayang atas dasar kemanusiaan. 
Kedua, sebagaimana halnya paham demokrasi dan lainnya yang datang dari 
Barat, paham nasionalisme pada mulanya ditolak oleh masyarakat Indonesia 
melalui para tokoh, pemimpin Islam dan pemimpin nasional lainnya, karena 
paham nasionalisme itu merupakan produk dari Barat yang mengandung 
unsur-unsur negatif, sepertu individualisme, demokrasi liberal, kapitalisme, 

































imprialisme, chauvinisme, sempit, dan liberal. Namun setelah melalalui 
perdebatan sengit serta membandingkannya dengan pagam nasionalisme 
Timur yang disesuaikan dengan nilai-nilai budaya yang berkembang di 
Indonesia, maka akhirnya paham kebangsaan ini dapat diterima dan 
diterapkan di Indonesia. 
Ketiga, dalam konteks kebangsaan Indonesia, wawasan kebangsaan 
yang diterapkan di Indonesia adalah paham nasionalisme atau kebangsaan 
yang berdasarkan tauhid dan kemanusiaan, berpandangan luas, di samping 
mementingkan negara sendiri juga menghormati negara lain, tidak 
menjajah, mengintimidasi dan sebagainya. Paham nasionalisme yang 
demikian itulah yang diterapkan di Indonesia yang dapat menjamin 
terwujudnya sebuah kehidupan yang rukun, aman dan damai adalah 
kesetiaan untuk menerima, memahami, menghayati, mengamalkan, 
membela dan menegakkan pilar-pilar kebangsaan, yaitu Pancasila, Undang-
undang Dasar  1945, Bhineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. Keempat, secara normatif, historis, psikologis dan pragmatis, 
ajaran Islam sangat mendukung bagi tegaknya pilar-pilar kebangsaan 
tersebut dan sekaligus memerintahkan untuk mengamalkannya. Secara 
normatif, pilar-pilar kebangsaan tersebut sesuai dengan ajaran Islam 
sebagaimana yang terkandung di dalam al-Qur’an dan al-Hadis.  
Secara historis, para tokoh dan pemimpin Islam terlibat dan 
berkontribusi dalam merumuskan, menegakkan dan memasyarakatkan pilar-
pilar kebangsaan Indonesia tersebut. Sikap para tokoh dan pimpinan Islam 

































ini juga sejalan dengan yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW yang 
berhasil mendirikan negara di Madinah yang berdasarkan pada Piagam 
Madinah. Subtansi pilar-pilar kebangsaan Indonesia sejalan dengan 
substansi yang terdapat dalam 47 Pasal yang terdapat dalam Piagam 
Madinah. Secara psikologis, manusia ditakdir oleh Allah SWT sebagai 
makhluk yang membutuhkan bantuan orang lain dan hidup dalam sebuah 
masyarakat yang berbangsa dan bernegara. Sedangkan secara pragmatis, 
adanya wawasan kebangsaan tersebut menjadi jamin bagi terwujudnya 
sebuah kehidupan yang aman dan damai, dan kehidupan yang aman dan 
damai ini dibutuhkan bagi pemahaman, penghayatan dan pengalaman ajaran 
Islam. 
Berdasarkan pada kerangka teori di atas, Islam dan Nasionalisme di 
Indonesia sudah usai diperdebatakan dan didiskusikan oleh para pejuang di 
era kemerdekaan. Maka dari itu, sejarah Indonesia pun mencatat ada tiga 
tipologi politik kebangsaan digalakkan dan dijalankan oleh pemerintah. 
Pertama, era kemerdekaan melalui penentuan politik identitas. Politik 
identitas yang digencarkan Soeharto menunjukkan bahwa Indonesia 
merupakan bangsa multikultural dan menghargai perbedaan yang terjadi di 
masyarakat. Dalam ruang kesejarahan ini internalisasi nilai-nilai kebangsaan 
sangat mudah dilakukan; karena masih hangat suasana perjuangan dan 
perlawanan terhadap negara-negara kolonial di Indonesia. Oleh karenanya, 
politik identitas menjadi model pendidikan kewarganegaraan kalai itu. Dan, 
uniknya, tidak banyak diperbincangkan pada ruang-ruang sekolah. Barulah 

































pada periode-periode krisis ekonomi, sosial dan politik, keinginan untuk 
menginternalisasi nilai Pancasila dan ideologi kebangsaan dicanangkan oleh 
pemerintah. Para sejarawan menilai keinginan Soekarno menjadikan 
pendidikan identitas kewarganegaraan itu, sebagai model hegemoni bagi 
kelompok-kelompok yang bersebrangan dengan pandangan politiknya.  
Kedua, Pasca era lama hilang, politik kebangsaan harus berpindah 
pada the choosen man, Soeharto. Tampaknya, apa yang dilakukan Soeharto 
tidak banyak berbeda dengan Soekarno. Politik akomodatif, terhadap 
berbagai kepentingan yang ada di Indonesia, menjadikan stabilitas 
kehidupan nasional kembali normal. Pada era panjang inilah, politik 
pendidikan kebangsaan mulai digencarkan bagi seluruh generasi penerus. 
Dan, semua orang bisa melihat, bagaimana kebijakan pendidikan ini 
tersistematisasi masif-konstruktuvis di lembaga pendidikan. Pada era ini 
pula, dilakukan proses penyeragaman pemahaman, tindakan politik, dan 
penghayatan terhadap seluruh elemen politik yang sempat bersebarangan di 
era sebelumnya. Soeharto, bersama para elit politik kala itu, di tahun 1978, 
membuat kebijakan agar digencarkan program Penataran Pedoman 
Penghayatan dan Pengalaman (P4) Pancasila, atau dikenal dengan 
Ekaprasetia Pancakarsa.
5
 Melalui program ini, politik kewarganegaraan 
Indonesia mulai stabil. Tidak ada lagi kelompok-kelompok Islamis yang 
diberikan ruang bebas merekrut, mendidik, dan menindoktrinasi melalui 
pemahaman yang lain dan menyimpang dari Ideologi Pancasila. 
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Ketiga, di era reformasi, kontestasi nilai kebangsaan sudah berubah 
menjadi wacana (discourse and scientific postulation an sich). Nilai 
kebangsaan hanya diajarkan untuk menginformasikan terkait proses yang 
terjadi di kalangan masyarakat. Tidak ada lagi indoktrinasi dan 
konstruktivisme laiknya di orde baru. Imbasnya model ini tidak membentuk 
kesadaran, sikap, dan tanaman ideologis yang lama. Bahkan acapkali 
menumbuhkan kesadaran re-interpretasi baru tentang nilai kebangsaan yang 
ideal. Dinamika kebangsaan di era ini juga menunjukkan bahwa Indnesia 
sudah kehilangan identitas dan nilai-nilai autentiknya. Indonesia keburaman 
sikap kebangsaan, termasuk menguatnya konflik primordial di beberapa 
daerah.  
Dari sekian banyak kerangka teori yang sudah penulis sebutkan di 
atas, maka untuk menilai apa yang dilakukan oleh PCNU Kabupaten 
Sampang bisa dikonsepsikan sebagaimana berikut; pertama, pengurus dan 
semua narasumber penelitian ini menganggap bahwa NU dan NKRI 
merupakan dualitas yang tidak bisa dipisahkan. NU memiliki tanggung 
jawab untuk menjaga NKRI dan terus memberikan pemahaman kepada 
masyarakat agar memanifestasikan perjuangan yang sudah lama dilakukan 
oleh para kiai. Dalam konteks ini, sesuai teori di atas, NU sangat bersepakat 
bahwa Islam dan kerangka berfikir kebangsaan sudah usai berdasarkan 
rumusan para tokoh Islam dan nasionalis di era kolonialisme. Kedua, apa 
yang diupayakan oleh PCNU Sampang dengan kampanye NKRI harga mati. 
Pancasila sebagai ideology Negara. Dan Bhinneka Tunggal Ika Sebagai 

































identitas masyarakat Indonesia, juga menunjukkan bahwa PCNU Sampang 
ingin menanamkan nilai-nilai kebangsaan perangkat yang mereka miliki. 
Apakah itu dalam bentuk lembaga atau gerakan social kemasyarakatan.  
Adapun pendekatan pola yang dilakukan oleh PCNU Kabupaten 
Sampang penulis menganggapnya cukup ambigu. Artinya, karena identitas 
NU sudah sangat mendukung NKRI, maka mereka tidak banyak melakukan 
perubahan pendekatan sebagaimana penamanan paham keaswajaan 
sebelumnya. Mereka sekedar melakukan tahapan-tahapan sebagaimana 
rumus normatifnya. Meskipun, dari kalangan pemuda sendiri menginginkan 
adanya reaktualisasi pendekatan yang lebih mengikat dan indoktriner. Tidak 
perlu seperti yang dilakukan di era orde baru, tapi juga tidak ‘lemah’ 
sebagai penyampaian yang ada di era sekarang. Gagasan untuk menguatkan 
pemahaman kebangsaan melalui lembaga pendidikan, tampaknya hari ini, 
sudah mulai dilakukan lagi oleh pemerintah. Pemerintah sekarang sudah 
membuat tim perumus nilai-nilai kebangsaan yang terkikis oleh persoalan 
radikalisme, transnasionalisme, dan Islamisme yang dipertentangkan dengan 
kondisi Indonesia hari ini. 
Dalam pandangan penulis, sejatinya, ada cara lain yang bisa dikemas 
oleh PCNU Kabupaten Sampang dalam membangun nilai-nilai kebangsaan, 
selain menggunakan media social, lembaga pendidikan, pelibatan 
mahasiswa atau pelajar, dan masyarakat secara luas, yakni melalui publikasi 
melalui film, dan media kreatif lainnya. Hal ini penting karena di dalam 
masyarakat sendiri terdiri dari sekian banyak segmentasi yang berbeda. 

































Penyeragamaan pola pendekatan akan menjadikan repitasi terhadap hal-hal 
lama yang sudah dilakukan para pendahulunya. Dalam konsepsi inilah, 
penulis kurang bersepakat apabila ada penyederhanaan bahwa NU sama 
halnya dengan NKRI dalam konteks sosialisasi nilai kebangsaan. NU, bagi 
penulis, sekedar penyangga saja, sedangkan perangkatnya harus bisa lebih 
luwes dan tidak memihak pada satu organisasi semata. Tujuannya tentu, 
untuk menghindari keberpihakan politik pemerintah. Walau di Sampang 
sendiri komunitas NU merupakan kelompok mayoritas.   
 
C. Internalisasi Aswaja dan Pengembangan nilai Kebangsaan di Kalangan 
Pemuda Sampang  
Sebagaimana konstruksi data di sub-bahasan sebelumnya, semua 
narasumber pun seraya bersepakat bahwa Aswaja an Nahdliyah adalah 
keyakinan baru yang diperuntukkan untuk melakukan kontekstualisasi nilai-
nilai ke Islaman khas Indonesia. Oleh karena di dalam Aswaja an Nahdliyah 
terdapat nilai penghormatan bagi ideologi Pancasila, identitas pluralistic di 
Indonesia, dan kebebesan dalam melaksanakan kewajiban keberagamaan 
yang dianut di Indonesia, para Pengurus Cabang Nahdlatul Uama’ Sampang 
mengatakan cara paling efektif untuk menyampaikan dua kontestasi 
ideology dan keyakinan teologis ini adalah melalui proses integrative. 
Artinya, sebagaimana teorinya, terma yang cocok mendeskripsikannya ialah 
Islamic-nationalism atau religious-nationalism. Artinya, agama dan 
nasionalisme berada beriringan untuk membentuk peradaban di Indonesia.  

































Walaupun di Indonesia dua kata ini tidak banyak dikenal. Perpaduan 
Islam dan Nasionalisme selalu diidentikkan dengan bahasa lain, yakni; 
Pancasila, yang merepresentasikan agama di pasal pertama dan cinta tanah 
air pada aspek persatuan Indonesia (republic). Kalau meminjam apa yang 
diungkapkan Louis Althusser sebuah ideology dihadirkan untuk 
menegasikan kelemahan-kelemahan yang dimiliki, maka Pancasila sejatinya 
bukan ideology yang ideal untuk Indonesia. Sebab, Pancasila 
menyembunyikan sejarah konfliktual yang terjadi semenjak perjuangan 
kemerdekaan itu dilaksanakan. Tapi, hal ini berbeda apabila ideology 
Pancasila didefinisikan melalui perspektif yang lain, yang bermakna bahwa 
hasil pemerasan terhadap nilai-nilai yang terkandung di dalam sebuah 
komunitas atau masyarakat tertentu, maka ideology Pancasila tak ubahnya 
wujud komplit dari Indonesia yang multi agama dan etnis ini.  
Maka dari itu, untuk keluar dari perdebatan ini, penulis tidak begitu 
sepakat apabila agama (khususnya faham aswaja an nahdliyah) berada 
bersandingkan/amalgan, dan integrative dengan Pancasila. Penulis lebih 
suka menganggap bahwa posisi aswaja an nahdliyah sebagai religiou-
subculture yang menyangga keutuhan ideology Pancasila. Pasalnya, 
keberagamaan di Indonesia pun pluralistic seperti kebudayaan yang 
terkandung di dalam diri Indonesia. Menganggap hanya NU yang 
bertanggung jawab menjaga NKRI tidak juga elok. Menjaga NKRI adalah 
tanggung  jawab bersama sebagai bentuk tanggung jawab menjaga negara 
tercinta.  

































Apapun itu, penulis pun tidak ingin mengenyampingkan peran NU 
dalam membangun generasi muda yang nasionalis. Pada bagian ini, penulis 
bersepakat bahwa optimalisasi peran pemuda dan menjadikan pemuda 
sebagai basis kaderisasi kelompok Islam-Nasionalis harus tetap dilakukan. 
Dalam bahasa yang lebih sederhana, jika NU ingin menyangga sikap 
kebangsaan melalui aswaja an nahdliyah (teo-ideologis), maka menjaga 
NKRI juga harus melalui generasi penerus yang memiliki pemahaman 
Pancasila yang koheren. Pemahaman bahwa Pancasila adalah ideology final 
dengan segala kekurangan dan kelebihan yang dikandungnya. Pancasila 








































BAB V  
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan  
Berdasarkan paparan kegelisahan akademik, kerangka teori, kajian 
kepustakaan, paparan dan analisis data, maka penulis menyimpulkan:  
1. Pola penyampaian nilai-nilai Aswaja di Kabupaten Sampang kepada 
para pemuda dilakukan melalui; Pertama, optimalisasi Sumber Daya 
Manusia secara internal. Kedua, penumbuhan pemahaman kolektif di 
internal organisasi. Ketiga, penyebaran pemahaman ini, secara 
strategis dan taktis, dipimpin oleh Aswaja Centre PCNU Kabupaten 
Sampang. Keempat, melakukan pelibatan langsung organisasi pemuda 
dalam merumuskan program yang direncanakan. Kelima, 
mengoptimalisasi lembaga pendidikan yang ada di Kab. Sampang 
melalui kerjasama lintas institusi. Terakhir, melakukan optimalisasi 
terhadap nilai kreatifitas yang dimiliki pemuda sampang untuk 
menyampaikan faham keaswajaan melalui bahasa yang lebih mudah 
dipahami oleh kalangan pemuda itu sendiri.  
2. Pengembangan nilai kebangsaan di Kabupaten Sampang, sebenarnya, 
tidak banyak menjadi concern pengurus PCNU Kabupaten Sampang. 
Sebab, secara sosiologis, masyarakat Sampang teraviliasi dengan 
sistem kebudayaan NU yang sangat kuat. Sebagaimana diketahui NU 
sudah menentukan sikap agar terus menjaga nilai-nilai kebangsaan 

































yang ada di Indoensia; apakah itu multi-budaya ataupun agama. Oleh 
sebab itulah, proses internalisasi dan strategi penyampaian nilai-nilai 
kebangsaan kepada kalangan pemuda tidak jauh berbeda dengan 
penanaman nilai-nilai keaswajaan. PCNU Sampang hanya menambahi 
fitur keaswajaan dengan nilai-nilai kebangsaan yang sudah diyakini 
kebenarannya secara ideologis.  
3. Model penyampaian dua kontestasi ideology (baca; Islamisme dan 
Nasionalisme) ini, kalau disasarkan pada paparan data, maka 
bentuknya integrative dalam bingkai Aswaja an Nahdliyah. Namun, 
bagi penulis sendirnya, penyatuan terma dalam aswaja an nahdliyah ini 
tidak sepenuhnya berdimensi amalgamative. Lebih dari itu, hal ini 
akan cenderung menghasilkan pembedaan-pembedaan pemahaman 
baru dikalangan umat Islam. Maka dari itu, berdsarkan pada analisa 
penulis, keberadaan aswaja an nahdliyah yang dihasilkan NU hanya 
sebagai religious-subculture yang menjadi penyangga bagi model-
model pemahaman keislaman yang lainnya. Termasuk kemudian, 
apabila hal tersebut disampaikan kepada para pemuda di Kabupaten 
Sampang. Meski mayoritasnya beragama Islam dan teraviliasi dengan 
NU.  
B. Saran-Saran  
1. Perlunya politik keberpihakan pemerintah terhadap penguatan nilai-
nilai kebangsaan yang disupport oleh pemahaman keagamaan. 
Keberpihakan pemerintah ini, sedikitnya, akan menegasikan living 

































conflict yang terpendam di dalam sejarah bangsa Indonesia 
(kepentingan kelompok mayoritas dan minoritas).  
2. Perlunya sinerji antar lembaga pemerintahan. Hal ini dimaksudkan 
untuk menghilangkan ego-sektoral di kalangan penanggung jawab 
institusi. Belajar dari kasus di Sampang, ada beberapa Dinas yang 
tidak mengizinkan adanya proses penanaman nilai-nilai keislaman 
berbasis NU, karena ‘mengganggu program yang dicanangkan oleh 
dinas tersebut.  
3. Pentingnya keterlibatan semua pihak untuk merumuskan ulang dan 
menutupi kandungan nilai-nilai Pancasila sebagai ideology kebangsaan 
dan keagamaan. Sebagaimana diketahui hak mutlak interpretasi 
Pancasila masih dimiliki oleh para pemegang sejarah bangsa dan 
penemu ideology tersebut; Soekarno.  
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